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ABSTRAKSI 

 

 

 

Kemitraan dalam usaha perkebunan merupakan keharusan karena 

merupakan syarat untuk diperolehnya izin usaha serta kewajiban perusahaan setelah 

mendapatkan izin usaha. Hal ini berlaku juga bagi usaha perkebunan kelapa sawit. 

Pola kemitraan usaha perkebunan tersebut dilakukan dalam perjanjian tertulis 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan serta  Undang-Undang 

Nomor  20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Oleh karena itu 

perlu memperhatikan penerapan asas atau prinsip perjanjian sebagaimana terdapat 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penulis meneliti penerapan asas 

proporsionalitas  dalam  perjanjian kerjasama antara Koperasi Produsen Mekar Jaya 

dengan PT Tani Musi Persada. Berdasarkan perjanjian tersebut penulis mencoba 

menilai apakah perjanjian tersebut mengakomodir kepentingan para pihak secara 

fair serta bagaimanakah Penerapan Asas Proporsionalitas  dalam perjanjian  

kemitraan perkebunan plasma kelapa sawit dalam proses hubungan 

kontraktual/perjanjian dalam fase prakontrak dan sepanjang kontrak,  yang 

dilakukan dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen/kepustakaan  

serta wawancara dan  menaganalisa data secara deskriptif kualitatif. Hasilnya adalah  

bahwa asas proporsionalitas dalam  perjanjian kemitraan perkebunan kelapa sawit 

kurang diperhatikan  karena posisi tawar antara para pihak kurang setara, sehingga 

pihak yang mempunyai posisi tawar yang lebih tinggi ingin melindungi pihaknya 

serta ada indikasi penyalahgunaan kekuasaan. Perjanjian hanya dibuat untuk 

memenuhi persyaratan formal dengan substansi yang kurang mendukung pihak 

dengan posisi tawar yang kurang dalam modal, jaringan usaha atau organisasi, 

fasilitas serta manajemen skill. Oleh karena itu pihak tersebut dibebani dengan  

tanggung jawab yang lebih besar, padahal diketahui bahwa  asas dalam kemitraan 

adalah saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling 

memperkuat dan saling ketergantungan, yang mana hal ini membutuhkan 

proporsionalitas guna melihat adanya itikad baik dalam pertukaran hak dan 

kewajiban  secara fair. 

 

Kata Kunci : Kemitraan, Asas Proporsionalitas, Perjanjian kemitraan perkebunan 

kelapa sawit. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap Usaha perkebunan membutuhkan izin usaha. Namun untuk 

memperolehnya perusahaan perkebunan harus mengikuti prosedur sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian. Jika tidak, maka usaha perkebunan 

tidak dapat dijalankan. Selain itu, jika kegiatan usaha telah dilakukan, maka 

sanksi administratif yang berupa pencabutan izin usaha dapat dikenakan.  

Salah satu persyaratan pemberian izin adalah kemitraan. Kemitraan 

pada perkebunan merupakan kewajiban. Kemitraan ini dimaksudkan untuk 

menjamin ketersediaan bahan baku, terbentuknya harga pasar yang wajar, dan 

terwujudnya peningkatan nilai tambah secara berkelanjutan bagi pekebun. 

Kemitraan sangat dibutuhkan oleh perusahaan, pekebun, karyawan, dan 

masyarakat sekitar perkebunan, sehingga perlu dilakukan dengan saling 

menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling 

memperkuat, dan saling ketergantungan. 
1
 

Kemitraan dalam perkebunan harus dilaksanakan karena merupakan 

syarat untuk diperolehnya izin usaha serta kewajiban perusahaan setelah 

mendapatkan izin usaha. Salah satu pelaksanaan kemitraan pada perkebunan 

yang dilakukan setelah mendapat izin adalah melalui program revitalisasi, 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan melalui 

                                                        
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 

57  ayat (1). 
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Program Revitalisasi Perkebunan. Program ini dimaksudkan untuk mempercepat 

pertumbuhan riil, khususnya meningkatkan kesempatan kerja, pendapatan 

masyarakat, daya saing, dan meningkatkan penguasaan ekonomi nasional serta 

pengembangan perkebunan. Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu 

pihak yang dapat melaksanakan program ini. Kemitraan  yang dilakukan terkait 

revitalisasi perlu mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri 

Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006, Peraturan Menteri Pertanian 

No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha 

Perkebunan, Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, serta  

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah.  

Wujud kemitraan sangat beragam.
2
 Ada kemitraan yang sangat 

sederhana dan dibangun di atas kesepakatan tidak tertulis, namun dapat berjalan 

dengan transparan, sukarela, dan setara.
3
 Peraturan Menteri Pertanian No. 

98/Permentan/OT.140/9/2013 mengatur  kemitraan dilakukan dengan perjanjian 

tertulis, bermaterai cukup untuk jangka waktu yang ditentukan dengan format 

tertentu. Hal ini memang tepat dilakukan, mengingat dengan perjanjian tertulis 

pola kerja sama yang teratur dan mengikat akan terbentuk. Namun kemudian 

timbul permasalahan jika isi perjanjian yang ditentukan tanpa memberikan 

kesempatan untuk membuat kesepakatan secara seimbang.  

                                                        
2 Rudianto Salmon Sinaga, “Masalah Hukum dalam Perjanjian Kemitraan Inti Plasma 

Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus pada PT SHM dengan Koperasi PGH) dan Tindakan Notaris 

dalam Menghadapi Perjanjian Kemitraan Inti Plasma dalam Perkebunan Kelapa Sawit,” Tesis 

Magister Kenotariat Universitas Indonesia, Depok, 2011, hlm 3. 
3 Rofiq Ahmad, Perkebunan dari NES ke PI, Cet 1, Jakarta: Penebar Swadaya, 1998, 

hlm.47. 
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Dalam pelaksanaannya, permasalahan terkait penerapan pola 

kemitraan ini masih terjadi. Pekebun, yang kebanyakan dari mereka adalah 

masyarakat dengan pendidikan minim, bahkan buta huruf memberikan peluang 

bagi pihak-pihak atau “oknum-oknum nakal” untuk memanfaatkan kesempatan 

melakukan perbuatan atau tindakan-tindakan, atau bahkan dalam bentuk sikap-

sikap yang merugikan.
4
 Permasalahan akibat pola kemitraan ini juga dialami 

oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit sehingga banyak yang meminta 

peninjauan ulang terkait pola kemitraan perkebunan ini karena dirasa 

memberatkan.  

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji perjanjian pola 

kemitraan perkebunan kelapa sawit. Mengingat bahwa perjanjian adalah 

perbuatan hukum yang menimbulkan, berubahnya, hapusnya hak atau 

menimbulkan suatu hubungan hukum dan dengan demikian menimbulkan akibat 

hukum yang merupakan tujuan para pihak.
5
  Selain itu perjanjian merupakan 

salah satu sumber dari perikatan, mengingat setiap anggota masyarakat dalam 

kesehariannya akan selalu terikat dengan pihak lain, dapat karena undang-

undang tetapi juga karena perjanjian.
6
 Jika terikat karena undang-undang maka 

unsur kehendak para pihak tidaklah berperan. Berbeda jika perikatan tersebut 

terikat karena perjanjian, para pihak sadar dan sengaja menghendaki untuk 

memperoleh manfaat atau keuntungan yang sudah sejak lama dikehendaki dan 

diperhitungkan.
7
 Hal lain akan sangat berbeda apabila perikatan tersebut 

                                                        
4 Rudianto, Op. cit. 
5 Herlien Budiono,  Ajaran  Umum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, 

cet. keempat, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 3. 
6 Yahman, Karakteristik dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan 

Kontraktual. Jakarta: Kencana, 2014, hlm 2. 
7 Ibid.  
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ditimbulkan oleh kedua hal tersebut, baik undang-undang maupun perjanjian, 

seperti dalam kemitraan pada usaha perkebunan. Mengingat perjanjian pola 

kemitraan dalam usaha perkebunan tidak hanya mengindahkan ketentuan 

perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Permentan No. 

98/Permentan/OT.140/9/2013, namun juga diakibatkan oleh perjanjian. Ini 

berarti tidak semua isi perjanjian adalah bebas, mengingat pola kemitraan yang 

terjadi bagian-bagian tertentu ditentukan berdasarkan peraturan perundang-

undangan. Oleh karena itu perlu diperhatikan bagaimanakah dengan penerapan 

asas atau prinsip perjanjiannya.   

Asas-asas perjanjian sebagaimana disebut pula dengan asas-asas 

hukum kontrak yang dianggap sebagai saka guru hukum kontrak yaitu:
8
 asas 

kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, dan asas 

itikad baik. Asas-asas itu sangat diperlukan dalam suatu perjanjian atau kontrak, 

mengingat selain sebagai pembangun sistem kontrak juga akan membentuk 

check and balance.
9
  

Selain asas tersebut, berkembang juga asas proporsionalitas dalam 

kontrak atau perjanjian. Asas ini melandasi pertukaran hak dan kewajiban para 

pihak guna  sesuai proporsi atau bagiannya dalam seluruh proses kontraktual, 

baik pada fase kontrak, kontrak, dan post kontrak.
10

. Asas ini memperhatikan 

kehendak para pihak serta perjanjian yang mengakomodasi kepentingan yang 

berbeda guna menghasilkan perjanjian yang  fair yang disepakati oleh para 

pihak . Asas ini juga memperhatikan kesesuaian antara kewajiban dan risiko 

                                                        
8 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak 

Komersil, Cet. Keempat, Jakarta: Kencana  Prenada Media Group, 2014, hlm 107. 
9 Ibid., hlm. 108. 
10 Ibid., hlm. 87. 
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atau tanggung jawab para pihak terkait dengan haknya. Namun hal tersebut tidak 

tercermin secara optimal dalam perjanjian kemitraan kelapa sawit yang terdapat 

dalam Perjanjian Kerja sama antara Koperasi Produsen Mekar Jaya dengan 

PT.Tani Musi Persada.  

Dalam perjanjian kemitraan terdapat klausula ekslusivitas serta 

pembatasan yang dilakukan oleh mitra usaha sehingga tampak mitra usaha 

kurang menerapkan asas proporsionalitas terkait dengan pelaksanaan kemitraan 

tersebut. Hal ini dapat terlihat dengan adanya klausula-klausula yang eksplisit 

maupun implisit, misalnya dalam Pasal 4 perjanjian yang menyatakan: 

“...koperasi baik sekarang maupun di kemudian hari tidak mengadakan tuntutan, 

gugatan maupun permintaan ganti rugi dengan dasar dan alasan apapun dalam 

bentuk apapun kepada mitra usaha.
11

” 

 Pasal 12 perjanjian yang terkait dengan kegagalan pembangunan areal kebun 

plasma yang berbunyi:  

“Apabila pada masa pembangunan areal kebun plasma terjadi gangguan-

gangguan dan atau tuntutan-tuntutan yang dilakukan oleh koperasi, anggota 

koperasi baik perorangan maupun secara bersama-sama, dimana hal tersebut 

bertentangan dengan ketentuan yang diatur di dalam perjanjian, maka mitra 

usaha dibebaskan atas kewajiban pembangunan areal kebun plasma dan koperasi 

wajib mengganti setiap biaya yang telah dikeluarkan mitra usaha dan mitra 

usaha berhak meminta bank untuk mengambil langkah-langkah hukum yang 

diperlukan.”
12

 

 

Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi: “Koperasi dengan ini berjanji dan mengikatkan 

diri tidak menunjuk dan/atau bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan 

apapun sehubungan dengan areal kebun plasma termasuk dalam pengolahan 

hasil tandan buah segar dengan mitra.”
13

 

 

 

                                                        
11 Perjanjian Kerja Sama antara Koperasi Produsen Mekar Jaya dengan PT. Tani Musi 

Persada No.01/TMP/IV/2014, Pasal 4. 
12 Ibid., Pasal 12. 
13 Ibid., Pasal 14 ayat (1). 
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Oleh karena itu penulis tertarik meneliti penerapan asas 

proporsionalitas dalam perjanjian kemitraan perkebunan plasma kelapa sawit 

pada perjanjian kerja sama antara Koperasi Produsen Mekar Jaya dengan 

PT.Tani Musi Persada. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, masalah pokok yang akan diteliti dalam 

penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan asas proporsionalitas pada  

perjanjian kemitraan perkebunan plasma kelapa sawit dalam perjanjian kerja 

sama antara Koperasi Produsen Mekar Jaya dengan PT.Tani Musi Persada.  

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti secara mendalam mengenai 

penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian kemitraan perkebunan kelapa 

sawit pada umumnya serta penerapan asas proporsionalitas pada pra-kontrak dan 

kontrak dalam perjanjian kerja sama antara Koperasi Produsen Mekar Jaya 

dengan PT.Tani Musi Persada. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

Dalam perkembangan ilmu hukum, banyak sarjana yang menyamakan 

istilah perjanjian dengan kontrak, namun ada pula yang membedakannya.  

Meskipun pengertiannya dapat beraneka ragam, pada prinsipnya  hal tersebut 

sama. Perjanjian atau kontrak menurut Pasal 1313 KUHPerdata, “suatu 
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perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 

dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Pengertian perjanjian menurut 

KUHPerdata tersebut kemudian dikritisi oleh Purwahid Patrik, yang menyatakan 

kelemahan pengertian perjanjian berdasarkan KUHPerdata tersebut karena 

pengertian tersebut hanya menyangkut perjanjian sepihak serta kata perbuatan  

mencakup juga tanpa konsensus dan kesepakatan.
14

 Subekti mengartikan 

perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain 

atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
15

 Tidak 

jauh berbeda dengan Subekti, Herlien Budiono menyampaikan bahwa pengertian 

perjanjian adalah perbuatan hukum yang menimbulkan, berubahnya, hapusnya 

hak atau menimbulkan suatu hubungan hukum dan dengan demikian 

menimbulkan akibat hukum yang merupakan tujuan para pihak.
16

 

Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung 

maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, 

memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil 

dan menengah dengan usaha besar.
17

 Kemitraan ini dilakukan dengan perjanjian 

tertulis. Oleh karena itu kemitraan perlu memperhatikan bagian-bagian isi 

perjanjian dan memenuhi unsur-unsur dalam hukum kontrak atau perjanjian.  

 

 

 

                                                        
14 Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari Perjanjian 

dan dari Undang-Undang ) Bandung: Mandar Maju, 1994, hlm .45. 
15

 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bandung: Pradnya 

Paramita, hlm.1. 
16 Herlien Budiono, Op. cit., hlm. 2. 
17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah, Pasal 1 angka 13.  
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Adapun unsur-unsur perjanjian adalah:  

1. Unsur Essentialia 

 Unsur Essentialia adalah unsur yang harus ada di dalam suatu 

perjanjian.
18

 Tanpa adanya unsur ini, maka tidak ada perjanjian.
19

 Tanpa 

keberadaan unsur ini, perjanjian untuk dibuat dan diselenggarakan oleh para 

pihak dapat menjadi beda sehingga menjadi tidak sejalan dan tidak sesuai 

dengan kehendak para pihak.
20

 Umumnya unsur ini dipergunakan dalam 

memberikan rumusan, definisi atau pengertian dari suatu perjanjian.
21

   

2. Unsur  Naturalia 

Unsur Naturalia merupakan unsur yang diatur dalam undang-

undang.
22

 Apabila dalam suatu perjanjian tidak diatur, maka mengikuti 

aturan yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu unsur ini 

selalu dianggap sebagai unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. 

Unsur perjanjian ini oleh hukum diatur tetapi dapat dikesampingkan oleh 

para pihak.
23

  

3. Unsur Accidentalia 

 Unsur Accidentalia merupakan unsur yang suatu saat ada atau 

mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya.
24

 Unsur ini 

merupakan unsur pelengkap dalam suatu perjanjian. adapun ketentuannya 

                                                        
18 Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia dalam prespektif perbandingan (bagian 

pertama), FH UII Press: Yogyakarta, 2014, hlm.66. 
19 Ibid., hlm. 67. 
20 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. Perikatan yang lahir dari Perjanjian. Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, hlm. 86. 
21  Neng Yani Nur Hayani, Hukum Perdata, Pustaka Setia : Bandung. 2015.  hlm. 208. 
22  Ibid. 
23  Ridwan, Op.Cit. 
24  Neng, Op. Cit., hlm . 209. 
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dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak dengan persyaratan khusus 

yang ditentukan secara bersama-sama. 

Menurut Agus Yudha Hernoko, terdapat beberapa asas sebagai 

penyangga hukum kontrak, yaitu asas kebebasan berkontrak yang berdiri sejajar 

dengan asas-asas lain berdasarkan proposinya yang berimbang, yaitu:
25

 

1. Asas pacta sunt servanda 

2. Asas kesederajatan 

3. Asas privity of contract 

4. Asas konsensualisme 

5. Asas itikad baik 

 

Pendapat yang berbeda disampaikan oleh Herlien Budiono, yang 

mengungkapkan bahwa asas-asas hukum yang merupakan dasar atau pokok 

yang karena sifatnya fundamental dan yang dikenal didalam hukum kontrak 

yang klasik adalah asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat, dan asas 

kebebasan berkontrak.
26

 Perhatian para sarjana sangat berbeda terkait asas-asas 

hukum perjanjian atau kontrak tersebut, meskipun ditemukan ada 

persamaannya. Berdasarkan berbagai asas hukum yang terdapat dalam hukum 

kontrak atau perjanjian terdapat empat asas yang dianggap sebagai saka guru 

hukum kontrak, yaitu:
27

 

a. Asas kebebasan berkontrak 

b. Asas konsensualisme 

c. Asas pacta sunt servanda 

d. Asas itikad baik 

 

Asas-asas tersebut sangat diperlukan dalam suatu perjanjian/kontrak, 

mengingat selain sebagai pembangun sistem akan membentuk check and 

                                                        
25 Agus Yudha, Op. cit., hlm. 106. 
26 Herlien Budiono, Op. cit., hlm. 29. 
27  Agus Yudha, Op. Cit., hlm. 107. 
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balance.
28

 Dalam perkembangannya agar penerapan suatu perjanjian tercipta 

win win solution harus diperhatikan proporsinya, sehingga asas proporsionalitas 

ini sangat dibutuhkan.  

Asas proporsionalitas dalam kontrak diartikan sebagai asas yang 

mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau 

bagiannya.
29

 Asas proporsionalitas ini semestinya terwujud dalam seluruh 

proses kontraktual, baik prakontrak, kontrak, dan pasca kontrak. Ini 

dimaksudkan agar para pihak terjamin hak dan kewajibannya dalam perjanjian. 

Asas proporsionalitas ini berorientasi pada konteks hubungan dan kepentingan 

para pihak.
30

 Pada dasarnya asas proporsionalitas dan asas keseimbangan tidak 

dapat dipisahkan keberadaannya dalam hukum kontrak.
31

 Namun asas 

proporsionalitas berbeda dengan asas keseimbangan, karena proporsionalitas itu 

tidak membahas keseimbangan atau kesamaan hasil. Asas proporsionalitas lebih 

menekankan proporsi pembagian hak dan kewajiban di antara para pihak. Oleh 

karena itu, asas proporsionalitas perlu dikemukakan di samping asas 

keseimbangan dalam kontrak sebagaimana dikemukakan oleh Herlien Budiono.  

Menurut Agus Yudha Hernoko terdapat kriteria yang dapat dijadikan 

pedoman untuk menemukan asas proporsionalitas dalam kontrak, yakni:
32

 

1. Kontrak yang memberikan pengakuan terhadap hak, peluang dan 

kesempatan yang sama kepada para kontraktan untuk menentukan 

pertukaran yang adil bagi mereka. 

2. Kontrak yang dilandasi oleh kebebasan para kontraktan untuk menentukan 

substansi apa yang adil dan apa yang tidak adil bagi mereka (prinsip 

kebebasan). 

                                                        
28 Ibid., hlm. 108. 
29 Ibid., hlm 23. 
30 Pranoto dan Itok Dwi Kurniawan, Urgensi Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Kerja 

Konstruksi sebagai Antisipasi Terjadinya Sengketa, Private Law, Edisi 2 Juli – oktober 2013, hlm. 89. 
31 Agus Yudha, Op. Cit, hlm. 74. 
32 Ibid., hlm. 88-89. 
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3. Kontrak yang mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus 

mendistribusikan kewajiban secara proporsional bagi para pihak. 

4. Dalam terjadi sengketa kontrak, maka beban pembuktian, berat ringan kadar 

kesalahan maupun hal-hal lain yang berkaitan harus diukur berdasarkan asas 

proporsionalitas untuk memperoleh hasil penyelesaian yang elegan dan win-

win solution. 

 

 

E. Metode Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah kemitraan perkebunan plasma kelapa 

sawit dalam Perjanjian Kerja Sama antara Koperasi Produsen Mekar Jaya 

dengan PT.Tani Musi Persada. 

2. Bahan Hukum 

  Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan bahan hukum, 

yang terdiri dari: 

a.  Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yakni: 

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah 

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 

tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan 

5. Peraturan Menteri Pertanian  Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 

tentang Pengembangan Perkebunan melalui Program Revitalisasi 

Perkebunan. 
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b. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku literatur, jurnal, artikel yang 

berkaitan dengan fokus penelitian. 

c. Bahan hukum tersier, berupa kamus dan ensklopedi. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku dan literatur 

yang berkaitan dengan materi yang diteliti. 

b. Studi Dokumen, yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen resmi 

institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan 

pengadilan, risalah sidang dan lain-lain yang berhubungan dengan 

permasalahan penelitian. 

c. Wawancara (Interview). 

4. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan secara yuridis 

normatif,  yaitu bahan-bahan penelitian dihimpun dan dikaji dari aspek- aspek 

yuridis yang terkait dengan masalah penelitian dan melakukan analisis 

terhadap asas-asas hukum dengan mengacu pada norma-norma hukum yang 

terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang tentunya mempunyai 

hubungan dengan judul karya ilmiah yaitu “Penerapan Asas Proporsionalitas  

dalam Kemitraan pada Perjanjian Kerja sama antara Koperasi Produsen 

Mekar Jaya dengan PT.Tani Musi Persada.” 

5. Analisis Bahan Hukum 

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif 

kualitatif, yaitu bahan hukum yang diperoleh secara deskriptif digambarkan 
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melalui penguraian kalimat dan analisis secara kualitatif dengan langkah-

langkah sebagai berikut:  

a.  Bahan hukum diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian,  

b.  Hasil klasifikasi bahan hukum selanjutnya disistematiskan,  

c. Bahan hukum dianalisis dengan teori hirarki serta asas peraturan 

perundang-undangan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan 

kesimpulan. 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tujuan penelitian ini, penulis 

menjabarkan topik dan rumusan masalah dalam sistematika sebagai berikut : 

Bab I adalah  pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang 

menjadi dasar penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka 

atau kerangka teori, serta metode penelitian yang mendukung permasalahan 

penelitian ini. 

Bab II  tentang dasar-dasar teori secara umum, mengingat judul 

penelitiannya adalah  penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian pola 

kemitraan maka penulis mengupas asas tersebut secara khusus disamping 

pembahasan terkait perjanjian serta pola kemitraan perkebunan yang terdapat 

dalam usaha perkebunan kelapa sawit.  

Bab III disampaikan secara khusus analisis penerapan asas 

proporsionalitas dalam Perjanjian Kerja sama antara Koperasi Produsen Mekar 

Jaya dengan PT.Tani Musi Persada. 

Bab IV sebagai bab penutup dari penelitian memuat tentang kesimpulan 

dan saran atas permasalahan yang telah diteliti 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM ATAS ASAS PROPORSIONALITAS DALAM 

PERJANJIAN POLA KEMITRAAN KELAPA SAWIT 

 

A. Tinjauan Umum mengenai Perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian 

Istilah “Perjanjian” dalam hukum perjanjian merupakan 

kesepadanan dari kata “overeenkomst” dalam Bahasa Belanda atau  

istilah “agreement” dalam Bahasa Inggris.
33

 Perjanjian sering disebut 

juga “Contract” atau  Kontrak, meskipun ada yang mengartikan kontrak 

ini dikaitkan dengan perjanjian-perjanjian tertulis. Perjanjian merupakan 

salah satu  sumber dari suatu perikatan. Sebagaimana disebutkan dalam 

Pasal 1233 KUHPerdata bahwa perikatan-perikatan ini dibagi menjadi 

dua golongan yaitu: 

a. Perikatan-perikatan yang bersumber dari perjanjian (overeenkomst) 

b. Perikatan-perikatan yang bersumber pada undang-undang (Wet) 

Dalam KUHPerdata, perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan 

di mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain 

atau lebih.
34

 Pengertian perjanjian di dalam KUHPerdata dianggap kurang 

lengkap karena hanya menjelaskan satu pihak yang mengikatkan diri 

kepada pihak lain.
35

 Semestinya pengertian tersebut menerangkan dua 

pihak yang saling mengikatkan diri tentang suatu hal agar terlihat asas 

                                                        
33  Munir Fuadi,  Konsep Hukum Perdata, Jakarta: Rajawali Press, 2014, hlm.  180.  
34  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313 KUHP. 
35 Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan, Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 

1456 BW,  Rajawali Press Jakarta, 2009, hlm. 64. 
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konsesualitas atau kesepakatannya. Oleh karena itu banyak ahli hukum 

yang memberikan pengertian atas perjanjian tersebut. Herlien Budiono 

memberikan arti perjanjian adalah perbuatan hukum yang menimbulkan, 

berubahnya, hapusnya  hak  atau menimbulkan suatu hubungan hukum 

dan dengan cara demikian, perjanjian menimbulkan akibat hukum yang 

merupakan tujuan para pihak.
36

 Selanjutnya Subekti memberi arti 

perjanjian sebagai  suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada 

seorang yang lain atau dimana orang itu saling berjanji melaksanakan 

suatu hal.
37

 

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Perjanjian adalah persetujuan 

tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-

masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan 

itu.
38

 Selanjutnya dalam Kamus Hukum Perjanjian diartikan sebagai 

persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, 

masing-masing sepakat untuk menaati isi persetujuan yang telah dibuat 

bersama.
39

 Dalam Blacks’ Law Dictionary, perjanjian adalah suatu 

kesepakatan diantara dua atau lebih pihak yang menimbulkan, 

memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum.
40

 

 

 

 

                                                        
36 Herlien Budiono, Ajaran  Umum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, 

cet. Keempat,  Bandung: Citra Aditya Bakti hlm. 3. 
37 Subekti dan Tjitrosudibio, Op. Cit. 
38 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa  Indonesia, Edisi Ketiga, 

Jakarta: Balai Pustaka,2005,hlm. 458. 
39 Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta : Rineka Cipta, 2007, hlm 363. 
40 Munir Fuadi, op. cit, hlm. 180. 
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2. Unsur-Unsur Perjanjian 

Unsur-Unsur Perjanjian adalah : 

a. Unsur Essentialia 

Unsur Essentialia adalah unsur yang harus ada di dalam suatu 

perjanjian.
41

 Unsur Essentialia dalam perjanjian berupa prestasi-

prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, 

yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang 

membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya.
42

 

Tanpa adanya unsur ini, maka tidak ada perjanjian.
43

 Oleh karena 

apabila tanpa keberadaan unsur ini, perjanjian untuk dibuat dan 

diselenggarakan oleh para pihak dapat menjadi beda sehingga 

menjadi tidak sejalan dan tidak sesuai dengan kehendak para 

pihak.
44

 Umumnya unsur ini dipergunakan dalam memberikan 

rumusan, definisi atau pengertian dari suatu perjanjian.
45

 

Perwujudan unsur ini adalah kata sepakat dan para pihak, contoh 

dari unsur ini adalah 

1) Di dalam perjanjian jual beli, unsur adanya barang dan harga 

barang adalah yang mutlak ada dalam perjanjian jual beli.
46

 

2) Kenikmatan atas suatu barang dan harga sewa adalah unsur 

mutlak yang harus ada dalam perjanjian sewa menyewa.
47

 

 

                                                        
41 Ridwan Khairandy.Op. Cit., hlm.66. 
42 Neng. Op.Cit., hlm 207. 
43 Ridwan, Op.Cit., hlm.67. 
44 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Op. Cit., hlm.86. 
45 Neng, Op.Cit., hlm 208. 
46 Ridwan, Op.Cit. 
47 Ridwan, Ibid. 
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b. Unsur Naturalia 

Unsur Naturalia merupakan unsur yang diatur dalam undang-

undang.
48

 Apabila dalam suatu perjanjian tidak diatur, maka 

mengikuti aturan yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh 

karena itu unsur ini selalu dianggap sebagai unsur yang selalu 

dianggap ada dalam kontrak. Unsur perjanjian ini oleh hukum 

diatur tetapi dapat dikesampingkan oleh para pihak.
49

 Unsur ini 

berkaitan dengan Pasal 1339 KUHPerdata yang berbunyi : “Suatu 

Perjanjian tidak hanya mengikat  untuk hal-hal yang dengan tegas 

dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang 

menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan 

atau undang-undang.” Selain itu terkait juga dengan sifat alami 

(natuur) perjanjian secara diam-diam melekat pada perjanjian, 

seperti penjual wajib menjamin bahwa barang tidak ada cacat 

(vrijwaring) serta  ketentuan Pasal 1476 KUHPerdata, penjual 

wajib menanggung biaya penyerahan.
50

 

c. Unsur Accidentalia 

Unsur Accidentalia merupakan unsur yang suatu saat ada atau 

mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya.
51

  Unsur 

ini merupakan unsur pelengkap dalam suatu perjanjian yang 

merupakan ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh 

para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak yang merupakan 

                                                        
48  Neng, Op.Cit.,.  hlm 208. 
49  Ridwan, Op.Cit. 
50 Ibid. 
51  Neng, Op. Cit., hlm 209. 
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persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh 

para pihak. Pada hakikatnya unsur ini bukan merupakan bentuk 

prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi. Accidentalia 

adalah unsur yang merupakan sifat pada perjanjian yang secara 

tegas diperjanjikan oleh para pihak, misalnya di dalam perjanjian 

jual beli tanah, ditentukan bahwa jual beli  tersebut tidak meliputi 

pohon atau tanaman yang berada diatasnya.
52

 

 

3. Asas-asas Hukum Perjanjian  

a. Kebebasan berkontrak (freedom of contract) 

 Para pihak bebas menentukan hal apa saja yang diinginkan 

dalam kontrak atau perjanjian untuk membuat kontrak/perjanjian. 

Namun apabila mereka telah menandatangani perjanjian tersebut 

maka mereka terikat dengan isi perjanjian tersebut. Asas ini diatur di 

dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “ Semua 

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang 

bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak adalah 

suatu asas yang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk : 
53

 

1). membuat atau tidak membuat perjanjian,  

2). mengadakan perjanjian dengan siapapun,  

3). menentukan isi perjanjian, pelaksanaaan dan persyaratannya  

4). menentukan bentuknya perjanjian.  

 

                                                        
52 Ibid,. 
53 Yahman, Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang lahir dari 

hubungan kontraktual.  Jakarta: Kencana, 2014. hlm. 7. 
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 Dalam membuat perjanjian/kontrak perlu memperhatikan 

koridor-koridor hukum sebagai berikut: 

1).  memenuhi syarat-syarat  sah perjanjian yang terdapat dalam Pasal 

1320 KUH Perdata . 

2).  tidak dilarang oleh undang-undang 

3).  tidak  melanggar kebiasaan yang berlaku 

4). dilaksanakan dengan unsur iktikad baik 

b. Asas Pacta Sunt Servanda 

Secara harfiah, Pacta Sunt Servanda berarti “ Perjanjian itu 

mengikat”.
54

 Asas ini berkaitan dengan akibat perjanjian.
55

 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata ayat (1) yang 

berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Ini berarti setelah 

perjanjian ditanda-tangani maka  para pihak terikat  terhadap apa yang 

mereka telah tentukan dalam perjanjian tersebut. Keterikatan para 

pihak terhadap suatu perjanjian yang telah mereka  buat tersebut 

cukup kuat, sama kekuatannya dengan suatu undang-undang yang 

dibuat oleh parlemen bersama-sama dengan pemerintah. Pada 

prinsipnya, hukum perjanjian sebagaimana yang diatur dalam undang-

undang baru berlaku ketika para pihak tidak mengatur secara lain apa 

yang diatur dalam undang-undang. Jika para pihak dalam perjanjian 

ternyata mengaturnya  secara lain dalam perjanjian yang berbeda  dari 

yang diatur dalam undang-undang, maka yang berlaku adalah 

                                                        
54  Ibid. 
55  Ratna Artha Windari. Hukum Perjanjian. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm.9. 
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ketentuan yang dibuat sendiri oleh para pihak dalam perjanjian 

tersebut, bukan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang.
56

 

Namun bagaimanapun para pihak perlu memperhatikan Pasal 1339 

KUHPerdata yang berbunyi “Perjanjian-perjanjian tidak hanya 

mengikat untuk hal hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, 

tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, 

diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.” Ini berarti 

bahwa para pihak dalam perjanjian terikat pada empat hal yakni isi 

perjanjian, kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. 

c. Asas Konsensual dari Suatu Perjanjian 

Suatu perjanjian sudah sah dan mengikat ketika tercapainya 

kata sepakat. Hal ini sebenarnya tidak mengharuskan tertulis maupun 

lisan. Namun ada beberapa perjanjian yang memang harus tertulis 

yang mana sering disebut dengan perjanjian formal, sebagaimana 

diatur dalam KUHPerdata yaitu perjanjian perdamaian, perjanjian 

penanggungan, perjanjian hibah dan sebagainya. Asas ini diatur di 

dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata, dalam pasal itu ditentukan 

bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan 

antara kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian 

kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas  

ini muncul pada saat momentum awal perjanjian. Persetujuan secara 

timbal balik terhadap bentuk dan isi perjanjian ditandatangani dengan 

adanya pembubuhan tanda tangan atau yang dapat dipersamakan 
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dengan itu. Tanda tangan yang diberikan menjadi pengakuan 

kehendak yang sah terhadap isi perjanjian.
57

 

d. Asas Itikad Baik (Goede Trouw/Good Faith) 

 Asas itikad baik merupakan salah satu asas yang sangat 

penting dan mendasar dalam perjanjian. Itikad baik terkait dengan 

bertindak sebagai pribadi yang baik
58

 Itikad baik dapat diartikan 

dalam dua pengertian : 

1) Itikad baik dalam pengertian subjektif 

Itikad baik dalam pengertian subjektif diartikan sebagai 

kejujuran seseorang pada saat diadakan perbuatan hukum. 

2) Itikad baik dalam pengertian objektif 

Itikad baik dalam pengertian objektif yaitu bahwa pelaksanaan 

suatu perjanjian haruslah didasarkan pada norma kepatutan 

atau apa yang dirasa sesuai dalam masyarakat. 

 Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan bahwa 

perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Para pihak dalam 

perjanjian haruslah melaksanakan substansi kontrak dengan 

kepercayaan yang teguh maupun kemampuan yang baik dari para 

pihak.
59
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58

  Ratna, Op. Cit., hlm 10. 
59 Ibid. 
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4. Syarat-Syarat Sah Perjanjian 

 Berkaitan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana 

tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka suatu perjanjian 

dinyatakan sah apabila telah memenuhi empat syarat yang bersifat 

komulatif,
60

 yaitu: 

a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak 

  Kesepakatan kedua belah pihak diatur dalam pasal 1320 ayat 

(1) KUHPerdata. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan 

kehendak antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.
61

 

Pernyataan kehendak itu sendiri dapat diungkapkan dalam berbagai 

cara, dapat secara tegas dan dapat pula secara diam-diam,
62

 . 

Contohnya sebagai berikut: 

1) pernyataan kehendak secara diam-diam,  

 X semisal perusahaan pengolah kelapa sawit, X memesan 

kelapa sawit kepada Y perusahaan yang membudidayakan 

kelapa sawit. Setelah pemesanaan  kelapa sawit tersebut, Y 

mengirimkan kelapa sawit dan pengiriman Y tersebut 

menyertakan invoice. Apabila X segera membayar sejumlah 

uang yang disebutkan dalam Invoice tersebut maka berarti 

secara diam-diam X setuju atau sepakat  pada harga yang 

ditawarkan Y. 
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2) pernyataan kehendak secara tegas 

 Di dalam pernyataan secara tegas, pernyataan kehendak 

diberikan eksplisit dengan berbagai cara, yakni tertulis, lisan, 

atau dengan tanda. 

a) Pernyataan kehendak secara tertulis dapat dilihat dari adanya 

tanda tangan para pihak. 

Adanya tanda tangan tersebut secara tegas menyatakan 

bahwa para pihak telah sepakat mengenai isi perjanjian.
63

 

Pernyataan kehendak secara tertulis ini biasanya dalam akta 

otentik maupun akta di bawah tangan. 

b) Pernyataan kehendak secara lisan.  

Biasanya dinyatakan dengan kalimat yang sempurna maupun 

kalimat yang tidak sempurna yang menyatakan persetujuan, 

seperti:  “ saya setuju” atau “saya sepakat”. 

c) Pernyataan kehendak secara tegas dinyatakan dengan tanda. 

Pernyataan kehendak dengan tanda ini misalnya dilakukan 

apabila ada persetujuan dengan tanda jabat tangan. Pada saat 

lelang, mengangkat tangan berarti setuju atau 

menggelengkan kepala jika tidak setuju. 

 Kesepakatan semestinya didasarkan pada kehendak yang 

bebas dan dalam suasana yang bebas.
64

 Apabila tampak adanya kata 

sepakat, tetapi kata sepakat itu dibentuk tidak berdasar kehendak bebas 

maka timbul  yang namanya cacat cehendak. Kehendak terbentuk 

                                                        
63 Ibid. 
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secara tidak sempurna.
65

 Cacat kehendak ini terjadi pada periode atau 

fase prakontrak.
66

 Keadaan itu umumnya disebabkan : 

1) Kesesatan/Kekhilafan atau dwaling 

Seseorang dikatakan membuat kekhilafan dalam 

perjanjian manakala ketika ia membuatnya dipengaruhi oleh 

pandangan atau kesan yang tidak benar.
67

 Kekhilafan atau 

kesesatan terjadi jika salah satu pihak keliru tentang apa yang 

diperjanjikan, namun pihak lain membiarkan pihak tersebut 

dalam keadaan keliru. Kekeliruan atau kesesatan dalam 

pembentukan kata sepakat dapat diklasifikasikan menjadi 3 

klasifikasi yakni :
68 

a) Kesesatan dalam motif 

Kehendak yang muncul karena motif yang keliru. 

Mengingat hukum  tidak memperhatikan motif seseorang, 

apakah orang melakukan tindakan hukum tertentu dengan 

motif komersial atau karena cinta kasih, tidak relevan bagi 

hukum.
69

 

b) Kesesatan semua (oneigenlijke dwaling) 

Kesesatan ini disebabkan kehendak dan pernyataan 

kehendaknya tidak sama, misalnya perjanjian yang 

didalamnya seseorang dipaksa untuk menandatangani 

                                                        
65  Elly Erawati dan Herlien Budiono. Pejelasan Hukum tentang Kebatalan  Perjanjian. 

Nasional Legal Reforrm Program: Jakarta, 2010. hlm. 74. 
66  Ridwan, Op. Cit. hlm. 217. 
67 Ratna, Op. Cit., hlm. 16. 
68  Ridwan. Op. Cit., hlm. 218. 
69 Ibid., hlm. 219. 
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kontrak atau pernyataan kehendak dari orang  gila. Bila 

terjadi kesesatan atau kekeliruan pada dasarnya tidak terjadi 

perjanjian karena sebenarnya kata sepakat tidak terjadi.
70

 

Hal ini kurang sesuai dengan syarat sahnya perjanjian di 

dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu kesepakatan. 

c) Kesesatan yang sebenarnya (eigenlijke dwaling) 

Menurut J. Satrio, Kesesatan yang sebenarnya adalah ketika 

kehendak dan pernyataan kehendaknya sama.
71

 Keduanya 

memang betul sama namun kesepakatan tersebut dibentuk 

oleh gambaran yang keliru, sehingga kesepakatan itu tidak 

murni.
72

 

Bentuk kekhilafan (kekeliruan) dapat dibedakan dalam dua 

sifat : 

a) Kekhilafan mengenai hakikat barang atau hal-hal yang 

pokok atau kekeliruan pada objek perjanjian (Error in 

Substantia) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1322 KUH 

Perdata. Kesesatan ini terkait dengan sifat benda yang 

mejadi alasan bagi kedua belah pihak untuk mengadakan 

perjanjian. Misalnya, seorang yang  beranggapan bahwa ia 

membeli lukisan Basuki Abdullah, kemudian ia mengetahui 

bahwa lukisan yang dibelinya hanya tiruan.
73

 

                                                        
70 Ibid. 
71 J. Satrio . Hukum Perikatan, Perikatan Yang lahir Dari Perjanjian, Buku I. Bandung: 

Citra Aditya Bakti. 1995, hlm. 270. 
72 Ridwan. Op. Cit., hlm. 219. 
73 Mariam Darus Badrulzaman. Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga 

Yurisprudensi, Doktrin dan Penjelasan.2015. Citra Aditya Bakti : Bandung,  hlm. 113. 
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b) Kekhilafan Mengenai Orangnya atau Kekeliruan pada 

subjek yang menjadi lawan hukum (Error in Persona)  

Kesesatan ini terkait dengan diri seseorang. Misalnya jika 

seorang direktur opera mengadakan kontrak dengan orang 

yang dikiranya seorang penyanyi yang tersohor, padahal itu 

bukan yang dimaksudkan, hanyalah namanya yang 

kebetulan sama.
74

 

2) Paksaan atau dwang atau bedreiging 

  Paksaaan adalah perbuatan yang menakutkan 

seseorang yang berpikiran sehat, baik ketakutan terhadap 

dirinya maupun terhadap kekayaannya.
75

 Paksaan yang 

sifatnya berupa ancaman dan dapat membatalkan suatu 

persetujuan karena melanggar hukum, yaitu
76

 : 

a) Sesuatu yang diancamkan itu sendiri memang sudah 

melanggar hukum, misalnya pembunuhan dan lain-lain. 

b) Sesuatu yang diancamkan tidak melanggar hukum, 

namun ancaman itu bertujuan untuk mencapai sesuatu 

yang tidak dapat menjadi hak pelakunya. 

Bentuk paksaan  dapat dilakukan terhadap orang yang 

membuat perjanjian, misalnya suami/istri dari orang yang 

membuat perjanjian, sanak keluarga dalam garis keatas atau 

kebawah atau dilakukan oleh salah satu pihak dalam 

                                                        
74 Subekti. Hukum Perjanjian. 1987. Penerbit Intermasa : Jakarta. hlm 24. 
75 Ratna, Op. Cit.,hlm 16 
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perjanjian, misalnya oleh pihak ketiga untuk kepentingan siapa 

perjanjian itu dibuat.
77

 

3) Penipuan atau bedrog 

Penipuan sebagai salah satu alasan pembatalan 

perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1328 KUHPerdata 

adalah suatu tipu muslihat yang dipakai salah satu pihak 

sehingga menyebabkan pihak lain dalam perjanjian mau 

menandatanganinya. Unsur dari penipuan yaitu :
78

 

a) merupakan tindakan yang bermaksud jahat, kecuali untuk 

kasus kelalaian dalam menginformasikan cacat tersembunyi 

pada suatu benda; 

b) sebelum perjanjian tersebut dibuat; 

c) dengan niat atau maksud agar pihak lain menandatangani 

perjanjian 

d) tindakan yang dilakukan semata-mata hanya dengan 

maksud jahat. 

Bentuk penipuan antara lain penipuan disengaja (Intentional 

misrepresentation), penipuan karena kelalaian (Negligent 

misrepresentation), penipuan tanpa kesalahan (Innocent 

misrepresentation), penipuan dengan jalan merahasiakan 

(concealment), serta penipuan menutupi informasi 

(Nondisclosure).
79

 Kontrak yang mempunyai unsur penipuan 

                                                        
77 Ibid. 
78 Sudargo Gautama.  Indonesian Business Law.  Bandung : Citra Aditya Bakti.  1995,  

hlm. 77. 
79 Ratna, Op. Cit.,  hlm. 17. 
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ini dapat dibatalkan (vernieteig atau voidable) tetapi pihak 

yang dirugikan perlu menuntut ke Pengadilan. Jika tidak maka 

perjanjian tersebut masih tetap sah.
80

 

4) Penyalahgunaan keadaan (Misbruik van omstandigheden atau 

Undue influence). 

Dalam perkembangan hukum khususnya dalam praktik 

peradilan di Indonesia adanya penyalahgunaan keadaan dapat 

dijadikan alasan untuk membatalkan suatu perjanjian, 

meskipun hal ini secara tegas tidak diatur dalam KUHPerdata, 

khususnya dalam pasal-pasal yang menyebutkan tentang 

alasan-alasan kebatalan yaitu Pasal 1322 KUHPerdata tentang 

Kekhilafan, Pasal 1323 KUHPerdata tentang Paksaan, dan 

Pasal 1328 KUHPerdata tentang Penipuan, sebagai alasan 

pembatalan perjanjian.
81

 Penyalahgunaan keadaan dapat 

mengakibatkan perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum, 

kalau perjanjian itu diadakan dengan bertolak dari suatu 

penyebab yang bertentangan dengan moralitas yang baik dan 

penggunaan keadaan yang mengakibatkan pihak lawan tidak 

dapat mengambil keputusan yang bersifat Independen.
82

 

Apabila dilihat dari sisi kepentingan para pihak, maka 

perjanjian yang mencakup penyalahgunaan keadaan ini. Disatu 

sisi menguntungkan secara ekonomi karena posisinya yang 

lebih kuat dan disisi lain berada diposisi yang lemah yang 
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dirugikan pada bentuk dan isi perjanjian yang sebenarnya 

tidak dikehendaki, tetapi dipaksa disetujui karena sudah tidak 

ada lagi pilihan.  

Titik pangkal yang menjadikannya suatu perjanjian 

tidak seimbang adalah karena pengaruh faktor ekonomi.
83

  

Pengaruh faktor ekonomi inilah yang sering menyebabkan 

penyalahgunaan keadaan. Adapun faktor-faktor yang dapat 

memberikan indikasi tentang adanya penyalahgunaan 

kekuasaan ekonomi adalah
84

 

a) Adanya syarat-syarat yang diperjanjikan yang sebenarnya 

tidak masuk akal atau yang tidak patut atau yang 

bertentangan dengan perikemanusiaan (onredelijke 

contractsvoorwaarden atau unfair contract-terms); 

b) Nampak atau ternyata pihak debitor berada dalam keadaan 

tertekan (dwang positive); 

c) Apabila terdapat keadaan dimana bagi debitor tidak ada 

pilihan-pilihan lain kecuali mengadakan perjanjian aquo 

dengan syarat-syarat yang memberatkan; 

d) Nilai dari hasil perjanjian tersebut sangat tidak seimbang 

kalau dibandingkan dengan prestasi timbal balik dari para 

pihak. 
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b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan  hukum 

Kecakapan adalah mampu melakukan perbuatan hukum, atau 

para pihak yang telah dinyatakan dewasa oleh hukum.
85

 Hukum 

perikatan Indonesia sama sekali tidak menentukan tolak ukur atau 

batasan umur agar seseorang dinyatakan dewasa.
86

 Di dalam 

KUHPerdata hanya dijelaskan siapa yang tidak cakap untuk 

mengadakan perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1330 

KUHPerdata, yaitu : 

1) Orang-orang yang belum dewasa 

Berdasarkan Buku I Pasal 330 KUHPerdata, seorang belum 

dewasa jika dia telah berusia 21 tahun atau telah menikah. 

Apabila perkawinan dibubarkan sebelum mencapai 21 tahun 

maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. 

Ini tampak bahwa batasan umur tidak menentukan kedewasaan. 

Batasan umur sebagai tolak ukur kedewasaan tersebut diatur 

dalam hukum perorangan atau hukum keluarga.
87

 

2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan 

Berdasarkan Pasal 433 KUHPerdata, orang-orang yang diletakan 

dibawah pengampuan adalah setiap orang dewasa yang selalu 

berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap, atau 

boros. Orang yang demikian itu tidak dapat menggunakan akal 

sehatnya, dan oleh karenanya dapat merugikan dirinya sendiri.
88
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Dalam hal ini pembentuk undang-undang memandang bahwa 

yang bersangkutan tidak mampu menyadari tanggung jawabnya 

dan karena itu tidak cakap bertindak untuk mengadakan 

perjanjian.
89

 Pengampuan tersebut tidak terjadi demi hukum tetapi 

harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.
90

 

3) Perempuan yang telah kawin (namun Mahkamah Agung melalui 

Surat Edaran atau SEMA Nomor 3 Tahun 1963 menetapkan 

bahwa perempuan yang telah bersuami tetap cakap melakukan 

perjanjian.
91

) 

c. Adanya objek atau suatu hal tertentu 

  Syarat sah perjanjian yang ketiga adalah adanya objek atau 

suatu hal tertentu. Objek atau hal dalam perjanjian harus jelas dan 

ditentukan oleh para pihak. Objek perjanjian dapat berupa barang 

maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu.
92

 Yang 

dapat menjadi objek perjanjian menurut  Pasal 1332 s.d 1334 KUH 

Perdata antara lain :
93

 

1) Barang yang dapat diperdagangkan serta barang yang tidak dapat 

diperdagangkan seperti barang-barang milik pemerintah yang 

dipergunakan untuk kepentingan umum, misalnya hutan lindung, 

jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum dan 

sebagainya), sebagaimana terdapat dalam Pasal 1332 
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90 Ridwan, Op. Cit., hlm.185. 
91 Ibid. 
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KUHPerdata yang berbunyi “Hanya barang-barang yang dapat 

diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian”. 

2)  Sesuatu yang objeknya jelas serta jumlahnya dapat 

ditentukan/dihitung. Hal ini sebagaimana  terdapat dalam  Pasal 

1333 KUHPerdata yang berbunyi “Suatu persetujuan harus 

mempunyai pokok suatu barang yang  paling sedikit ditentukan 

jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak 

tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau 

dihitung.” 

3) Bisa barang yang akan ada di kemudian hari tetapi tidak 

diperkenankan warisan yang belum terbuka, sebagaimana diatur 

dalam Pasal 1334 KUHPerdata.  

  Untuk menentukan jasa sebagai objek perjanjian maka harus 

ditentukan secara tegas dan jelas apa bentuk jasa yang harus dilakukan 

oleh salah satu pihak.
94

 Sedangkan dalam hal objek perjanjian 

merupakan perihal tidak berbuat sesuatu, maka harus dijelaskan dalam 

perjanjian tersebut hal-hal apa yang harus tidak dilakukan oleh para 

pihak. Syarat ini merupakan bentuk syarat sahnya perjanjian yang 

bersifat objektif. Konsekuensi hukum atas tidak terpenuhinya syarat  

yang bersifat objektif dalam suatu perjanjian adalah perjanjian tersebut 

batal demi hukum.
95
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d. adanya kausa yang halal 

 Dari Pasal 1320 KUHPerdata dapat ditarik kesimpulan bahwa 

perjanjian atau kontrak disamping harus ada kausanya, tapi juga kausa 

itu harus halal. 
96

Kausa yang halal merupakan salah satu yang menjadi 

tujuan perjanjian. 
97

 Menurut pasal 1337 KUHPerdata suatu perjanjian 

memenuhi kausa/sebab yang hal jika tidak bertentangan dengan 

undang-undang, ketertiban umum serta kesusilaan. Di dalam praktik 

perjanjian hal ini ditempatkan dalam pengawasan hakim, Hakim 

diberi wewenang oleh undang-undang untuk menguji apakah/tujuan/ 

maksud/isi/sebab  diadakannya perjanjian itu benar dilihat dari sistem 

Hukum Nasional ( Pasal 1335-1337 KUHPerdata).
98

 

Adapun konsekuensi tidak terpenuhinya suatu syarat sah perjanjian 

berakibat sebagai berikut : 

a. Apabila persyaratan subjektif yang terkait dengan subjek yang 

membuat perjanjian atau kontrak tidak terpenuhi yaitu adanya 

kesepakatan dan kecakapan maka perjanjian tersebut dapat 

dibatalkan (vernietibaarheid). Selama perjanjian tersebut belum 

diajukan pembatalannya ke pengadilan yang berwenang maka 

perjanjian tersebut masih tetap sah.
99

 

b. Apabila persyaratan objektif yang  yang terdiri atas objek tertentu dan 

kausa hukum yang halal maka berakibat kontrak batal demi hukum 

(null and void). Ini berarti bahwa perjanjian sejak pertama kali dibuat 
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telah tidak sah, sehingga hukum menganggap bahwa perjanjian 

tersebut tidak pernah ada sebelumnya.
100

 

 

5. Bentuk-Bentuk Perjanjian 

Perjanjian atau kontrak pada umumnya terdiri atas dua bentuk, yaitu : 

a. Perjanjian lisan 

Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak 

dengan berdasarkan ucapan secara lisan saja untuk menyepakati 

sesuatu. Perjanjian jenis ini sering sekali kita temui dalam kehidupan 

masyarakat, pada umumnya dikarenakan kepercayaan. Namun 

perjanjian jenis ini  kadang-kadang tidak  disadari sebagai suatu 

perjanjian sehingga para pihak dengan mudah melakukan ingkar janji 

karena tidak ada pembuktiannya. 

b. Perjanjian tertulis 

Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para 

pihak secara tertulis. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian 

hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna ketika 

muncul permasalahan di kemudian hari. Adapun jenis perjanjian 

tertulis ini terdiri atas: 

1). Perjanjian di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak tanpa 

melibatkan pejabat yang berwenang sebagai pembuat akta, seperti 

Notaris, PPAT ataupun pejabat yang diberi wewenang untuk hal 
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tersebut.
101

 Perjanjian jenis ini hanya mengikat para pihak yang 

membuat perjanjian saja, tidak dapat mengikat pihak ketiga, lebih-

lebih dalam pembuktiannya. 

2). Perjanjian dengan saksi Notaris atau Pihak lain untuk 

melegalisasikan tanda tangan atau kesepakatan para pihak dalam 

perjanjian tersebut tanpa akta autentik. Kesaksian pihak lain ini 

tidak mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. 

3). Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh Notaris dalam bentuk 

akta notarial. Akta Notarial adalah akta yang dibuat di hadapan 

dan di muka pejabat yang berwenang (Notaris, PPAT, Camat, dan 

lain-lain) untuk itu.  

 

B. Asas Proporsionalitas sebagai  Salah Satu Asas Perjanjian 

1. Makna Asas Proporsionalitas 

 Asas proporsionalitas merupakan penyempurna dari empat 

asas hukum kontrak yaitu asas kebebasan berkontrak,
102

 asas 

konsensualisme, asas pacta sunt servanda, serta asas itikad baik. Asas 

proporsionalitas ini muncul sebagai dominasi atas asas kebebasan 

berkontrak, yang cenderung diartikan bebas oleh para pihak dalam 

membuat suatu perjanjian atau kontrak. Oleh karena itu guna 

mewujudkan keadilan berkontrak terdapatlah asas proporsionalitas ini, 

                                                        
101 Neng, Op.Cit., hlm. 225. 
102  Maya Hasanah, “ Penerapan asas proporsionalitas dalam kontrak komersil pada 

perjanjian inti plasma (Analisis Hukum terhadap Proses Pra dan Pembentukan Kontrak Sehubungan 

dengan Keberadaan Klausul Pembatasan dan Penjaminan”, Tesis Magister Kenotariatan Universitas 

Indonesia, Depok, 2011,hlm. 64. 
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mengingat perwujudan keadilan berkontrak pada umumnya 

ditentukan melalui pendekatan : 

a. Pendekatan Prosedural 

Pendekatan yang menitikberatkan persoalan kebebasan kehendak 

dalam suatu kontrak. 

b. Pendekatan Substantif 

Pendekatan yang menitikberatkan pada kandungan atau substansi 

serta pelaksnaaan kontrak yang mengakomodasi  kepentingan 

yang berbeda. 

Asas proporsionalitas diakui guna mengakomadasi hal-hal 

tersebut dalam perjanjian. Adapun makna asas proporsionalitas adalah 

“asas yang melandasi atau  mendasari pertukaran hak dan kewajiban 

para pihak yang sesuai dengan proporsi atau bagiannya dalam seluruh 

proses kontaktual.”
103

 Asas ini memperhatikan kesesuaian kewajiban 

dan risiko para pihak terkait dengan haknya. Asas ini adalah proses 

dan mekanisme pertukaran hak dan kewajiban yang berlangsung 

secara fair, karena keadilan tidak selalu berarti semua orang harus 

selalu mendapat sesuatu dalam jumlah yang sama, tanpa 

memperhatikan perbedaan-perbedaan yang secara objektif ada pada 

setiap individu atau para pihak dalam perjanjian. Asas ini tidak 

mempermasalahkan keseimbangan hasil namun lebih menekankan 

pada proporsi pembagian hak dan kewajiban di antara para pihak.
104

  

Asas proporsionalitas ini semacam asas keseimbangan yang 

                                                        
103  Agus Yudha, Op.Cit., hlm.87. 
104  Ibid., hlm. 31. 
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diperkenalkan Herlien Budiono sebagai kehendak dari kedua belah 

pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian dan menekankan 

hak dan kewajiban para pihak secara wajar dengan tidak membebani 

salah satu pihak saja yang digunakan untuk melakukan pengujian 

daya kerja dengan memperhatikan tindakan isi dan pelaksananaan 

perjanjian. Asas proporsionalitas sangat dibutuhkan dalam setiap 

pembentukan kontrak karena dapat menghasilkan kontrak yang 

berkeadilan baik secara substansial maupun prosedural. 

 

2. Fungsi Asas Proporsionalitas 

  Fungsi asas proporsionalitas  dalam suatu perjanjian, adalah :
105

  

 a. dalam tahap pra-kontrak, membuka peluang Negosiasi bagi para 

pihak untuk melakukan pertukaran hak dan kewajiban secara 

fair.
106

 Indikasi Negosiasi yang fair ini adalah disepakatinya 

perjanjian dengan itikad baik tanpa merugikan salah satu pihak. 

Para pihak yang melakukan negosiasi menghasilkan hasil yang 

win-win solution. 

b. dalam pembentukan kontrak, asas proporsionalitas menjamin 

kesetaraan hak serta kebebasan dalam menentukan/mengatur 

proporsi hak dan kewajiban para pihak berlangsung secara fair. 

c. dalam pelaksanaan kontrak, asas proporsional menjamin 

terwujudnya distribusi pertukaran hak dan kewajiban menurut 

proporsi yang disepakati/dibebankan pada para pihak. 

                                                        
105  Ibid., hlm 101-102. 
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d. dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan kontrak, asas 

proporsionalitas  menentukan dalil kegagalan pelaksanaan 

kontrak, apakah kegagalan bersifat fundamental (fundamental 

breach) sehingga mengganggu pelaksanaan sebagian besar 

kontrak atau sekedar hal-hal yang sederhana/kesalahan minor 

(minor important), apakah kegagalan akibat penyalahgunaan 

oleh salah satu pihak dalam memanfaatkan klausul kegagalan 

pelaksanaan kontrak, atau apakah kegagalan memang semata-

mata dimaksudkan untuk memberikan keuntungan salah satu 

pihak dengan merugikan pihak lain. 

e. dalam sengketa kontrak, asas proporsionalitas menekankan 

bahwa proporsi beban pembuktian kepada para pihak harus 

dibagi  menurut pertimbangan yang fair. 

 

3. Hubungan Asas Proporsionalitas dengan Asas-Asas Perjanjian
107

 

Menurut Niewenhuis
108

, asas-asas hukum itu  berfungsi 

sebagai pembangun sistem, dan lebih lanjut asas-asas itu sekaligus 

membentuk sistem “check and balances”. Ini dimaksudkan agar 

tercipta suatu hubungan kontraktual yang proporsional yakni pola 

hubungan win-win solution yang bersimbiosis mutualistis. Menurut 

pendapat Niewenhuis, kedudukan asas proporsionalitas tidak dapat 

                                                        
107 Ibid, hlm.102. 
108 Ibid, hlm.108. 
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dilepaskan dalam hubungannya dengan asas-asas pokok kontrak 

lainnya.
109

 

a. Hubungan asas proporsionalitas dengan asas kebebasan 

berkontrak 

Asas kebebasan kontrak merupakan asas yang  menduduki 

posisi sentral dalam hukum kontrak. Asas ini memberi keleluasaan 

para pihak mengatur sendiri pola hubungan hukumnya, 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdata bahwa  

“Semua  perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”. Namun  pada 

perkembangannya  peran asas kebebasan berkontrak ini semakin 

berkurang karena adanya campur tangan pemerintah. Namun hal 

ini sebenarnya untuk melindungi pihak yang lemah dalam 

perjanjian serta mengembalikan konsep dasar yang tidak dapat 

ditawar didalam perjanjian yaitu keseimbangan para pihak. 

Perkembangan asas kebebasan berkontrak yang cenderung 

mengarah pada ketidakseimbangan para pihak kemudian dibatasi 

oleh berbagai ketentuan yang memaksa agar pertukaran hak dan 

kewajiban dapat berlangsung secara proporsional.
110

 Asas 

proporsionalitas inilah yang membuat perjanjian menjadi bernilai. 
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110  Ibid.,  hlm. 115. 
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b. Hubungan asas  proporsionalitas dengan asas konsensualisme 

 Asas Konsensualisme merupakan roh dari suatu 

perjanjian.
111

 Sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 

KUHPerdata, perjanjian itu lahir cukup dengan adanya kata 

sepakat. Untuk memperoleh kata sepakat itu diperlukan orang 

yang menjunjung tinggi komitmen dan tanggung jawab dalam lalu 

lintas hukum, orang yang beritikad baik yang berlandaskan pada 

satu-satunya perbuatan. Dalam pelaksanaan sepakat ini, para pihak 

perlu mempertimbangkan asas proporsionalitas agar tidak 

menghasilkan perjanjian yang cacat kehendak, yaitu Perjanjian 

dengan  kecacatan dalam  pembentukan kata sepakat.   

c. Hubungan asas proporsionalitas dengan asas daya mengikat 

kontrak (pacta sunt servanda) 

 Pada dasarnya janji itu mengikat (pacta sunt servanda) 

sehingga perlu diberi kekuatan untuk berlakunya. Hal ini 

sebagaimana diperkuat Pasal 1338 (1) KUH Perdata yang 

menyatakan bahwa “Semua Pejanjian yang dibuat secara sah 

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. 

Oleh karena itu para pihak secara bebas dan mandiri  membuat 

perjanjian dan melaksanakannya berdasarkan kesepakatan. Di sisi 

lain untuk melaksanakan perjanjian para pihak dihadapkan oleh 

iktikad baik serta force majeur. Oleh karena itu proporsionalitas 

inilah sebagai solusi permasalahan yang dihadapi oleh para pihak, 
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dan ini dibutuhkan sebelum, selama maupun setelah perjanjian 

dibuat.  

d. Hubungan asas  proporsionalitas dengan asas itikad baik 

 Itikad baik diperlukan dalam seluruh proses perjanjian, dan 

asas inilah yang mendasari proporsionalitas sehingga keduanya 

perlu menjadi bagian asas yang berbeda. Itikad baik terkait dengan 

pihak-pihak yang melakukan perjanjian dan proporsionalitas 

terkait dengan perjanjiannya saat dibuat, dilaksanakan ataupun 

setelah perjanjian tersebut selesai dikerjakan. Pasal 1338 (3) KUH 

Perdata mengungkapkan bahwa “Perjanjian-Perjanjian harus 

dilaksanakan dengan itikad baik“. Itikad baik tersebut akan 

dirasakan adil jika dilaksanakan secara proporsional. 

 

4. Kriteria dalam Asas Proporsionalitas
112

 

 Kriteria yang dapat dijadikan pedoman untuk menemukan 

asas proporsionalitas dalam perjanjian/kontrak, yakni : 

a. Kontrak  yang memberikan pengakuan terhadap hak, peluang dan 

kesempatan yang sama kepada para kontraktan untuk menentukan 

pertukaran yang adil bagi mereka. Kesamaan dalam hal ini 

bukanlah hasil yang sama atau jumlah yang sama melainkan posisi 

para pihak dalam kesetaraan kedudukan dan hak (equitability) yang 

mana memperhatikan prinsip kesamaan hak/kesetaraan hak. 
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b. Kontrak yang dilandasi oleh kebebasan para kontraktan untuk 

menentukan substansi apa yang adil dan apa yang tidak adil bagi 

mereka (prinsip kebebasan). 

c. Kontrak yang mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus 

mendistribusikan kewajiban secara proporsional bagi para pihak. 

d. Dalam terjadi sengketa kontrak, maka beban pembuktian, berat 

ringan kadar kesalahan maupun hal-hal lain yang berkaitan harus 

diukur berdasarkan asas proporsionalitas untuk memperoleh hasil 

penyelesaian yang elegan dan win-win solution. 

 

C. Pola Kemitraan  Perkebunan Kelapa Sawit 

1. Kemitraan  

a. Pengertian Kemitraan 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun  Tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menegah Juncto  

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kemitraan diartikan sebagai kerja 

sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung 

atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan 

menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan 

menengah dengan usaha besar.
113

 Tidak jauh berbeda dengan 

                                                        
113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro, kecil 

dan menengah, Pasal 1 ayat 13 Juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 

2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah, Pasal 1 ayat 4. 
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peraturan tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 

tentang Kemitraan, dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa 

Kemitraan adalah kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha 

menengah dan atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan 

pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan 

memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan 

saling menguntungkan. 
114

 Kemitraan ini merupakan salah satu cara 

pemerintah  menyelenggarakan pemberdayaan usaha, mikro, usaha 

kecil dan menengah, disamping kegiatan pengembangan, perizinan, 

koordinasi dan pengendalian. Kemitraan yang dilakukan oleh usaha 

mikro, kecil dan usaha menengah dengan besar perlu memperhatikan 

prinsip kemitraan yaitu saling membutuhkan, saling mempercayai, 

saling memperkuat dan saling menguntungkan serta menjunjung etika 

bisnis yang sehat.
115

 Dalam melaksanakan kemitraan, para pihak 

mempunyai kedudukan yang setara dan berlaku hukum Indonesia, 

khusus kemitraan antara usaha mikro, usaha kecil atau usaha 

menengah dengan usaha besar dilaksanakan dengan disertai bantuan 

dan perkuatan oleh usaha besar.
116

 

b. Tujuan, Cakupan dan Pola Kemitraan  

Kemitraan merupakan salah satu cara menumbuhkan iklim 

usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan 

                                                        
114  Peraturan Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, 

Pasal 1 ayat 1. 
115 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 10. 
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menenetapkan perundang-undangan dan kebijakan. Adapun aspek 

kemitraan ini ditujukan untuk:
117

 

1).  mewujudkan kemitraan antar-usaha mikro, kecil, dan menengah; 

2). mewujudkan kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah, dan 

usaha besar. 

3). mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan 

dalam pelaksanaan transaksi usaha antar-usaha mikro, kecil dan 

menengah. 

4). mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan 

dalam pelaksanaan transaksi usaha antara usaha mikro, kecil, 

menengah dan usaha besar. 

5). mengembangkan kerja sama untuk meningkatkan posisi tawar 

usaha mikro, kecil dan menengah. 

6). mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin 

tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi 

konsumen. 

7). mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh 

orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha 

mikro, kecil dan menengah. 

Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi 

dan pengolahan, pemasaran, permodalan sumber daya manusia, dan 

teknologi sesuai dengan pola kemitraan.  

Adapun Pola kemitraan terdiri dari : 

                                                        
117

 Ibid., Pasal 11 . 
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1). Inti-plasma 

Usaha besar sebagai inti menyediakan input, membeli hasil 

produksi plasma, dan melakukan proses produksi untuk 

menghasilkan komoditas tertentu, dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, 

dan Usaha Menengah sebagai plasma memasok/menyediakan/ 

menghasilkan/menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh 

inti.
118

 Kemitraan ini dilakukan dalam penyediaan dan penyiapan 

lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis 

produksi dan manajemen usaha, perolehan, penguasaan, dan 

peningkatan teknologi yang diperlukan, pembiayaan, pemasaran, 

penjaminan, pemberian informasi, dan pemberian bantuan lain 

yang diperlukan bagi peningkatan efesiensi dan produktivitas dan 

wawasan usaha.
119

 

2). Subkontrak 

Subkontrak adalah Kemitraan yang dilakukan antara pihak 

penerima subkontrak untuk memproduksi barang dan/atau jasa 

yang dibutuhkan usaha besar sebagai kontraktor utama disertai 

dukungan kelancaran dalam mengerjakan sebagian produksi 

dan/atau komponen, kelancaran memperoleh bahan baku, 

pengetahuan teknis produksi, teknologi, pembiayaan, dan sistem 

                                                        
118 Ibid., penjelasan Pasal 11 ayat (2) huruf a. 
119 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan,  Pasal 3 serta  

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,  Pasal 27. 
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pembayaran.
120

 Unsur penting dari pola kemitraan subkontrak 

yaitu memiliki nilai strategis, memproduksi satu atau lebih 

komponen yang diperlukan dalam kegiatan produksi, adanya 

spesifikasi teknis, standar mutu, volume, harga dan waktu 

penyerahan, dan sistem pembayaran. Tujuan kemitraan 

subkontrak yaitu terjadinya alih teknologi, modal, terjaminnya 

pasokan komponen, keseimbangan; dan keadilan. Pada 

Kemitraan Subkontrak Perusahaan besar memberikan dukungan 

berupa :
121

 

a) kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi 

dan/atau komponennya. 

b) kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi 

secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang 

wajar. 

c) bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau 

manajemen. 

d) perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang 

diperlukan. 

e) pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang 

tidak merugikan salah satu pihak. 

f) upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan 

sepihak. 

 

3). Waralaba 

Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang 

perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri 

khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang 

telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan 

                                                        
120

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Penjelasan Pasal 11 

ayat (2) huruf b. 
121 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah, Pasal 28. 
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oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
122

 Usaha besar 

yang memperluas usahanya dengan cara memberikan kesempatan 

dan mendahulukan usaha mikro, kecil dan menengah yang 

memiliki kemampuan melalui perjanjian waralaba.
123

 Kemitraan 

pola waralaba ini dilakukan dengan mengutamakan penggunaan 

barang dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang 

memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau 

dijual. Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam 

bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, 

penelitian dan pengembangan kepada penerima waralaba secara 

berkesinambungan. Pola kemitraan waralaba bidang dan jenis 

usaha yang merupakan prioritas pengembangan usaha mencakup 

bidang perdagangan, kebudayaan dan pariwisata, perhubungan, 

komunikasi dan informatika, pendidikan, kesehatan dan bidang 

usaha lainnya. Pola kemitraan waralaba pelaku utamanya adalah 

usaha besar atau usaha menengah sebagai pemberi waralaba 

(pewaralaba) dan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah 

sebagai penerima waralaba (terwaralaba). Pemberi waralaba dan 

penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau 

bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar 

                                                        
122

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Penjelasan Pasal 11 

ayat (2) huruf c. 
123  Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, 
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mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan 

perjanjian waralaba. 

4). Perdagangan umum 

Perdagangan umum  adalah kemitraan yang dilakukan dalam 

bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau 

penerimaan pasokan/penyediaan barang atau jasa dari usaha 

mikro, usaha kecil, dan usaha menengah oleh usaha besar, yang 

dilakukan secara terbuka.
124

 Pelaksanaan kemitraan dengan pola  

perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama 

pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan 

dari usaha mikro, kecil dan menengah oleh usaha besar yang 

dilakukan secara terbuka.
125

Kemitraan ini dilakukan dengan 

pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu 

pihak. Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang dilakukan 

dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi usaha kecil atau 

usaha mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa 

yang diperlukan. Unsur penting dari pola kemitraan kerja sama 

operasional adalah adanya para pihak yang melakukan perjanjian 

untuk membangun, menyediakan, mengoperasionalkan 

aset/fasilitas selama masa produktif aset/fasilitas, memberikan 

pembinaan teknis produksi dan manajerial kepada usaha mikro, 

                                                        
124

  Ibid., Pasal 30. 
125 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Penjelasan Pasal 11 

ayat (2) huruf d. 
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usaha kecil, dan usaha menengah, dan melakukan serah terima 

aset/fasilitas pada akhir masa kerja sama operasional. 

5). Distribusi dan keagenan 

Distribusi dan keagenan adalah kemitraan yang dilakukan 

dengan cara usaha besar atau usaha menengah memberikan hak 

khusus untuk memasarkan barang dan/jasa kepada usaha mikro 

dan usaha kecil.
126

  

6). Bagi hasil 

  Bagi hasil  adalah kemitraan yang dilakukan oleh usaha besar 

atau usaha menengah dengan usaha mikro dan usaha kecil, yang 

pembagian hasilnya dihitung dari hasil bersih usaha dan apabila 

mengalami kerugian ditanggung bersama berdasarkan perjanjian 

tertulis.
127

 Pola kemitraan bagi hasil adalah pola kemitraan dimana 

para pihak memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan 

sumber daya yang dimiliki serta disepakati oleh kedua belah 

pihak. Pembagian keuntungan yang diterima serta kerugian yang 

ditanggung didasarkan dengan perjanjian, pola kemitraan bagi 

hasil ini  dapat dilakukan melalui : 

a) usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah berkedudukan 

sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai 

untuk dimiliki oleh usaha besar atau 

                                                        
126 Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah, Pasal 31. 
127 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan 
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b) usaha mikro dan usaha kecil berkedudukan sebagai pelaksana 

yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh 

usaha menengah 

7). Kerja sama operasional 

Yang dimaksud dengan “kerja sama operasional” adalah 

kemitraan yang dilakukan usaha besar atau usaha menengah 

dengan cara bekerja sama dengan usaha kecil dan/atau usaha 

mikro untuk melakukan suatu usaha bersama dengan 

menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara 

bersama menanggung risiko usaha.
128

 Pola kemitraan kerja sama 

operasional adalah pola kerja sama sementara yang dapat 

dilakukan antara usaha mikro, usaha kecil dan menengah dengan 

usaha besar atau usaha mikro dan usaha kecil dengan usaha 

menengah sebatas menyelesaikan suatu pekerjaan. 

8). Usaha patungan (joint venture) 

 Yang dimaksud dengan “usaha patungan (joint venture)” 

adalah kemitraan yang dilakukan dengan cara usaha mikro dan 

usaha kecil Indonesia bekerja sama dengan usaha menengah dan 

usaha besar asing untuk menjalankan aktifitas ekonomi bersama 

yang masing-masing pihak memberikan kontribusi modal saham 

dengan mendirikan badan hukum perseroan terbatas dan berbagi 

secara adil terhadap keuntungan dan/atau risiko perusahaan.
129

 

Kemitraan dengan usaha patungan (joint venture) dilakukan 

                                                        
128

 Ibid., Penjelasan Pasal 11 ayat (2) huruf g . 
129 Ibid., Penjelasan Pasal 11 ayat (2) huruf h. 



51 
 

dengan menjalankan aktifitas ekonomi denan mendirikan 

perusahaan baru berdasarkan undang-undang. Aktifitas ekonomi 

bersama ini dilakukan dengan membagikan secara proporsional 

dalam pemilikan saham, keuntungan, risiko, dan manajemen 

perusahaan. 

9).  Penyumberluaran (outsourcing) 

Penyumberluaran(outsourcing) adalah kemitraan yang 

dilaksanakan dalam pengadaan/penyediaan jasa pekerjaan/bagian 

pekerjaan tertentu yang bukan merupakan pekerjaan pokok 

dan/atau bukan komponen pokok pada suatu bidang usaha dari 

usaha besar dan usaha menengah oleh usaha mikro dan usaha 

kecil.
130

 Pola penyumberluasan ini biasanya untuk mengerjakan 

pekerjaan atau bagian pekerjaan diluar pekerjaan. Pola ini 

dilakukan dalam bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan 

pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok. Ada yang 

sebagai pemilik pekerjaan dan ada yang sebagai penyedia dan 

pelaksana jasa pekerjaan. 

10). Bentuk kemitraan lainnya adalah kemitraan yang berkembang di 

masyarakat dan dunia usaha seiring dengan kemajuan dan 

kebutuhan, atau yang telah terjadi di masyarakat.
131

 

 

 

                                                        
130  Ibid., Penjelasan Pasal 11 ayat (2) huruf i. 
131  Ibid., Penjelasan Pasal 11 ayat (2) huruf  j. 
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Kegiatan kemitraan ini difasilitasi, didukung dan distimulasi oleh 

pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha maupun masyarakat. 

Dunia Usaha dan masyarakat adalah pihak utama dalam kegiatan 

kemitraan, yang kemudian diatur oleh pemerintah dan pemerintah 

daerah dengan cara mengatur kegiatan pada usaha besar untuk 

membangun kemitraan dengan usaha mikro, usaha kecil dan usaha 

menengah atau usaha menengah untuk membangun kemitraan usaha 

mikro dan usaha kecil yang mencakup proses alih ketrampilan 

dibidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber 

daya manusia, teknologi. Kewajiban pemerintah dalam kemitraan 

adalah sebagai berikut :
132

 

1). menyediakan data dan informasi pelaku usaha mikro, usaha kecil 

dan usaha menegah yang siap bermitra. 

2). mengembangkan proyek percontohan kemitraan. 

3). memfasilitasi dukungan kebijakan. 

4). melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program 

pelaksanan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum 

terhadap pelaksanaan kemitraan. 

Kemitraan dilakukan dengan perjanjian tertulis. Perjanjian 

tersebut dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing yang sekurang-

kurangnya mengatur : 

1). Kegiatan usaha 

2). Hak dan kewajiban para pihak 

                                                        
132  Ibid., Pasal 30 ayat (2).  
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3). Bentuk pengembangan 

4). Jangka waktu 

5). penyelesaian perselisihan 

Perjanjian kemitraan tersebut dilaporkan kepada pihak yang 

berwenang. Perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan 

prinsip dasar kemandirian usaha mikro, kecil dan menengah serta 

tidak menciptakan ketergantungan usaha mikro, kecil dan menengah 

terhadap usaha besar. Untuk pemantauan ini maka Menteri dapat 

membentuk Lembaga Koordinasi Kemitraan Usaha Nasional dan 

daerah. Kegiatan kemitraan umumnya diawasi oleh Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha berkoordinasi dengan instansi terkait.
133

 

 

2. Kemitraan Perkebunan 

Kemitraan perkebunan merupakan pelaksanaan asas kebersamaan 

dalam perkebunan.
134

 Kemitraan ini dilakukan oleh pelaku usaha 

(perusahaan perkebunan) dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat 

sekitar perkebunan. Ketentuan kemitraan dimaksudkan untuk lebih 

meningkatkan kesejahteraan karyawan, pekebun dan masyarakat sekitar 

serta untuk menjaga keamanan, kesinambungan dan keutuhan usaha 

perkebunan. Kemitraan perkebunan pada dasarnya dimaksudkan untuk: 

a. menjamin ketersediaan bahan baku  

pada Usaha Industri Pengolahan Hasil perkebunan guna mendapatkan 

izin usaha (IUP-P), perusahaan diwajibkan melakukan Kemitraan 

                                                        
133  Ibid., Pasal 31. 
134  Undang-Undang  Republik Indonesia No.18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Pasal 2. 
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untuk memenuhi penyediaan bahan baku paling rendah 20 % (dua 

puluh persen)  dalam hal kebun sendiri tidak dapat menyediakan atau 

terjadi kekukarangan dari kebun masyarakat/perusahaan lain melalui 

kemitraan.
135

 

b. terbentuknya harga pasar bagi pekebun dengan prioritas dilingkungan 

usaha industri hasil perkebunan yang bersangkutan pada tingkat harga 

yang wajar 

c. terwujudnya peningkatan nilai tambah secara berkelanjutan bagi 

pekebun. 

 

Bentuk kemitraan perkebunan ini, umumnya tergantung dengan jenis 

usaha yang terdapat dalam perizinan usaha perkebunan yang terdiri atas : 

a. Izin Usaha Perkebunan (IUP) adalah izin tertulis dari pejabat yang 

berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha 

budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri 

pengolahan hasil perkebunan. 

b. Izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B) adalah izin tertulis dari 

pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang 

melakukan usaha budidaya perkebunan. 

c. Izin usaha perkebunan untuk pengelolaan (IUP-P) adalah izin tertulis 

dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang 

melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan. 

                                                        
135 Terkait dengan Kemitraan Pengolahan berkelanjutan terdapat dalam Peraturan 

Menteri Pertanian  Negara Republik Indonesia Nomor  98/ Permentan/OT.140/9/2013 tentang 

Pedoman Perizinan usaha perkebunan, Pasal 11. 
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Kemitraan  Perkebunan ini mengikuti ketentuan  pada Undang-Undang No 

20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Juncto 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah, Peraturan Menteri Pertanian No.  98/ 

Permentan/OT.140/9/2013 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

33/Permentan/OT.140/7/2006. Mengingat Kemitraan pada Perkebunan 

dalam perjanjian tertulis maka kemitraan ini harus mengikuti ketentuan 

yang terdapat dalam KUHPerdata. Kemitraan didalam Perkebunan 

sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Pertanian 

No.98/Permentan/OT.140/9/2013 merupakan keharusan bagi setiap 

perusahaan perkebunan. Kemitraan perkebunan dilakukan agar terjalin 

saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antar pelaku 

usaha perkebunan, yakni pekebun, pemerintah, karyawan dan masyarakat 

sekitar perkebunan. Kemitraan ini didasari saling menguntungkan, saling 

menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling 

ketergantungan dengan para pihak. Kemitraan usaha perkebunan dilakukan 

melalui pola  kerja sama:
136

 

a. penyediaan sarana produksi 

b. produksi 

c. pengolahan dan pemasaran 

d. transportasi  

e. operasional 

f. kepemilikan saham  

g. jasa pendukung lainnya 

                                                        
136 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/ Permentan/OT.140/9/2013 

tentang Pedoman Perizinan usaha perkebunan, Pasal. 31. 
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Kemitraan perkebunan ini merupakan bagian vital dalam usaha 

perkebunan mengingat : 

a. syarat dari perolehan izin, 

1). sebagaimana terdapat dalam Pasal 11 ayat 1 Peraturan Menteri 

Pertanian No.98/Permentan/OT.140/9/2013,  yang  dapat berbunyi 

“Usaha Industri Pengolahan hasil perkebunan untuk mendapatkan 

IUP-P  harus memenuhi penyediaan bahan baku paling rendah 20%  

(dua puluh perseratus) berasal dari kebun sendiri dan 

kekurangannya  wajib dipenuhi dari kebun masyarakat/perusahaan 

perkebunan lain melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan.”  

Usaha Industri Pengolahan hasil perkebunan yang dimaksud adalah 

terkait kelapa sawit, teh dan tebu dengan kapasitas sama yang 

diatur dalam Permentan tersebut. 

2). Sebagaimana terdapat dalam Pasal 21 huruf j ke 4 sebagai syarat 

memperoleh IUP-B, Pasal 22 huruf j sebagai syarat memperoleh 

IUP-P, Pasal 23 huruf k  keempat sebagai syarat untuk memperoleh 

IUP, yang mana tidak membebaskan kegiatan dalam memfasilitasi 

pembangunan kebun masyarakat. 

b. kewajiban perusahaan setelah mendapatkan izin, sebagaimana terdapat 

dalam Pasal 40 ayat 1 huruf g yang bunyinya “…Perusahaan 

perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP sesuai 

peraturan wajib melakukan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan 

masyarakat sekitar.” Salah satu bentuk kemitraan sebagai kewajiban 

perusahaan setelah mendapatkan izin ini adalah melalui revitalisasi 



57 
 

sebagaimana  diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/ 

Permentan/OT.140/7/2006. Program Revitalisasi Perkebunan adalah 

upaya percepatan pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, 

peremajaan, dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang didukung kredit 

investasi perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah dengan 

melibatkan perusahaan dibidang usaha perkebunan sebagai mitra 

dalam pengembangan perkebunan, pengolahan, dan pemasaran 

hasil.
137

 Kemitraan pada program revitalisasi ini dilakukan oleh 

perusahaan perkebunan sebagai mitra usaha dengan koperasi/kelompok 

tani dan/atau pekebun. Kerja sama kemitraan tersebut lantas dibuat 

dalam bentuk tertulis. Sehingga perlu memperhatikan ketentuan 

perjanjian tertulis kemitraan sebagaimana diatur dalam Permentan 

Peraturan Menteri Pertanian No 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang 

Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.  Adapun bentuk perjanjiannya 

pada umumnya   telah dibakukan oleh pemerintah sebagaimana 

terdapat dalam lampiran Peraturan Menteri Pertanian Republik 

Indonesia, Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tanggal 30 

September 2013, sehingga para pihak dapat mengisi hal-hal yang 

kosong yang terdapat dalam perjanjian tersebut atau menambahkan 

hal-hal lain sesuai kebutuhan mengingat, hal tersebut diperkenankan 

dalam peraturan tersebut. 

 

                                                        
137

 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang 

Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan, Pasal 1 ayat 1. 
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Adapun hal-hal substanstif yang ada dalam perjanjian pola kemitraan 

adalah sebagai berikut : 

1). Tanggal dan tempat dibuatnya perjanjian kemitraan 

2). Subjek hukum, yang meliputi nama, jabatan, dan alamat para pihak 

baik yang sebagai pihak pertama maupun pihak kedua, atau 

penamaan lain misalnya “mitra” dan “koperasi’. 

3). Hak dan Kewajiban, yang mencakup  hak dan kewajiban sebagai 

pihak pertama  yaitu “mitra” maupun pihak kedua yang dibuat pada 

saat perjanjian dan dipantau setiap waktu untuk dilakukan 

peninjauan. 

4). Sanksi, terkait risiko yang diberlakukan dalam hal para pihak tidak 

melaksanakan kewajiban, biasanya ditentukan bersama oleh para 

pihak. 

5). Masa berlaku, pada dasarnya kemitraan diberlakukan pada waktu 

tertentu dan dinjau sesuai kesepakatan paling lama 2 tahun. 

6). Hal-hal yang perlu ditambahkan sesuai dengan kebutuhan, misalnya 

terkait dengan pembayaran serta  teknik dari kegiatan dalam 

perjanjian kemitraan. 

7). Penyelesaian Sengketa, di syaratkan apabila masih memungkinkan 

penyelesaian awal dilakukan dengan musyawarah, bila tidak dapat 

maka melibatkan pihak pemerintah sebagai mediator, dan apabila 

tidak dapat dengan cara lain termasuk melalui penyelesaian di 

pengadilan negeri. 
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8). Ketentuan penutup terkait dengan aturan peralihan apabila 

perjanjian tidak dapat  mengatur secara keseluruhan dan terdapat 

aturan baru yang perlu ditambahkan serta penjelasan perjanjian 

dibuat dengan bermaterai dan ditanda tangani para pihak dengan 

diketahui bupati/walikota. 

 

3. Kemitraan pada Perkebunan Kelapa Sawit 

Kemitraan pada perkebunan kelapa sawit pada prinsipnya sama 

dengan kemitraan pada umumnya sehingga perlu memperhatikan ketentuan 

kemitraan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 

tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Juncto Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

Selain itu juga mengacu pada ketentuan kemitraan perkebunan yaitu  

Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang 

Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, serta Peraturan Menteri Pertanian 

Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan 

melalui Program Revitalisasi Perkebunan. 

Kemitraan pada Perkebunan Kelapa sawit, bentuknya juga bermacam 

macam tergantung jenis usaha dan tujuannya sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang 

Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, yang terdiri dari  Kemitraan 

pengolahan berkelanjutan ataupun kemitraan usaha perkebunan yang 
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dilakukan sebelum memperoleh izin maupun setelah mendapatkan izin yang 

pembagian izin nya adalah sebagai berikut : 

a. Izin Usaha Perkebunan (IUP) adalah izin tertulis dari pejabat yang 

berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha 

budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri 

pengolahan hasil perkebunan.
138

 

b. Izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B) adalah izin tertulis dari 

pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang 

melakukan usaha budidaya perkebunan.
139

 

c. Izin usaha perkebunan untuk pengelolaan (IUP-P) adalah izin tertulis 

dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang 

melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
140

 

Kemitraan perkebunan kelapa sawit harus dilakukan  karena jika tidak dapat 

berimbas pada dicabutnya izin. Salah satu pelaksanaan kemitraan pada 

perkebunan kelapa sawit yang dilakukan setelah mendapat izin adalah 

melalui program revitalisasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 

Pertanian Nomor 33/Permentan/0t.140/7/2006.  Program ini dimaksudkan 

untuk mempercepat pertumbuhan riil, khususnya meningkatkan kesempatan 

kerja, pendapatan masyarakat, daya saing, dan meningkatkan penguasaan 

ekonomi nasional serta pengembangan perkebunan.
141

  Perkebunan kelapa 

sawit, merupakan salah satu  bagian yang dapat melaksanakan program ini 

                                                        
138 Peraturan Menteri Pertanian  Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 

tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Pasal 1 ayat 12. 
139 Ibid., Pasal 1 ayat 10. 
140 Ibid., Pasal 1 ayat 11.  
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disamping  Perkebunan Teh dan Perkebunan Tebu sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Menteri Pertanian No 98/ Permentan/OT.140/9/2013.  

Sebagaimana terdapat dalam Pasal 40  Peraturan Menteri Pertanian No 98/ 

Permentan/OT.140/9/2013 mengenai kewajiban perusahaan perkebunan, 

Perusahaan perkebunan yang salah satunya adalah perusahaan kelapa sawit 

mempunyai kewajiban untuk melakukan kemitraan  dengan pekebun, 

karyawan dan masyarakat sekitar. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan 

berakibat adanya sanksi peringatan serta dicabutnya izin usaha dari 

perkebunan kelapa sawit tersebut.  Salah satu kemitraan yang termasuk dalam 

kriteria kewajiban itu adalah kemitraan yang terdapat di dalam revitalisasi, 

oleh karena itulah hal tersebut perlu dilakukan.  

  Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit  terkait dengan 

Revitalisasi pada umumnya berbentuk Perjanjian tertulis. Adapun 

substansinya dapat memperhatikan hal-hal yang substantif dalam perjanjian 

pola kemitraan perkebunan yang terdiri dari : 

a.  Tanggal dan tempat dibuatnya perjanjian kemitraan 

b. Subjek hukum, yang meliputi nama, jabatan, dan alamat para pihak baik 

yang sebagai pihak pertama maupun pihak kedua, atau penamaan lain 

misalnya “mitra” dan “koperasi’. 

c.  Hak dan Kewajiban, yang mencakup  hak dan kewajiban sebagai pihak 

pertama  yaitu “mitra” maupun pihak kedua yang dibuat pada saat 

perjanjian dan dipantau setiap waktu untuk dilakukan peninjauan. 

d. Sanksi, terkait risiko yang diberlakukan dalam hal para pihak tidak 

melaksanakan kewajiban, biasanya ditentukan bersama oleh para pihak. 
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e.  Masa berlaku, pada dasarnya kemitraan diberlakukan pada waktu tertentu 

dan ditinjau sesuai kesepakatan paling lama 2 tahun. 

f. Hal-hal yang perlu ditambahkan sesuai dengan kebutuhan, misalnya terkait 

dengan pembayaran serta  teknik dari kegiatan dalam perjanjian kemitraan. 

g. Penyelesaian Sengketa, di syaratkan apabila masih memungkinkan 

penyelesaian awal dilakukan dengan musyawarah, bila tidak dapat maka 

melibatkan pihak pemerintah sebagai mediator, dan apabila tidak dapat 

dengan cara lain termasuk melalui penyelesaian di pengadilan negeri. 

h. Ketentuan penutup terkait dengan aturan peralihan apabila perjanjian tidak 

dapat mengatur secara keseluruhan dan terdapat aturan baru yang perlu 

ditambahkan serta penjelasan perjanjian dibuat dengan bermaterai dan 

ditanda tangani para pihak dengan diketahui bupati/walikota. 

Pola kemitraan perkebunan kelapa sawit terkait dengan revitalisasi 

yang berbentuk perjanjian tidak dapat dipungkiri juga perlu memperhatikan 

ketentuan umum yang terdapat pada KUHPerdata terkait dengan asas-asas 

perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1338 KUHperdata yang 

mencakup: 

a. Asas kebebasan berkontrak 

b. Asas konsensualisme 

c. Asas pacta sunt servanda 

d. Asas itikad baik 

Selain asas-asas tersebut, perjanjian ini perlu memperhatikan asas 

proporsionalitas yang berkaitan dengan seluruh asas perjanjian yang ada dan 

dewasa ini sering dijadikan sebagai bahan diskusi hukum mengingat bahwa 
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asas proporsionalitas dalam kontrak komersil adalah asas yang melandasi 

atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak yang sesuai dengan 

proporsi atau bagiannya dalam seluruh proses kontraktual.
142

  Asas ini 

mempunyai fungsi dalam tahap pra kontrak, pembentukan kontrak, 

pelaksanaan kontrak, dalam hal terjadinya kegagalan kontrak, maupun dalam 

sengketa kontrak.
143

 Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui 

penerapan asas proporsinalitas tersebut terutama dalam tahap pembentukan 

dan pelaksanaan kontrak, untuk mengetahui apakah kontrak tersebut terjamin 

dalam kesetaraan baik proporsi hak dan kewajibannya yang adil maupun 

distribusi pertukaran hak dan kewajibannya sesuai dengan yang disepakati 

atau dibebankan para pihak sebanding dengan resikonya. Oleh karena itulah 

penulis merasa perlu menganalisa hal tersebut dalam perjanjian yang nyata 

terkait dengan perjanjian perkebunan plasma kelapa sawit dengan asas 

proporsionalitas, sehingga dalam bab selanjutnya penulis akan 

menyampaikan  analisa penerapan asas proporsionalitas dalam  perjanjian 

kemitraan perkebunan kelapa sawit yaitu perjanjian yang dilakukan antara  

Koperasi Produsen Mekar Jaya dnegan PT. Tani Musi Persada sebagai 

Mitranya. 

 

  

                                                        
142 Agus Yudha, Op. Cit., hlm 31. 
143 Ibid., hlm 32. 
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BAB III 

PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM KEMITRAAN   

PADA PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KOPERASI PRODUSEN 

MEKAR JAYA DENGAN PT.TANI MUSI PERSADA  

 

A. Kemitraan sebagai salah satu persyaratan Izin Usaha Perkebunan 

 Kemitraan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari 

usaha perkebunan karena kemitraan adalah syarat untuk memperoleh izin 

sebagaimana terdapat dalam Pasal 11 ayat (1), Peraturan Menteri Pertanian 

No.98/Permentan/OT.140/9/2013, yang  berbunyi : 

“Usaha industri pengolahan hasil perkebunan untuk mendapatkan IUP-P 

harus memenuhi penyediaan bahan baku paling rendah 20%  (dua puluh 

perseratus) berasal dari kebun sendiri dan kekurangannya  wajib 

dipenuhi dari kebun masyarakat/perusahaan perkebunan lain melalui 

kemitraan pengolahan berkelanjutan.”   

 

Usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang dimaksud adalah terkait 

kelapa sawit, teh dan tebu dengan kapasitas sama yang diatur dalam 

Peraturan Menteri Pertanian tersebut. Kemitraan sebagai salah satu 

persyaratan izin usaha perkebunan ini terdapat dalam Pasal 21 huruf (j) ke 

(4) Peraturan Menteri Pertanian No.98/Permentan/OT.140/9/2013 sebagai 

syarat memperoleh IUP-B, Pasal 22 huruf (j) Peraturan Menteri Pertanian 

No.98/Permentan/OT.140/9/2013 sebagai syarat memperoleh IUP-P, Pasal 

23 huruf (k) keempat Peraturan Menteri Pertanian 

No.98/Permentan/OT.140/9/2013 sebagai syarat untuk memperoleh IUP, 

yang mana tidak membebaskan kegiatan dalam memfasilitasi 

pembangunan kebun masyarakat. Selain itu Kemitraan merupakan 
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kewajiban perusahaan setelah mendapatkan izin, sebagaimana terdapat 

dalam Pasal 40 ayat (1) huruf (g) Peraturan Menteri Pertanian 

No.98/Permentan/OT.140/9/2013 yang berbunyi :  

“…Perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P, atau 

IUP sesuai peraturan wajib melakukan kemitraan dengan pekebun, 

karyawan dan masyarakat sekitar. “ 

 

 Salah satu bentuk kemitraan sebagai kewajiban perusahaan setelah 

mendapatkan izin adalah melalui revitalisasi sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006. 

Kemitraan yang terdapat dalam perjanjian kerja sama antara PT.Tani Musi 

Persada dan Koperasi Mekar Jaya adalah contoh pelaksanaan dari 

ketentuan tersebut. Hal ini dicantumkan dalam  maksud dan tujuan  serta 

landasan perjanjian kerja sama sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 ayat 

(2) Perjanjian yang berbunyi:  

“Perjanjian Kerja sama ini dilaksanakan oleh para pihak berdasarkan 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang 

Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan, 

tanggal 26 Juli 2006.”  

 

 Adapun untuk diketahui subjek, jangka waktu, objek dari 

perjanjian Kerja sama  antara PT. Tani Musi Persada dan Koperasi Mekar 

Jaya adalah sebagai berikut : 

1. subjek  hukum perjanjian kerja sama antara Koperasi Produsen Mekar 

Jaya dengan PT.Tani Musi Persada. 

a. Koperasi Produsen Mekar Jaya 

Koperasi Produsen Mekar Jaya adalah pihak pertama yang 

terdapat di dalam perjanjian kerja sama antara Koperasi Produsen 

Mekar Jaya dengan PT. Tani Musi Persada dengan Perjanjian 
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benomor 01/TMP/IV/2014. Di dalam perjanjian Koperasi Produsen 

Mekar Jaya disebut sebagai Koperasi, berkedudukan di Sugiwaras 

Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi 

Sumatera Selatan, didirikan pada tanggal 18 Desember 2013 

dengan akta pendirian nomor 660. Koperasi Produsen Mekar Jaya 

adalah Wadah dari anggota Koperasi yang berada di Desa Sugi 

Waras, Kecamatan Babat Temon, Kabupaten Musi Banyu Asin, 

Propinsi Sumatera Selatan. 

b. PT.Tani Musi Persada adalah Perseroan Terbatas 

PT. Tani Musi Persada adalah Perseroan Terbatas (PT) yang 

berkedudukan di Jakarta Selatan. Perusahaan tersebut adalah anak 

perusahaan dari PT. PP London Sumatera Indonesia TBK yang 

bergerak dibidang Perkebunan, memiliki areal  perkebunan di 

Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Di dalam 

perjanjian PT.Tani Musi Persada disebut sebagai Mitra, telah 

memiliki izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor 

999/KTPS/IUPDISBUN/2007 tertanggal 4 Oktober 2007 serta izin 

lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan Kelapa Sawit 

berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin tertanggal 4 

September 2007. 
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2. jangka waktu dan objek Hukum perjanjian kerja sama antara Koperasi 

Produsen Mekar Jaya dengan PT. Tani Musi Persada 

  Perjanjian Kerja sama antara Koperasi Produsen Mekar Jaya 

dengan PT.Tani Musi Persada No 01/TMP/IV/2014, diberlakukan 

dalam masa 30 (tiga puluh) tahun sejak ditanda tangani. Kerja sama 

dapat diperpanjang dengan ketentuan dan syarat-syarat yang disetujui 

dan disepakati kemudian oleh para pihak dan paling lambat dua tahun 

sebelum perjanjian berakhir. Adapun perjanjian tidak dapat dihentikan 

secara sepihak oleh para pihak. Sedangkan objek hukum dalam 

perjanjian kemitraan perkebunan kelapa sawit terkait dengan kerja 

sama antara Koperasi Produsen Mekar Jaya dengan PT. Tani Musi 

Persada adalah areal perkebunan plasma seluas 132,77 Ha (seratus 

tiga puluh dua koma tujuh puluh tujuh hektar) dengan status hak milik 

(dibuktikan dengan sertikat hak milik para anggota koperasi) sebagai 

areal untuk pelaksanaan revitalisasi dimana perusahaan sebagai mitra 

usaha mempunyai tanggung jawab melaksanakan pembangunan, 

pengelolaan dan pemeliharaan padat areal kebun plasma berikut 

pembangunan prasarana pendukungnya berupa pembuatan jalan, 

jembatan, saluran (gorong-gorong) dan pagar hama, sedangkan 

koperasi selama perjanjian mempunyai tanggung jawab tidak menjual 

areal kebun plasma dan asset koperasi serta hasil perkebunan kelapa 

sawit yang berupa Tandan Buah Segar (TBS) dengan alasan dan 

kepada siapapun, kecuali kepada Mitra . 
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3. hubungan hukum dalam perjanjian kerja sama antara Koperasi 

Produsen Mekar Jaya dengan PT. Tani Musi Persada 

Hubungan hukum dalam perjanjian kerja sama antara Koperasi 

Produsen Mekar Jaya dengan PT.Tani Musi Persada No. 

01/TMP/IV/2014 adalah hubungan kemitraan perkebunan kelapa 

sawit yang dilaksanakan untuk menjalankan Peraturan Menteri 

Pertanian Nomor 33/Permentan/OT/140/7/2006. Hubungan kemitraan 

tersebut merupakan perikatan yang diakibatkan oleh  perjanjian  serta 

undang-undang. Oleh sebab itu semestinya perjanjian antara  Koperasi 

Produsen Mekar Jaya dengan PT. Tani Musi Persada memperhatikan 

ketentuan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 

1320 KUHPerdata yakni; kesepakatan dari para pihak, kecakapan 

dalam perjanjian, suatu hal tertentu, serta kausa yang halal, serta asas 

dalam perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang 

memperhatikan Pasal 1339 KUHPerdata yang berbunyi :  

“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan 

tegas dinyatakan di dalamnya tetapi juga untuk segala sesuatu yang 

menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau 

Undang-Undang.” 

 

Terkait dengan bunyi pasal tersebut, maka sepantasnya perjanjian 

tersebut memperhatikan ketentuan perundang-undangan terkait 

dengan kemitraan sebagai berikut : 

a. Undang-Undang Perkebunan No.39 Tahun 2014 Tentang 

Perkebunan 

  Perjanjian Kerja sama antara  Koperasi Produsen Mekar 

Jaya dengan PT. Tani Musi Persada merupakan salah satu 
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kemitraan terkait dengan produksi, pengolahan dan jasa lainnya, 

yaitu jasa pengelolaan lahan perkebunan oleh perusahaan atau 

mitra. Kemitraan tersebut memenuhi  maksud ketentuan kemitraan 

usaha perkebunan di dalam Undang-Undang Perkebunan yang 

polanya dapat berupa kerja sama penyediaan sarana produksi, 

produksi, pengolahan dan pemasaran, kepemilikan saham serta jasa 

pendukung lainnya.
144

  Kemitraan adalah salah satu penerapan asas 

perkebunan yaitu “Kebersamaan” agar terjalin keterkaitan dan 

ketergantungan secara sinergis antar pelaku usaha perkebunan. 

Kemitraan dilakukan oleh Perusahaan dengan saling 

menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, 

serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan 

pekebun, karyawan,dan masyarakat sekitar.  

b. Undang-Undang No. 20 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah Juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 20 

Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah. 

Perjanjian kerja sama antara Koperasi Produsen Mekar 

Jaya dengan PT. Tani Musi Persada semestinya memperhatikan 

tujuan, cakupan dan pola kemitraan sesuai dengan undang-undang 

ini. Apabila kita kaji perjanjian kerja sama ini berusaha untuk 

memenuhi tujuan kemitraan. Secara bentuk kemitraan yang 

dilakukan oleh Koperasi Produsen Mekar Jaya dengan PT. Tani 

                                                        
144 Undang-Undang 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 57. 
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Musi Persada dalam perjanjian kerja sama memang sudah sesuai 

dengan salah satu kemitraan yang dimaksudkan dalam perjanjian 

pada undang-undang kemitraan ini yaitu inti-plasma. Namun masih 

terdapat ketidak sesuaian yang perlu dikaji terkait kemitraan dalam 

penyediaan dan penyiapan lahan, penyediaan sarana produksi, 

pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha, 

perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang 

diperlukan, pembiayaan, pemasaran, penjaminan, pemberian 

informasi, dan pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi 

peningkatan efesiensi dan produktivitas dan wawasan usaha. 

c. Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT/9/2013 tentang 

Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan Keputusan Menteri 

Pertanian Nomor 940/Kpts/OT.210/10/1997 tentang Pedoman 

Kemitraan Usaha Pertanian. 

Peraturan Menteri Pertanian dan Keputusan Menteri 

Pertanian ini adalah aturan teknis mengenai izin perkebunan dan 

kemitraan usaha pertanian. Di dalamnya terdapat kemitraan 

sebagai syarat dari perizinan. Kemitraan merupakan syarat dari 

perolehan izin serta kewajiban perusahaan setelah mendapatkan 

izin. Revitalisasi Perkebunan sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Menteri Pertanian No. 33/Permentan/OT/140/7/2006 tentang 

Pengembangan Perkebunan melalui Program Revitalisasi 

Perkebunan sebagai dasar perjanjian kerja sama antara PT. Tani 

Musi Persada dengan Koperasi Produsen Mekar Jaya merupakan 
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pelaksanaan kemitraan sebagai kewajiban perusaan setelah 

mendapatkan izin usaha sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 40 

ayat (1) huruf (g) yang terkait perusahaan yang telah memiliki 

IUP-B, IUP-P atau IUP sesuai peraturan wajib melakukan 

kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar. 

Kemitraan yang dilakukan oleh PT. Tani Musi Persada dengan 

Koperasi Tani Musi Persada adalah untuk memenuhi revitalisasi 

semestinya perlu dikaji dengan peraturan menteri pertanian ini  

 

B. Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Kerja sama 

antara PT Musi Persada dengan Koperasi Produsen Mekar Jaya 

 Asas proporsionalitas adalah asas yang melandasi atau mendasari 

pertukaran hak dan kewajiban para pihak yang sesuai dengan proporsi 

atau bagiannya dalam seluruh proses kontaktual.
145

  Asas ini berorientasi 

pada konteks hubungan dan kepentingan para pihak untuk menjaga 

kelangsungan hubungan agar kondusif. Asas ini diwujudkan dalam 

seluruh  proses hubungan kontraktual yang mengakibatkan akibat pada 

hak dan kewajiban para pihak, pada fase pra-kontraktual serta sepanjang 

kontrak. Adapun fungsi asas ini adalah : 

1. pada tahap pra kontrak 

asas proporsionalitas membuka peluang Negosiasi bagi para pihak 

untuk melakukan pertukaran hak dan kewajiban secara proporsional. 

 

                                                        
145  Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak 

Komersial.Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2014,hlm.87 
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2. Pada tahap kontrak 

a. asas proposionalitas menjamin kesetaraan hak serta kebebasan 

dalam menentukan/mengatur proporsi hak dan kewajiban para 

pihak  secara fair. 

b. asas proposionalitas menjamin distribusi pertukaran hak dan 

kewajiban menurut proporsi yang disepakati/dibebankan pada para 

pihak. 

c. asas proporsionalitas menentukan dalil kegagalan pelaksanaan 

kontrak agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh  salah satu pihak 

dalam memanfaatkan klausul kegagalan klausul kegagalan 

pelaksanaan kontrak 

d. asas proporsionalitas menekankan bahwa proporsi beban 

pembuktian kepada para pihak harus dibagi menurut pertimbangan 

yang  fair. 

Ukuran proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban 

didasarkan pada nilai-nilai kebebasan para pihak, nilai kesetaraan, 

distribusi-proporsional, kecermatan, dan kepatuhan, disamping 

memperhatikan asas-asas yang terdapat di dalam perjanjian kerja sama 

antara Koperasi Produsen Mekar Jaya dengan PT.Tani Musi Persada yang 

mencakup berkesinambungan dan saling membutuhkan serta asas-asas 

dalam  kemitraan perkebunan sebagaimana terdapat dalam Pasal 30 

Peraturan Menteri Pertanian No.98/Permentan/OT.140/9/2013 yaitu asas 

manfaat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling 

menghargai, saling bertanggung jawab dan saling memperkuat. 
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Pertukaran hak dan kewajiban semestinya terjadi pada saat pra-kontrak 

dan sepanjang kontrak. Oleh karena itu, dalam pembahasan selanjutnya 

penulis akan membahas penerapan asas proporsionalitas pada tahapan pra 

kontrak dan kontrak  untuk mengetahui penerapan asas proporsionalitas 

dalam pertukaran hak dan kewajiban pada kemitraan perkebunan kelapa 

sawit pada umumnya serta pertukaran hak dan kewajiban pada Perjanjian 

Kerja sama antara PT Musi Persada dengan Koperasi Produsen Mekar 

Jaya. 

 

1. Penerapan Asas Proporsionalitas pada Tahap Pra Kontrak dalam 

Perjanjian Kerja sama antara PT Musi Persada dengan Koperasi 

Produsen Mekar Jaya. 

Kegiatan pra-kontrak yang terjadi sebelum perjanjian dibuat, 

dimaksudkan untuk menemukan persesuaian kehendak terkait hak dan 

kewajiban antara para pihak secara fair. Di dalam perjanjian antara 

PT.Musi Persada dengan Koperasi Produsen Mekar Jaya, kegiatan 

pra-kontrak dilakukan dengan cara sosialisasi oleh PT.Tani Musi 

Persada kepada para anggota koperasi yang disaksikan oleh 

perwakilan aparat desa dan pemerintah. Negosiasi terjadi secara semu 

karena terlihat ketidakseimbangan kedudukan antara para pihak. 

Pihak masyarakat melalui koperasi yang menginginkan pembangunan 

perkebunan, dan pihak perusahaan terpaksa melaksanakan 

pembangunan perkebunan karena dorongan pemerintah daerah dan 

masyarakat sehingga dibuatlah perjanjian kemitraan yang berupa 
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perjanjian kerja sama antara PT.Musi Persada dengan Koperasi 

Produsen Mekar Jaya (didasarkan informasi dari wakil perusahaan 

saat penelitian). Sejak awal Perusahaan berusaha melindungi usaha 

dari masyarakat karena lahan yang disediakan oleh masyarakat kurang 

produktif. Perusahaan juga menghindari dicabutnya izin usaha oleh 

Pemerintah. Hal ini menunjukan indikasi keterpaksaan perusahaan. 

Sementara itu masyarakat yang diwakili oleh koperasi yang hanya 

memiliki lahan dan kemampuan sederhana mengharapkan adanya 

Pembangunan Plasma dengan pola kemitraan bersama kepada 

Perusahaan. 

Apabila dikaitkan dengan Hal-hal yang disampaikan Setiawan 

dalam Hukum Perikatan sebagai Faktor-Faktor yang dapat 

memberikan indikasi tentang adanya penyalahgunaan kekuasaan 

ekonomi yaitu :
146

 

a. Adannya syarat-syarat yang diperjanjikan yang sebenarnya tidak 

masuk akal atau yang tidak patut atau yang bertentangan dengan 

perikemanusiaan (onredelijke contractsvoorwaarden atau unfair 

contract-terms); 

b. Nampak atau ternyata pihak debitor berada dalam keadaan 

tertekan (dwang positive) 

c. Apabila terdapat keadaan dimana bagi debitor tidak ada pilihan-

pilihan lain kecuali mengadakan perjanjian aquo dengan syarat-

syarat yang memberatkan 

d. Nilai dari hasil perjanjian tersebut sangat tidak seimbang kalau 

dibandingkan dengan prestasi timbal balik dari para pihak. 

Pada saat pra-kontrak nampak adanya penyalahgunaan 

keadaan (Misbruik van omstandigheden atau Undue influence). 

Mengingat Perjanjian Perjanjian Kerja sama antara PT.Musi Persada 

                                                        
146  Setiawan, Op. Cit., hlm 191. 
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dengan Koperasi Produsen Mekar Jaya, didasari keterpaksaan oleh 

perusahaan yang kemudian ditindaklanjuti dengan negosiasi secara 

tidak langsung melalui sosialisasi. Sosialisasi yang mengarahkan 

masyarakat untuk dibentuk perjanjian kemitraan perkebunan kelapa 

sawit antara perusahaan dan masyarakat melalui koperasi dengan 

dilatar belakangi kehendak yang kurang sesuai. Ini jelas adanya nilai 

dari hasil perjanjian yang tidak seimbang karena perusahaan tidak ada 

pilihan lagi selain melakukan kemitraan dengan perjanjian kerja sama.  

Menurut penulis berdasarkan hasil penelitian, negosiasi dan 

latar belakang pada saat pra kontrak kurang fair sehingga berakibat 

pertukaran hak dan kewajiban tidak tersesuaikan dengan baik. Hal ini 

terlihat posisi para pihak kurang setara karena dilatar belakangi 

keterpaksaan mengingat perusahaan melakukan usaha di area 

masyarakat dan masyarakat membutuhkan bantuan perusahaan untuk 

mengembangkan daerahnya, padahal kemitraan perkebunan 

semestinya memperhatikan asas manfaat dan berkelanjutan yang 

saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab 

dan saling memperkuat. Namun hal tersebut tidak tercermin dalam 

tahap awal karena tampak bahwa perusahaan cenderung melindungi 

perusahaan dengan sosialisasi yang mengarahkan pada pembentukan 

perjanjian yang akhirnya mengarahkan pada suatu perjanjian baku 

yang seolah-olah merupakan kehendak para pihak secara adil namun 

sebenarnya tidak karena perusahaan merasa tidak diuntungkan dan 

merasa kurang bertanggung-jawab pada lahan masyarakat. Selain itu 
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kemitraan yang terjadi terindikasi tidak memperkuat kedua belah 

pihak, namun melindungi pencabutan izin usaha perusahaan.  

 

2. Penerapan Asas Proporsionalitas pada Tahap Kontrak dalam 

Perjanjian Kerja sama antara PT Musi Persada dengan Koperasi 

Produsen Mekar Jaya 

Suatu hal krusial jika dalam kontrak/perjanjian memperhatikan 

sahnya. Salah satu indikasi sahnya perjanjian adalah tercakupnya 

unsur-unsur, syarat-syarat maupun asas yang terdapat dalam 

perjanjian tersebut sebagaimana tercantum dalam KUHPerdata  

maupun ketentuan lain. Secara substansi perjanjian kerja sama antara 

PT Musi Persada dengan Koperasi Produsen Mekar Jaya sesuai 

dengan format perjanjian kemitraan, karena telah merangkum  tanggal 

dan  tempat dibuatnya perjanjian kemitraan, subjek hukum, hak dan 

kewajiban, sanksi, masa berlaku, hal-hal tambahan, penyelesaian 

sengketa, serta aturan peralihan. Secara implisit unsur-unsur dalam 

perjanjian yang mencakup essensialia, naturalia, dan aksidentalia 

juga terpenuhi. Asas proporsionalitas dalam tahap kontrak berfungsi  

sebagai berikut : 

a. menjamin kesetaraan hak serta kebebasan dalam menentukan isi 

kontrak; 

b. menjamin distribusi pertukaran hak dan kewajiban menurut 

proporsi yang disepakati/dibebankan pada para pihak; 
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c. menentukan dalil kegagalan pelaksanaan kontrak agar tidak terjadi 

penyalahgunaan oleh  salah satu pihak dalam memanfaatkan 

klausul kegagalan klausul kegagalan pelaksanaan kontrak; 

d. menekankan bahwa proporsi beban pembuktian kepada para pihak 

harus dibagi menurut pertimbangan yang  fair. 

Melihat dari fungsi tersebut, kesesuaian syarat-syarat dalam 

perjanjian sangat diperlukan pada uraian hak dan kewajiban para 

pihak didalamnya. Syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam 

Pasal 1320 KUHPerdata adalah kesepakatan dari para pihak, 

kecakapan dalam perjanjian, suatu hal tertentu, dan kausa yang halal. 

Berdasarkan syarat umum tersebut, kita dapat melihat dalam 

perjanjian, sebagai berikut: 

a. Kesepakatan  dari para pihak 

Kesepakatan perjanjian kerja sama antara PT Musi Persada 

dengan Koperasi Produsen Mekar Jaya dicantumkan jelas dalam 

pembuka perjanjian yang berbunyi : 

“Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pihak dengan ini 

sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja 

sama ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai 

berikut:”
147

 

 

b. Kecakapan dalam Perjanjian 

Kecakapan dalam perjanjian pada umumnya diukur 

berdasarkan standar persoon (pribadi) yang terkait dengan usia 

kedewasaan serta rechtpersoon (badan hukum) terkait dengan 

                                                        
147  Perjanjian  Kerja Sama antara Koperasi Produsen Mekar Jaya dengan PT. Tani Musi 

Persada No. 01/TMP/IV/2014. 
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aspek kewenangan.
148

 Di dalam perjanjian, kecakapan ini 

bukanlah suatu yang dipermasalahkan mengingat perjanjian 

melibatkan pemerintah dan persyaratan terkait kecakapan 

merupakan prasyarat utama. Unsur ini terpenuhi didasarkan 

dokumen perjanjian serta informasi pihak perusahaan selama 

penelitian. 

c. Objek atau suatu hal tertentu.  

Perjanjian kerja sama antara PT Musi Persada dengan 

Koperasi Produsen Mekar Jaya pada dasarnya terkait  dengan 

kemitraan perkebunan guna mendukung program revitalisasi yang 

objeknya adalah Areal Perkebunan Plasma seluas 132,77 Ha
149

 ( 

seratus tiga puluh dua koma tujuh puluh tujuh) hektar  dengan 

status hak milik (dibuktikan dengan sertikat hak milik para 

anggota koperasi) sebagai areal untuk pelaksanaan revitalisasi 

dimana perusahaan sebagai mitra usaha mempunyai tanggung 

jawab melaksanakan pembangunan, pengelolaan dan 

pemeliharaan padat areal kebun plasma berikut pembangunan 

prasarana pendukungnya berupa pembuatan jalan, jembatan, 

saluran (gorong-gorong) dan pagar hama. Koperasi selama 

perjanjian mempunyai tanggung jawab tidak menjual areal kebun 

plasma dan asset koperasi serta hasil perkebunan kelapa sawit 

yang berupa Tandan Buah Segar (TBS) dengan alasan dan kepada 

siapapun, kecuali kepada Mitra . 

                                                        
148  Agus Yudha, Op. Cit., hlm. 184. 
149 Perjanjian  Kerja Sama antara Koperasi Produsen Mekar Jaya dengan PT. Tani Musi 

Persada No. 01/TMP/IV/2014. 
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d. Kausa yang Halal.  

Kausa yang halal pada umumnya terkait dengan tujuan dari 

perjanjian yang semula ditentukan bebas kemudian mengikat para 

pihak. Melihat perjanjian kerja sama antara PT Musi Persada 

dengan Koperasi Produsen Mekar Jaya terlihat jelas bahwa kausa 

yang berlaku tidak bertentangan dengan undang-undang. Hal ini 

terlihat dalam prestasi yang disampaikan dalam tujuan Perjanjian 

Kerja sama No. 01/TMP/IV/2014 antara Koperasi Produsen 

Mekar Jaya dengan PT.Tani Musi Persada yaitu mengadakan kerja 

sama berkesinambungan dan saling membutuhkan diantara para 

pihak untuk membangun dan mengelola areal kebun plasma serta 

memanfaatkan areal kebun plasma.  Adapun kausa yang halal 

tersebut teruraikan dalam hak dan kewajiban para pihak dalam 

Perjanjian kerja sama No.01/TMP/IV/2014 antara Koperasi 

Produsen Mekar Jaya dengan PT.Tani Musi Persada, sebagai 

berikut : 

1) Koperasi 

Koperasi sebagai salah satu pihak dalam perjanjian tersebut 

mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut : 

a) Hak Koperasi
150

 

(1) memperoleh informasi  dari  mitra usaha  tentang hasil 

penataan ulang atas areal perkebunan yang dilakukan 

oleh mitra usaha serta tentang penyelesaian 

                                                        
150 Ibid., Pasal 10. 
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pembangunan areal kebun plasma seperti jalan, 

jembatan, saluran (gorong-gorong), dan pagar hama 

serta penanaman kelapa sawit pada waktu Tanaman  

Belum Menghasilkan (TBM), 

(2) memperoleh informasi dan menerima laporan mengenai 

pengelolaan dan pemeliharaan areal kebun plasma dan 

hasil panen kelapa sawit termasuk perhitungan hasil 

penjualan Tandan Buah Segar (TBS) dari Mitra serta,  

(3) menerima pendapatan bersih setiap bulan setelah 

menerima laporan selama Tanaman Menghasilkan 

(TM). 

b) Kewajiban Koperasi
151

 

(1) Sepanjang Perjanjian 

(a) Memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada 

mitra dalam membangun dan memelihara areal 

kebun plasma serta mengelola dana kredit 

(b) bekerja sama dengan mitra untuk melindungi areal 

kebun plasma dari gangguan yang timbul selama 

waktu kerja sama  

(2) Pada Masa Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) 

(a) Melaksanakan inventarisasi dan menyeleksi calon 

peserta petani plasma 

 

                                                        
151 Ibid. 
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(3) Pada masa Tanaman Menghasilkan (TM) 

(a) Membayar angsuran talangan dan atau hutang 

berikut bunganya setiap bulan 

(b) Menjual seluruh Tandan Buah Segar (TBS) kepada 

Mitra 

(c) Menanggung Biaya-Biaya 

2) Mitra Usaha 

a) Hak Mitra Usaha
152

 

(1) Memelihara areal kebun plasma dengan hak untuk 

membangun, mengelola, memelihara tanah anggota 

koperasi, serta menerima kuasa dan kewenangan dalam 

melaksanakan pembangunan areal kebun plasma dan 

pemeliharaan areal kebun plasma pada saat Tanaman 

Belum Menghasilkan (TBM) 

(2) Mengelola, memelihara areal kebun plasma yang 

meliputi pemeliharaan, pemanenan, dan pengangkutan 

serta menerima pembayaran biaya pembangunan dan 

pemeliharaan, biaya panen dan angkut serta biaya 

managemen (management fee) dari Koperasi Selama 

Tanaman Menghasilkan (TM) 

b) Kewajiban Mitra Usaha
153

 

(1) Sepanjang Perjanjian 

                                                        
152

 Ibid., Pasal 11. 
153  Ibid. 
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(a) Mengelola areal kebun plasma yang mencakup 

pemeliharaan, pemetikan, pemanenan, dan 

pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS) 

(b) Mencegah dan mengamankan seluruh areal kebun 

plasma dari gangguan yang timbul selama jangka 

waktu kerja sama. 

(2) Pada Masa Tanaman Belum Menghasilkan  

(a) Mengurus sertifikat bersama-sama dengan koperasi 

denan beban biaya dari koperasi 

(b) Melaksanakan penantaan ulang atas areal 

perkebunan 

(c) Melaksanakan pembangunan areal perkebunan, 

terkait sarana prasana yaitu pembangunan jalan, 

jembatan kayu, saluran dan pagar hama. 

(3) Pada masa Tanaman Menghasilkan 

(a) Membayar  pendapatan bersih koperasi pada bulan 

berikutnya setelah koperasi menerima laporan 

bulanan 

(b) Membeli seluruh TBS dari Areal Kebun Plasma 

dengan harga yang berpedoman pada ketentuan 

yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. 
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Berdasarkan hal tersebut, Perjanjian kerja sama antara 

Koperasi Produsen Mekar Jaya dengan PT.Tani Musi Persada  yang 

memuat hak dan kewajiban di atas juga memperhatikan Pasal 1339 

KUHPerdata yang berbunyi : 

“ Suatu Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan 

tegas dinyatakan di dalamnya tetapi juga untuk segala sesuatu yang 

menurut sifat perjanjian diiharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau 

Undang-Undang.” 

 

Dan hal tersebut terpenuhi di dalam perjanjian karena perjanjian 

tersebut melaksanakan ketentuan undang-undang serta 

memperhatikan kepentingan umum. Kontrak/Perjanjian juga memuat 

hak dan kewajiban para pihak. Apabila dikaitkan dengan asas 

kemitraan guna melihat proporsionalitas yaitu asas yang saling 

memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan serta 

asas kemitraan perkebunan yang saling menguntungkan, saling 

menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling 

ketergantungan, secara prinsip hak dan kewajiban setara. Namun ada 

beberapa hal dalam Perjanjian Kerja sama antara Koperasi Produsen 

Mekar Jaya dengan PT.Tani Musi Persada yang belum sesuai dengan 

proporsi/bagiannya. Hal ini dapat terlihat dalam kedudukan hukum 

mitra usaha yang posisinya lebih dominan sehingga menentukan 

ekslusivitas. Klausula eksklusivitas ini tersirat dalam  isi perjanjian 

dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, dan Pasal 

16, dimana koperasi sebagai pihak yang lemah diberikan syarat-syarat 

oleh mitra usaha sejak sebelum dan selama  pelaksanaan perjanjian 

sebagai berikut : 
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a. melengkapi dan menyerahkan dokumen-dokumen asli atau 

fotokopi yang ditunjukan aslinya yaitu : 

1) Berita acara  Rapat anggota luar biasa koperasi tanggal 18 

maret 2014 yang isinya : 

a) menandatangani Perjanjian Kerja sama; 

b) menyerahkan tanah anggota koperasi kepada mitra, 

dengan ketentuan tanah sebagai berikut; 

(1) tidak tersangkut perkara dan/atau sengketa, tidak 

dijaminkan atau digadaikan kepada pihak manapun 

juga, termasuk kepada penduduk, penggarap, instansi 

pemerintah; 

(2) bebas sitaan oleh pihak manapun; 

(3) tidak merupakan objek kerja sama dengan pihak 

manapun; 

(4) tidak dikembalikan selama masa perjanjian. 

c) mengajukan permohonan kredit kepada Mitra usaha 

terkait dengan pendanaan Perjanjian Kerja sama 

d) menandatangani perjanjian kredit dengan mitra usaha dan 

dokumen-dokumen lain terkait perjanjian kredit termasuk 

surat pengakuan hutang jika disyaratkan oleh mitra usaha. 

e) melaksanakan tindakan-tindakan hukum terkait dengan 

pelaksanaan perjanjian kerja sama; 

f) memberikan kuasa kepada mitra usaha dan pihak-pihak 

yang ditugaskan direksi mitra usaha untuk melakukan 
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segala tindakan yang dianggap perlu dan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku untuk mencapai maksud dari 

pemberian kuasa dan pelaksanaan program revitalisasi 

perkebunan sesuai dengan perjanjian kerja sama; 

2) Daftar anggota koperasi yang sebagai peserta program 

revitalisasi yang dan/atau akan ditetapkan oleh Bupati dan atau 

instansi yang ditunjuk sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

3) Dokumen-dokumen legalitas koperasi dan pengurus koperasi 

yang terdiri : 

a) Akta pendirian Koperasi serta Anggaran Dasar Koperasi 

b) Pengesahan dan Pendaftaran Akta  Pendirian Koperasi serta 

Anggaran Dasar 

4) Surat Pernyataan asli dari koperasi tertanggal 15 bulan April 

tahun 2014, yang menyatakan bahwa koperasi selama 

berlakunya perjanjian tidak akan menuntut pengembalian areal 

perkebunan plasama yang diserahkan kepada mitra usaha. 

5) Surat pernyataan bahwa koperasi baik secara bersama-sama, 

perorangan, maupun mengatasnamakan koperasi tidak akan 

menuntut ganti rugi tanah, hak tanam tumbuh dan atau hak-

hak adat terhadap kebun inti milik mitra usaha, termasuk tidak 

akan menuntut produksi tandang buah segar (TBS), hak untuk 

mengelola  tanah dan mendiami kebun inti milik mitra usaha. 
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6) Surat pernyataan dari koperasi untuk menjual hasil produksi 

TBS hanya kepada Mitra Usaha berdasarkan harga yang 

ditetapkan oleh instansi terkait. 

7) Surat Pernyataan dari Koperasi dan atau anggota-anggotanya 

untuk tidak akan menjual hak kepemilikan lahan areal kebun 

plasma kepada pihak lain selama jangka waktu Perjanjian 

Kerja sama. 

b. bertanggung jawab dan menanggung resiko sepenuhnya  dalam 

hal terdapat tuntutan, gugatan, permintaan ganti rugi dengan dasar, 

alasan dan bentuk apapun sehubungan penyerahan pengelolaan 

dan pembangunan areal kebun plasma yang diserahkan kepada 

mitra. 

c. tidak akan menuntut ganti rugi tanah, hak tanam tumbuh dan atau 

hak-hak adat terhadap kebun inti milik mitra usaha, termasuk 

tidak akan menuntut produksi tandang buah segar (TBS), hak 

untuk mengelola tanah dan mendiami kebun inti milik mitra 

usaha/ mengakui adanya keterpisahan areal kebun plasma dengan 

areal kebun inti. 

d. menanggung semua  biaya  yang terdiri dari : 

1) Biaya pembangunan dan pengelolaan areal kebun plasma, 

termasuk pembuatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang 

diperlukan, biaya pemeliharaan tanaman termasuk biaya 

pupuk dan pemupukan, biaya panen, dan transportasi serta 

biaya-biaya lainnya. 
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2) Biaya managemen (Management fee) baik pada masa 

pembangunan maupun pada masa produksi kebun plasma. 

3) Biaya umum 

4) Pajak bumi dan bangunan (PBB) dan atau pajak-pajak lainnya 

yang berkaitan atas areal kebun plasma 

e. memberikan kuasa kepada mitra usaha untuk mencari fasilitas 

kredit/pinjaman baru dan atau penjualan ulang fasilitas 

kredit/pinjaman baru untuk menutupi kekurangan dana dengan 

bunga yang disepakati apabila hasil penjualan Tandan Buah Segar 

(TBS) dan dana cadangan  operasional yang tersimpan didalam 

rekening koperasi pada masa produksi tidak mencukupi untuk 

pembayaran  angsuran pokok pinjaman dan atau bunganya. 

f. membiayai sertifikat hak milik atas tanah dengan bantuan mitra 

usaha 

g. menyetujui semua perhitungan yang dilakukan mitra usaha 

h. berjanji dan mengikatkan diri untuk tidak menunjuk dan/atau  

bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan apapun 

sehubungan dengan areal perkebunan plasma termasuk dalam 

pengolahan Tandan Buah Segar (TBS), selain dengan mitra usaha. 

Apabila terjadi pelanggaran hal tersebut oleh anggota koperasi 

maka koperasi menggambil tindakan hukum yang berlaku dan 

mengganti kerugian kepada mitra usaha. Oleh karena hal tersebut, 

kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian kurang setara, 

padahal dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 
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2008 diatur bahwa kedudukan para pihak adalah setara sehingga 

sama dalam melakukan perbuatan hukum. Akibat dari perbuatan 

tersebut adalah perjanjian tidak sesuai dengan proporsinya. 

Distribusi hak dan kewajiban dalam kontrak merupakan 

tanggung jawab para pihak. Distribusi tersebut dicantumkan dalam 

beberapa klausula. Adapun klausula khusus dalam perjanjian yang 

dapat diteliti dengan asas proporsionalitas, sebagai berikut : 

a. Klausula Mekanisme Kemitraan Perkebunan, yang terdiri atas : 

1) Pembiayaan Kemitraan Perkebunan Plasma 

Pembiayaan untuk pembangunan areal kebun plasma dan 

pemeliharaan pada masa “Tanaman Belum Menghasilkan” 

(TBM) akan diambil dari kredit investasi yang ditanggung 

koperasi untuk pembiayaan-pembiayaan sebagai berikut:
154

 

a) biaya pembangunan dan pengelolaan  areal kebun plasma, 

termasuk pembuatan pemeliharaan sarana dan prasarana 

yang diperlukan, biaya pemeliharaan tanaman termasuk 

biaya pupuk dan pemupukan, biaya panen, dan 

transportasi serta biaya-biaya lainnya; 

b) biaya managemen (Management fee) baik pada masa 

pembangunan maupun pada masa produksi kebun plasma; 

c) Biaya umum; 

d) pajak bumi dan bangunan dan atau pajak-pajak lainnya 

yang berkaitan atas areal kebun plasma. 

                                                        
154 Ibid., Pasal 6. 
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Adapun kredit investasi dilaksanakan dengan ketentuan-

ketentuan sebagai berikut : 

a) diperoleh dari fasilitas pinjaman dari mitra usaha; 

b) besarnya ditentukan mitra usaha 

c) ditanda tangani mitra usaha dan koperasi 

d) mewajibakan koperasi menyerahkan dokumen atau 

sertifikat hak atas areal kebun plasma sebagai agunan 

kredit 

e) nilai kreditnya berubah setiap waktu tergantung kebutuhan 

ataupun penyesuaian  karena adanya kebijakan pemerintah 

seperti perubahan nilai mata uang asing (currency), 

Kenaikan harga pupuk dan bahan bakar minyak.Jika hal itu 

terjadi maka akan ditambahkan secara langsung pada 

kredit investasi kebun plasma 

f) Koperasi memberikan kuasa kepada mitra usaha untuk 

mencari fasilitas kredit/pinjaman baru dan atau penjualan 

ulang fasilitas kredit/pinjaman baru untuk menutupi 

kekurangan dana dengan bunga yang disepakati apabila 

hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) dan dana 

cadangan  operasional yang tersimpan didalam rekening 

koperasi pada masa produksi tidak mencukupi untuk 

pembayaran  angsuran pokok pinjaman dan atau bunganya. 
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2) Mekanisme Pengelolaan
155

 

Pembangunan dan pengelolaan areal kebun plasma 

secara eksklusif dikuasai mitra usaha dengan standar 

pengelolaan mitra yang disamakan dengan  kebun-kebun 

lainnya yang dikelola mitra. Meskipun demikian pembiayaan 

berasal  dari koperasi baik terkait dengan biaya pembangunan 

pengelolaan dan biaya umum areal kebun plasma. Dalam hal 

koperasi tidak dapat membiayai maka mitra usaha 

memberikan dana talangan yang dihitung sebagai hutang 

dengan bunga tidak melebihi suku bunga yang ditentukan 

oleh mitra usaha. Pemberian dana talangan ini dengan 

kewajiban pembuatan surat pengakuan hutang kepada mitra 

usaha dan diperhitungkan oleh mitra usaha  Jika terdapat 

permasalahan internal koperasi terkait dengan areal kebun 

plasma maka hal tersebut adalah tanggung jawab koperasi. 

Atas pengelolaan areal kebun plasma, mitra berhak atas hal-

hal sebagai berikut dari koperasi  yaitu; 

a) biaya managemen (management fee) dan biaya umum 

pada : 

(1) masa pembangunan awal sampai dengan tanaman 

berumur 48 bulan (masa pembangunan). 

                                                        
155 Ibid., Pasal 7. 
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(2) masa produksi areal kebun plasma, dimulai sejak 

waktu tanaman berumur 49 bulan sampai dengan 

berumur 30 tahun (masa produksi) 

b) pelunasan pinjaman pokok serta bunga pada saat 

replanting  

3)  Pendapatan dan Biaya
156

 

Penentuan harga dalam menilai hasil penjualan 

produksi yang berupa Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit 

didasarkan pada ketentuan pemerintah Kabupaten Musi 

Banyuasin dan atau Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 

Hasil Penjualan TBS kelapa sawit setelah dikurangi dengan 

Biaya Management (Management Fee), Biaya Pembangunan 

dan Pemeliharaan, Biaya Panen, Biaya Angkut dan Biaya 

Umum lain-lainnya yang merupakan Kewajiban Koperasi 

adalah pendapatan mitra usaha. Adapun aturan mengenai 

pendapatan dan biaya adalah sebagai berikutt : 

a) selama masa pembangunan dan 12 bulan pertama masa 

produksi, tidak dibagikan kepada koperasi melainkan akan 

disimpan pada rekening koperasi sebagai dana cadangan 

operasional yang harus diberitahukan secara tertulis  

kepada/dari mitra. 

b) Pada usia tanaman 61 bulan sejak tanam dan selanjutnya 

akan dihitung sebagai pendapatan bersih. 

                                                        
156 Ibid., Pasal 8. 
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b. Klausula pengecualian dan eksklusivitas  

 Sebagaimana terdapat dalam perjanjian, syarat yang harus 

dipenuhi oleh koperasi dalam Pasal 16  perjanjian sebagai berikut : 

1) Selama dalam jangka waktu perjanjian, koperasi tidak boleh 

melakukan tambahan pinjaman baru tanpa pemberitahuan 

tertulis dari mitra. Jika koperasi melakukan hal tersebut maka 

Mitra Usaha tidak bertanggung jawab terhadap segala tindakan 

dari koperasi, kecuali yang disetujui secara resmi dan tertulis 

oleh mitra. 

2) Dalam hal pengelolaan areal kebun plasma oleh mitra usaha 

yang memerlukan keterlibatan pihak lain termasuk koperasi,  

maka semua pihak mendapatkan kesempatan yang sama 

dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan mitra usaha 

3) Pasal 16 ayat (3) menyebutkan bahwa segala sesuatu yang 

belum cukup diatur dalam perjanjian kemitraan akan diatur 

kemudian dalam perjanjian perubahan atau perjanjian tambahan 

yang akan disepakati para pihak yang merupakan satu kesatuan 

dengan perjanjian kemitraan antara koperasi dengan mitra 

usaha. Namun hal ini berbeda dengan yang diatur dalam Pasal 

16 ayat  (5) nya yang menyatakan perjanjian kerja sama tidak 

dapat diubah dan/atau ditambah kecuali atas kesepakatan para 

pihak. 

4) Mengenai pembatalan/pengakhiran Perjanjian Kerja sama, para 

pihak melepaskan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1266 
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KUHPerdata, sepanjang mngenai disyaratkan keputusan badan 

peradilan untuk pengakhiran suatu perjanjian yang mengatur 

tentang tata cara menghentikan/ mengakhiri sesuatu perjanjian. 

 

Berdasarkan klausula mekanisme dan klausula eksklusivitas 

yang terdapat dalam beberapa pasal dalam perjanjian kerja sama 

antara PT.Musi Persada dan Koperasi Produsen Mekar Jaya terdapat 

kecenderungan yang memperlihatkan pihak perusahaan sebagai mitra 

yang melindungi perusahaannya yang disampaikan secara tersurat 

maupun tersirat dalam isi perjanjian sehinga distribusi hak dan 

kewajiban terkait dengan pertanggung jawaban kurang dilakukan 

sehingga kurang sesuai dengan Pasal 30 Peraturan Menteri Pertanian 

No.98/Permentan/OT.140/9/2013  terkait asas di dalam kemitraan 

perkebunan yaitu asas manfaat dan berkelanjutan yang saling 

menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab dan 

saling memperkuat. Walhasil asas proporsionalitas cenderung 

diabaikan karena pertanggungjawaban secara materi cenderung pada 

pihak koperasi padahal secara materi koperasi posisinya lebih lemah. 

Mitra berusaha melindungi perusahaan dengan pemisahan areal 

perkebunan plasma dan inti sebagai pemisahan yang absolut, 

penentuan  syarat khusus dalam penyerahan dokumen-dokumen 

kepada mitra usaha oleh koperasi sementara koperasi tidak menerima 

dokumen apapun dari perusahaan, padahal koperasi menyerahkan 
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tanahnya serta dokumen pendukung atas kepemilikan tersebut untuk 

diurus kembali oleh perusahaan/mitra dalam kavling-kavling tertentu.  

Selain itu terkait kredit investasi yang digunakan untuk 

pembiayaan sebagaimana biaya yang dibutuhkan dalam masa 

Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), ditentukan oleh mitra usaha 

sesuai dengan Perjanjian Kredit padahal pada Pasal 14 Peraturan 

Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006, Perjanjian 

Kredit dilaksanakan bersama dengan bank. Hal ini mencitrakan 

sebenarnya ada suatu latar belakang kenapa perjanjian kredit tidak 

dilakukan dengan bank namun dengan  perusahaan. Hal ini lah yang 

kemudian dapat mengakibatkan kerancuan dalam penafsiran, lebih-

lebih ada klausula yang mengakibatkan pertanyaan mengapa atau ada 

apa dalam perjanjian kerjasama tersebut, yaitu : 

 “Judul dari pasal-pasal dalam Perjanjian Kerja sama ini 

dimaksudkan untuk referensi saja dan tidak dijadikan acuan dalam 

penafsiran ketentuan pasal-pasal bersangkutan untuk mengubah isi 

pasal-pasal.”
157

 

 

c. Klausula Kegagalan 

  Kegagalan dalam perjanjian merupakan hal yang tidak dapat 

dipungkiri, namun hal tersebut dapat diantisipasi tergantung jenis 

kegagalan serta pertanggungjawaban atas kegagalan sebagaimana 

dimaksud dalam asas proporsionalitas. Perjanjian kerja sama antara 

PT. Musi Persada dengan Koperasi Mekar Jaya hanya menuliskan 

judul pasal “Kegagalan Pembangunan Areal kebun Plasma” 

sebagaimana terdapat dalam   Pasal 12 perjanjian  tersebut yaitu :  

                                                        
157 Ibid., Pasal 16 ayat (6). 
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“Apabila pada masa pembangunan areal kebun plasma terjadi 

gangguan-gangguan dan atau tuntutan-tuntutan yang dilakukan 

oleh koperasi, anggota koperasi baik perorangan maupun secara 

bersama-sama, dimana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan 

yang diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini, maka mitra usaha 

dibebaskan atas kewajiban pembangunan arela kebun plasma dan 

koperasi wajib mengganti setiap biaya yang telah dikeluarkan oleh  

mitra usaha dan mitra usaha berhak meminta bank untuk 

mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan” 

 

Klausula kegagalan pembangunan areal perkebunan  plasma 

tidak tercermin dalam bunyi pasal tersebut. pasal hanya 

menjelaskan gangguan-gangguan dan atau tuntutan-tuntutan yang 

dilakukan oleh koperasi, anggota koperasi baik perseorangan 

maupun bersama-sama, yang mengacu pada suatu kondisi tidak 

kondusif bukan kepada kegagalan yang dijelaskan di dalam pasal. 

Namun mitra usaha membuat suatu kesempatan untuk lepas dari 

tanggung jawab apabila hal tersebut terjadi dengan menekankan hal 

sebagai berikut : 

“…………..mitra usaha dibebaskan atas kewajiban pembangunan 

arela kebun plasma dan koperasi wajib mengganti setiap biaya 

yang telah dikeluarkan oleh  mitra usaha”.   

 

Selain itu ada kaitan unik didalam klausula kegagalan ini, 

yakni keterlibatan bank, untuk mengambil langkah-langkah hukum 

yang diperlukan. Hal ini kurang berdasar hukum, mengingat tiada 

kaitan antar koperasi dan mitra terhadap bank.   

Salah satu penyebab kegagalan adalah Force Majeur/Keadaan 

Memaksa. Namun sebagaimana terdapat dalam Pasal 13 ayat (1) 

sampai dengan Pasal 13 ayat (3) Perjanjian dapat dirangkum 

sebagai berikut :  
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Keadaan Memaksa/Force Majeur atau keadaan di luar 

kemampuan/kendali para pihak yang mengakibatkan kegagalan 

baik oleh koperasi maupun mitra usaha dalam ketentuan-ketentuan 

Perjanjian Kerja sama tidak dianggap sebagai pelanggaran atau 

kegagalan sehingga pelaksanaan kewajiban dan atau tindakan 

disesuaikan. Oleh karena tertunda maka perlu menambah jangka 

waktu kerja sama. Keadaan memaksa yang dimaksud adalah : 

1) Huru hara 

2) Perang 

3) Pemberontakan 

4) Kerusuhan-kerusuhan penduduk 

5)  Perbuatan terror 

6) Kekacauan-kekacauan yang bersifat politik 

7) Kebijakan pemerintah dibidang moneter yang 

menimbulkan/mengakibatkan kegagalan pada proyek 

8) Serangan hama dan penyakit yang bersifat eksplosif yang tidak 

dapat di atasi akibat belum ditemukannya obat anti 

hama/pestisida 

9) Kebakaran dan bencana alam seperti banjir, kemarau panjang, 

gempa bumi, letusan gunung berapi, angin puyuh atau segala 

gejala geologi atau meteorologi dan keadaan yang tidak dapat 

dikuasai atau dikendalikan manusia “. 

 

Namun dalam penutup Pasal 13 ayat (3) Perjanjian terdapat 

pernyataan yang cenderung berbeda yang dapat disimpulkan bahwa 

jika terjadi keadaan memaksa, maka pihak lain tidak dapat 

menuntut pelaksanaan maupun menuntut kerugian yang 

diakibatkan. Sehingga pernyataan tiap ayat ini cenderung berbeda 

dan dapat diartikan ganda di satu sisi dinyatakan bahwa Keadaan 

Memaksa, berakibat pelaksanaan kewajiban dan atau tindakan 

disesuaikan karena tertunda sehingga perlu menambah jangka 

waktu kerja sama, dan disisi lain pihak lain tidak dapat menuntut 

pelaksanaan maupun kerugian yang diakibatkan, yang berarti 

mencakup pula pelaksanaan kewajiban karena tertundanya hal 

tersebut. Hal yang cukup menarik adalah pengaturan terkait dengan  

Pihak yang mengalami keadaan memaksa (Force Majeur) yang 
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wajib memberitahukan pihak lainnya secara tertulis mengenai 

sebab-sebabnya, selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah terjadinya 

keadaan memaksa (Force Majeur) kemudian para pihak akan 

berusaha dalam batas-batas kemampuannya untuk mengatasi 

sebab-sebab tersebut, padahal pengelola adalah mitra. 

Perjanjian kerja sama antara PT. Musi  Persada dengan 

Koperasi Produsen Mekar Jaya memuat klausula penyelesaian 

masalah. Klausula tersebut memihak kedua belah pihak untuk 

pembuktian dan mengarahkan pada penyelesaian musyawarah. Hal ini 

menunjukan beban pembuktian para pihak dibagi menurut 

pertimbangan yang adil meskipun terdapat  sedikit kerancuan dalam 

pelaksanaan keputusan arbitrase, sebagaimana dicantumkan dalam 

perjanjian bahwa ;
158

 

a. Penyelesaian masalah yang utama adalah dengan musyawarah 

untuk mencapai mufakat 

b. Jika musyawarah tidak tercapai maka melaui arbitrase dengan 

arbitrator tunggal, 

c. Arbitrasi dengan 3 arbitrator, yaitu dengan ketentuan : 

1) Dalam 3 hal arbitrator yang mana 1 arbitrator berasal dari 

koperasi, 1 arbitrator dari mitra usaha dan 1 arbitrator sebagai 

dewan arbitrator dipilih oleh arbitrator pilihan koperasi dan 

mitra usaha. Jika tidak, dalam 14 hari arbitrator dipilih oleh 

Ketua Badan Arbitrasi Nasional Indonesia. Dalam hal mitra 

usaha atau koperasi salah satunya lali untuk menentukan 

arbitratornya dalam waktu 14 hari maka , mak yang terjadi 

adalah arbitrator tunggal 

2) Arbitrase diselenggarakan di Jakarta (Kecuali ada mufakat 

lain) 

3) Menggunakan Bahasa Indonesia 

4) Menggunakan Hukum Indonesia 

5) Keputusan Arbitrase bersifaf akhir dan mengikat (final and 

binding), sehingga tidak ada banding, bantahan/verzet, 

pelaksanaan. Jika dibutuhkan pelaksanaan keputusan ini 

                                                        
158 Ibid., Pasal 17. 
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dapat menggunakan bantuan pengadilan negeri yang 

berwenang 

6) Biaya-biaya ditanggung secara proporsional oleh para pihak 

7) Pelaksanaan keputusan arbitrasi, 

a) Memilih domisili hukum yang tetap yang tidak berubah 

di kantor panitera pengadilan negeri Palembang 

b) Melibatkan panitera pengadilan negeri lain yang relevan 

dengan keputusan arbitrase. 

 

Sepanjang penelitian yang telah dilakukan, bila ada sengketa 

para pihak memilih bermusyawarah sesuai dengan ketentuan 

perjanjian sebagai langkah awal. Untuk kasus yang sampai pada 

proses penyelesaian sengketa melalui Arbitrasi ataupun Pengadilan 

belum ditemukan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang 

dapat dikemukakan adalah bahwa penerapan asas proporsionalitas dalam 

perjanjian sangat dibutuhkan, karena dapat menjamin pertukaran kehendak yang 

terwujud dalam hak dan kewajiban perjanjian secara adil pada saat pra-kontrak 

dan  kontrak. Asas proporsionalitas dibutuhkan dalam kemitraan perkebunan 

kelapa sawit mengingat kemitraan perkebunan kelapa sawit dibuat dalam 

perjanjian tertulis dan merupakan kewajiban bagi setiap usaha perkebunaan 

kelapa sawit. Kemitraan ini merupakan syarat perizinan serta kewajiban 

perusahaan setelah mendapatkan izin. Salah satu cara melaksanakan kemitraan 

adalah melaksanakan program revitalisasi perkebunan. Dalam hal ini, perlu 

memperhatikan Undang-Undang No 20 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengan Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, 

dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang 

Pengembangan Perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan. Selain itu 

perlu memperhatikan ketentuan  perjanjian yang terdapat KUHPerdata yang 

mencakup unsur-unsur, syarat sahnya perjanjian maupun asas-asasnya.   



100 
 

Penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian kemitraan perkebunan 

kelapa sawit kurang diperhatikan karena posisi tawar antara para pihak kurang 

setara. Perjanjian hanya dibuat untuk memenuhi persyaratan formal dengan 

substansi yang kurang mendukung pihak dengan posisi tawar yang kurang 

dalam modal, jaringan usaha atau organisasi, fasilitas serta manajemen sumber 

daya. Pihak ini dibebani dengan  tanggung jawab yang lebih besar. Secara lebih 

terperinci penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian kemitraan antara 

PT.Tani Musi Persada dengan Koperasi Produsen Mekar Jaya dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pada tahap pra kontrak. PT.Tani Musi Persada hanya melaksanakan 

sosialisasi ke masyarakat. Sosialisasi tersebut merupakan negosiasi secara 

tidak langsung  yang terjadi  antara mitra dengan masyarakat atau anggota 

koperasi. Sosialisasi dilakukan mitra untuk mengarahkan anggota koperasi 

dalam membentuk perjanjian kemitraan perkebunan kelapa sawit mitra 

dengan koperasi. Sosialisasi dimaksudkan untuk mengarahkan pada 

perjanjian baku yang seolah-olah merupakan kehendak meraka secara adil. 

Penerapan asas proporsionalitas dalam tahap ini kurang tercermin karena 

posisi tawar yang berbeda. Selain itu ada indikasi penyalahgunaan keadaan 

yang didasarkan pada terpenuhinya indikasi penyalahgunaan kekuasaan 

ekonomi sejak tahap pra kontrak.  

2. Pada tahap kontrak. Perjanjian Kerja sama antara PT Musi Persada dengan 

Koperasi Produsen Mekar Jaya secara substansi sesuai dengan format 

perjanjian kemitraan, unsur-unsur, serta syarat-syarat terpenuhi, namun 

terdapat bebarapa klausula yang tidak proporsional, yaitu Pasal 3, Pasal 4, 
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Pasal 5, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, dan Pasal 16. Secara umum, pasal-

pasal itu mengatur bahwa koperasi sebagai pihak yang lemah diberikan 

syarat-syarat oleh mitra usaha sejak sebelum dan selama  pelaksanaan 

perjanjian. Perjanjian Kerja sama antara PT Musi Persada dan Koperasi 

Produsen Mekar Jaya  memuat klausula mekanisme dan pengecualian atau 

eksklusivitas yang memperlihatkan pihak perusahaan sebagai mitra yang 

melindungi perusahaannya yang disampaikan secara tersurat maupun 

tersirat dalam isi perjanjian sehinga distribusi hak dan kewajiban terkait 

dengan pertanggungjawaban hukum urang dilakukan sehingga kurang 

sesuai dengan Pasal 30 Peraturan Menteri Pertanian 

No.98/Permentan/OT.140/9/2013 terkait dengan asas di dalam kemitraan 

perkebunan yaitu asas manfaat dan berkelanjutan yang saling 

menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab dan saling 

memperkuat. Walhasil asas proporsionalitas cenderung diabaikan karena 

pertanggungjawaban cenderung pada pihak koperasi padahal secara materi 

koperasi posisinya lebih lemah. Mitra berusaha melindungi perusahaan 

dengan Pemisahan areal perkebunan plasma dan inti sebagai pemisahan 

yang absolut, penentuan syarat khusus dalam penyerahan dokumen-

dokumen kepada mitra usaha oleh koperasi sementara koperasi tidak 

menerima dokumen apapun dari perusahaan. Padahal koperasi 

menyerahkan tanahnya serta dokumen pendukung atas kepemilikan itu 

untuk diurus kembali oleh perusahaan/mitra dalam kavling-kavling 

tertentu. Selain itu terkait Kredit Investasi yang digunakan untuk 

pembiayaan sebagaimana biaya yang dibutuhkan dalam masa Tanaman 
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Belum Menghasilkan (TBM), ditentukan oleh mitra usaha sesuai dengan 

Perjanjian Kredit, padahal pada Pasal 14 Peraturan Menteri Pertanian 

tentang Revitalisasi hal tersebut Perjanjian Kredit dilaksanakan bersama 

dengan Bank. Selain itu apabila terjadi kegagalan perjanjian, 

pengaturannya kurang jelas, karena di pasal yang berjudul kegagalan 

pembangunan areal kebun plasama di dalamnya bersisi gangguan dan 

tuntutan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah gangguan atau tuntutan 

selalu menimbulkan kegagalan, jawabannya pastinya belum tentu sehingga 

dengan pengaturan ini tidak terlihat bagaiamankah situasi kegagalan yang 

dimaksud serta bagaimanakah pertanggung jawabannnya. Hal ini yang 

memperlihakan asas proporsionalitas tidak diterapkan dalam penentuan 

pasal terkait kegagalan. Namun terdapat klausula penyelesaian masalah 

yang menitikberatkan musyawarah sebelum melakukan jalur penyelesian 

lain. Hal ini mengakomodasi adanya asas proporsionalitas dalam 

penyelesaian sengketa, meskipun sedikit kerancuan mengenai pelaksanaan 

keputusan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka penulis mengemukakan 

beberapa saran sehubungan dengan penerapan asas proporsionalitas dalam 

perjanjian kemitraan perkebunan: 

1. Perlu pengkajian lebih mendalam mengenai penerapan asas 

proporsionalitas pada  perjanjian pada umumnya serta kemitraan 

perkebunan kelapa sawit khususnya agar dapat dijadikan patokan yang 
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dapat diingat bagi setiap pembuat perjanjian agar perjanjian tidak hanya 

sesuai secara formalitas tetapi juga memenuhi asas dalam perjanjian yang 

mengarah ke keadilan jika dilihat dari proporsi hak dan kewajiban serta 

tanggung jawab para pihak. 

2. Hendaknya pemerintah mengawasi pelaksanaan perjanjian kemitraan 

kelapa sawit baik dalam kemitraan sebagai prasayarat izin maupun 

kemitraan setelah memperoleh izin, baik terkait program revitalisasi 

maupun bukan, dan pemerintah menentukan batasan-batasan agar 

proporsionalitas itu terjaga sejak tahap pra perjanjian hingga perjanjian 

berakhir secara netral. Selain itu perlu pengkajian apakah program 

revitalisasi sebagai bagian kemitraan perkebunan sebagai syarat perizinan 

setelah perusahaan memperoleh izin ataukah dilaksanakan sebagai salah 

satu program Corporate Social Responsibility. 
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PEBJANJ AN KEFJA SqMA
ANTABA

KOPEFASI PRODL'SEN IVEKAF JAYA

No.01/TMP/V/2o14

Pada hai ni ser6a. lansoar 15 buan AprL rahui 201a Peianlan Kelasama AnlaD Kopsas
Plodusen Mekar Jaya Denqan Pr. ran Musi Pe6ada (un1uk seanlutnya dis€bul'Pedmlan
K6,lasma )mi d bual o eh dan antma :

1 Kope€s Pod@n Mekd Ja,€ sualu kope€s yans d d , kan dan tunduk kopada rrukum n.gaa
F€pub ik indonesiayang dd, kan dengan nohor pendda. NO 01/rMP/ rV/2014 rre*edudukan
d D*a Sug Wads Kecamalan Babat Toman Kabupalei Mus Banyuas n Propm SumateE
searan dalam m6akukan porbualan rrukum n dvJakl oeh Rozm Reawalidan Tam zl
mas nll.mas ng so aku K€lu a S€krolar s dan E€ndalrara Koper6i Produsen M ekar Jaya yaic
unruk me akukan lindakan hukum da am Pedrnlian Ke[6ama n relah meidapd pecetujuan
da Rapal Anggola Kope€s sebaga mana ranyata da am Eer la Acara F apal Anq q ora Koperas
lerlanggal5buranApd€hui20l4,yansirlokopnyasebaqamanaterlamprddmL"mpral
Perlanlian Kerrasama n Lnluk seanrdnya disebd 'Ko P EFAS|'

2 PT. Tan Musi Percada sualu pers€rcn lelbarm yanq ddnkan berddad,€n peEtuGn
perundang undangan Fepubik hdonesia be*edudukan d Jakana seal3n. daam melakukan
peiouatan hlkum in d@kii oleh Benoy Ioens, benindak daram labatannya seaku Di€krur
U lama PT lan M usi Pecada, dan o elr karenanya berl ndak untu k da
Pe6ada unlukseanlutnya disebul MmA USAHA

KOPEFAS dan M ITFA U SAHA se anlr'l nya s{aG bereama sama d sebui Pah PihaL

Para P rrak rerseb ul d aras le{eb h dah uru m en emngkan sobaqai berikd

a) Bahwa koPEFASradaah wadah dar anqgota koperm yang berada d Desa su! wa6
Koamalan Babal Toman, KabuFalen Mus sanyuasf Frop ns Sumal€ra Seatan.

b) Bahwa MITBA LISAHA adaah perusahaan yana berge€k daam bidan! p€*ebunan keapa
sawl yang memik area perkebunai d r.sbupaten n4us Banyuasn Fropnsi SumaleE
sealan (untuk seranlutnya disebut Area Perkebunan ) sebagaimana .libuldkan dengan
d oku m en pendlkuno anbra lain :

. slrat Kepulusan Bupai \,lus Ba.yu4n lertanggal 4 oltuber 200/, Nofror
999/KIPS/ U PD SB U N/2007 te ang ienta ig Pembedan z n Usaha Psrkeb unan ( U P)
kepada PT. TanlMus Pereada

i. Keprnu$n Bupat MusiBanylas n, hlangga 4 S€ptember 2007 Nomor9r3 t€ntanq
Pembedan zn L.k siuniuk Kepeduan PembancLnan Pe&ebunan keapa sawr PI
Tan MusiPersada

sainan dar dokumei-dokumen pendukLng teBebut di atas sebagamere ierampr daam
L.np 6 2 Pel]anr an ri€iasama ini

c) BahM MTFA USAHA dan KOPEFAS akan membanqun p€rkebu.an keapa sawit poa
kemtran s€us 132,77 Ha (seEtus tga puluh dua koma lullh puuh luluh) hekk yang
reretak d Desa sug wa€s Kecamalai aabal Toman Kabupatef Mus Banyuas n Prcp nsi

d) Bahwa KOPERAS dan MTBA US,AHA telah sepakal untuk frengadakan ketasma pola
k€mitraan darm pembangunan dan pengeloaan Alea Kebun Pasma dan pemanlalan
seanl'nnra darl Arear Pe&ebunan menurut sya€t syaEt dm k€rentuan'ketenlMn daam
Peiaiian Kedoama



Bddasa*ai ha.hal lercebd di alas,
meiandaranoani Petanlan Kerlasada in

3.

3

Para Phak dengan ni sepakal unluk membual dan
denqan sya€t-syarar do kelentuan-ket€nluan sbala

Ahemarr Peny66eian s€ngkela t erarl suatu cam p€nyel€saian bermsaarrsn/s€nlk€la yang

terlad antara Paa Phak serrlbunqan denqan Pedanran Keiasama ., msanya bsuFa
f6ilas. neoce, ekonslasi, medl6 atau arbnase.

AnAAota KOPEBASI beEn o€no oEng yang pada tanooal Perjanjan Koimama ini leah
memenuh syerat syarat k*nggotaan KoPEBls! sesua denqan AnggaEn Dasr KOPERAS!

dan t€rcatal daam Buku Dafrar Anggora KOPEFAS, sena bdailar dalam Daltar Anggola
KOPEFAS sebaqai pserta PrcgGh Psma/Revlalisasi Pe*ebunan ymg loah diletap!,Gn
oeh Bupat dm atau instlnsir?ng dtunjuk ssua d€nqan peEtuEn yanq bsaku.

angsu€n Kredir rnv6t6i K€bln beraniangsuGn yang rra.us d uiasi oeh KoPEFAS unluk
bava pembanquian Area K€bln Fasma yans dibilyli oeh MlxA USAHA EeMrnya
angsuGn sesua denqan ladwal pembayaan pada peGiriai kedit yanq di landa-tangan
antaG (OPEFAS d€ngan I,/TRA USAHA Adgsurd yans dmaksud dhtunq dai hulang
pokok dan b aya bunga yang d bebaiGn o err KOPERAS

A6al K6bun P 6ma beraniselutuh okas alau lemoal s€ uas 132,77 Ha lseEius i qa puluh dLa
k.ma tuluh pu uh iuluh) hoklar merupar€n lalran yans te ah d lentukai dan d peru ukkanseda
merupakan tanah yang dapal dlanamib€daerk n l.erenruan tekns aqronom. unluk dapat
dibenluk meijad k6bun k€rapa uwt s6ua denoai pera dan peijnan yang lelarr ditenlukan
dai daahkd o€h nstans yang bemenano me pul uas, pela ok6l gars batas dan gambar

siruasi/gambar ukurnya, sebaqamaia d pelakan seb€qamana lerampr daam LampEn 3
(Pera Arcd Kebu n) Fedanj an Ke,asama ini

B aya lNes:lasi adarah lumlah selururr ua.o yano d guMkan membiayai kegiatan p€mbangunan
kebun kELaoa sawil s€cara lan'tsuno meloul antara an poses pec6pan awa pembbtan,
peny apan ahan. p€nanaman pemelirraEan Tanaman B€lu m M o.gh6i km lu nl uk * anldnya
disebul 'IBM',), dan F€mbangunan pmaEna penduku.o seperl pembangumn Jahn,
jombalan kay u sa um (qorcn s soono dai pasar hama

6. Biaya Panen dd AngkL,l adaah semua baya dan uang yaiO dikelua*an untuk membayai
k€o'a1an pemelkan. pomanenan dau penodqkutan Tadan Auah S€otu (untuk seaolutnya
dsebut lBS l smmi ke oablk o mpal an r?ns drLiluk

Bay6 Pemeihad beErr iumah *luruh biaya da. uang yanq digunakan KoFERASI untuk
memb ava *uruh reqaran pem€ ha€an mulaidar bay6 p€dwalartpme haman pada saat
TM lMasa Produksi)r baya pome ha6an p@€na jalan, rembatan dan nfastruklur annya:
blaya pmen dan anokul ser@ biaya'biaya lainnya yan g limbu pada saar TM (MaM Podu ks ).
Biaya umum lo@r@d c6, berarri jumlah seluruh uang yang d bebanGn oleh MIIFA USAHA
kepada KoPEFASI sebesr 5% (iro pereen) da biaya nvosras pada piode TBM, dan
sebsr akruar yang d keLua*an M TFA USAHA pada piode TM.

B a!€ MoaOom6n (Managemenl Fee) beddl rumlah se uruh uanq yanq dlbebankan oleh NIITBA

USAHA kepada KoPERAST seb6ar 5% lma peEen) da Baya nv€slas pada p6rod€ IBM
dan seb€ar 5% (ma porsn)dar seuruh pendapatan penluaan TBS dikuranOidengan baya

baya panen dan angkut se''6 lraya-lraya lannya yeng me.upakan
kewal ban dar Ko PERASI \€ n9 dike ua*an II|TFA LTSAHA pada peiod€ TM (Mae Prod uks ).

P4alank'ia$m8&b€Prr sLPs$e#4,i *,/ t



Bunqa Kredir beEft bunga moda yadg dpe,htunqkan seama masa TBM dan TM ymg
bsarnya akm direnlukan oreh pihak M TRA USAHA alau Bank daram Peianlim (rcdit

rr For.6 Maj{E be€rl sualu ked&n atau kondis di ua kendali PaE Phak, yano t€rrad dm
daam saah satu phak arau Paa Plrrk ssuaidonqan k6lenluan Pasal 13 ayal 3 dalam

21

Kebun rntr ada arr kebu n m k M TRA USAHA d Kabuparen Mus Banyumln dan telah d kuaui
seda masuk dalam area lzii Lotas unluk Kop€iuan P€mbangu.an P€rkobunan Keap6 sawt

Pembanoonan a€dK€bun Pl6ma beradiselap dan solruh k€gialan pereiapan, penr€dhan
ahan, peianaman, pengembangan dan penqeloaan Area Kebun Pssma termasuk
pembangunan pEsa,ana pendukuio berupa pembualan laan, lembalan, euran (coron!
qo6no)dan paoar lrama pada Are

17. Pemdhamn Areal Kebun Pl6ma b€€rl kegaian pem€lha,@n ranamai keapa sawt yaq
meipd pmbuarai pidnqan. keqalan pemu|aan, pengendaian oumat/liama penyakt dan
p€meliha@n p6a€na Areal K€bun Pasma ya.g me Ful kegaran pedwaran jaan pari
jembaran kayu dan Ferbarasd kebun.

Pmdapatan Kotor berarlip€ndapalan yang dpebleh dar penluaan IBs bed6arkan lraEa
Pome[ntah oaedh s€16mpal pada p€r ode ler*bd

Ke*rsma beddl sdiap dan s€ruruh k€g'alan arau Lsaha yzns diakLkan untuk perciapan
penatmaan penanaman. Fembaiou@n dan p€n!€mbangan p€noeohan k€bun keapa swh
yang d akukan oreh MIRA USAHA dan KOPEBAS untuk menapai ruluan beGfra
sebaqaimam d maksud & am Peiani an Ke'l6ama n

Kredit hvesr6l K6bun adalah serieF dad seururr rumlah uang yanq dberkan, dieu an,

dlpnlamkan se/6 dike.llkan oeh phak MTBA USAHA (sebagai krcdilur) kep€da KoPEFAS
(sebagai debtur) yang digunakm unluk pembangunan Ar*l Kebun Pl6ma muai dar
pers apan awa smFai dengan llr t€masuk Blaya Mmagemm (Managflenr Fee) sebesar 5
% lima peEen) dar Baya nvesl6 baya Fembualan sertfkat dan Bunga Kredt yang

besatrrya akan d tenlukan o err p rrak M TEA USAHA

Lffpa beEdi sluruh lamp€n yang diekatkad pada Peianlan Kerrdama ini yang

merupd,an baq an vanq nleo€ dan lidak terpsarrkan dar Perlaniim K6rr6ama n

Pondapalan B66h berarr Pendapalan Kotor dkuroO denqan Baya Pembangunan den
Pem€ haEai, Baya Manaq€men (Managemenr Fee) Biaya Panen dan Anqkul dan Angsumn
Kredt lnvstd Kebun berkul bunoa rrngqa lunas sena biaya-biaya lain.ya yang mungkn
t mbll se ama Janqka waklu Kedesama ii yang d sepakari o 6h Pa6 P hak.

Pe4anjim r(€d it ada ah Perladlian (led t anram M|TFA usAH A dengan KoPE FASI

Taah Anggoh KOPEF,ASI adaah tanah yang berada dlsektar ok4i MTRA UScHA yang

direnrukan dan diperudukkan bagi Anggota KoPERASI uniuk Pembaigunan A@L Kebun

keapaewtsamDa densan berumur 43

keapa sawit yang sudah berumur 49
daur ekonomrs yaitu eb h ku€n! 30 liso

(empat pu!h de apm)b!an.

lempal puuh semblm) bulan



IBS adaah kuernias per salu satuan Ennan buah lanaman keapa sawll vang teLah dFerk
dan a1a! di.an€n rerdn da s€ uruh landan Buah seqar dai ar€a K€bu.Fasma

MAXSUO DAN'IUJUAN,
SEFTALANDASANPERJANJIAN KERJASAMA

Marsud dan tuluai dari Peianian Kerj6ana in adalah nJensadakan Kedasama vanq
be esmmblngan dan sanq membduhrian d aftaE Para Phak unluk menbanoLn dan

menge ora area K€bun Flasma sena memantaalkan dan mem€ ha€ A

Pedanllan Ke{6ama n d aksaiakm oleh Pa€ P rrak berdNa*an P€raluran [lenied Pedan an

Nomor 33/P€rme an/OT 140/7/2006 tentang Penqembanqan Pnkebunan Meaui Program

B*iraiesiPo ebunan. langga 26 Jul 2006 (untlk seanjulnya disebut 'Pemonlan 3/2006)

u ntuk m€ocapai maksud dan luruai dar Peianj an Kelasma sebaga mana d sebut dalam arEt
1 Pasal n, KOPEF,ASId€ngan nimenyerahkan pembangunan dan penoeolen Arca Kebun

F asma yan! dipetuntukl,an u ituk area K€bun P asm a sebaglimana diu ra r€n da am Lam p @
3 P€ianjian Ke{asama ini, u.luk dibangun dikeloa dan dperraG slururrnya o€h MITRA

USAHA ssua d€nqai syarat dan k€lentuan yanq reradum ddm P€ianrim Kerjasana nL

DOKUMEN DOKUMEN KOFEFI'S

Seborum menandaknqaniPedanlan Kelmama n, KOPERAS iealr meeiokapidan menverahkan

kopada M IBA USAHA dokumen dokumen as i atau lotokopi yanq 4linya dilunlukkan kepada MfiBA
USAHA arau pihak- p hak ya iA d luONkan oloh D reksi M TRA USAHA ya iu anlara a n bedkut:

r. Bqta AcaE Bapar lnooola Luar Bea (untuk seanlulnya dlsebul MLUB ) KOPEBIS

langgar 13 bu 5n Ma@t lahun 2O1 4. yang menyarakan sebagai ber kut :

0 Bahwa MLUB KOPEBAS membeikai Oereeruruan dan kuaM yano tdak dapal dila k
alau dicabui kemba i l,arena sbab apaoun iuga kepada Pengu.us KoPERASI yang telah

dtunjuk untuk pedode kepenqutusan yang sedang beiaan d kepada paE
penggantnya yang dhunjuk unluk p&od€ porode kepengurusan berkutnva urnuk

menandalanqani P€lanllan xei6ama. borkul perubahan perubahai do pembshatuan
p€mbaharuannya yang silaklu waklu akan d landalangan , dengan keleniuan kel€ntuan

P6i.n an Ke,6ama yano danslap paflas oleh Pe.qurus KoPEBAS se(a untuk
m€nv6Elrkan Tanah anooola KoPERASI kepada MTBA USAtsA guna pelaksanaan

P€ianianKerasma nl
i!L) Bahwa RALUB KOPEBAS dembedkm peMluluan dan kuasa v!.9 ridak dapat dilarik

atau d€bul kemba karcna sebab apapun juga kepada Pengurus KOPEBAS|l,ang leah
dilunluk unluk perode kepenourusan yan! sedang b€rlaan dan kepada pam

penggantinya yanq dtunjuk untuk perod€ perode kepengurusn bedkutnva *lama
bedakunya P€4anl an Kerla$ma. u.1uk I ndakanl ndakan sebaqai b€dhx :

a menoalukan permohon4 kr6dt k€pada MTFA usaHA ierkail unluk pendanaan

oe aksanam Feiaii an Keissma
b menandatangani pedanrian k€d I dengan M TRA UgAHA dan dokumen dokumo

ain vanq ierria[ d€nqan pedan]i6 ked t temNuk surat Pensakuan Hurano j ka

disyaraikan oeh MITRA USAHA yaio member km faslitm kredil ufiuk pendman
pelaksanMn P€rlanlian Kerj4ama

c. meakukan tndakanlndakai hlkum yans le*ait dengan perabanaan P€ianjan
Kerasama

.r membedkan kuasa L€oada MITFA USAHA dan ohak Dhak vanc diluqNkan o€h
DGks M IFA TISAHA untuk meakukan seqaa t ndakan yang d anggap perlu dan
s*ua dengan peEluran yang beraku ufiuk mencapa maksud dad pemberld
kuN in dan Delaksanaan Ptaann B.itali*si Pakeb@n s6sua denqan
Pedanjan Keiaema

*,t.a



3.

Dokumen dokum€n egail6 KoPEFAS dan Pmoutus KOPERASI yang todid da :

0 Akla Pendnan KOPEFT"S seb AnSgaEn DaMr KOPEFAS
(i) Perceehan dai Pendaltarm AI(, P€ndran KoFEHIS serta Anggad D6a

KOPERAS berdasarkan Keputusan Menler NegaE Kop€GSi dai Usalra Ke dan
Menen€ah Repubrk .do.6a Nomor 4/EH/ /2014 renbnq Penqsahan Akls Pend ran
Kooera' Produsen l,,lek Jaya, tenanqqal2l Februarl2014

SuEt Pemyaimn asldar KOPERAS|tenangga 15 buan Aprltahun 2014, yanq menyalakan
barrwa KoPERIS *lma berLaklnva Peran an (sena in, tdak akan pemah m€nunlut
pengembalen A@l PelkebuM PI6ma yang dissahkan oeh KOPERASIkepada MTRA
USAHA sehubunqd d€ngan FeEnjai rcrr4ama ni

surd penyatmn bar&a KoPEFrs bak secaE beEama sama pe6.angan, maupun
menqarasnaror,€n KoPEFASL tdak akan menuntul sant rus ate ranah, hak lanam lumbuh
dan alau hak hak adar le radap Kebu. di m ik MIIFA usaHA term6 uk i dak akan menuntut
has poduks TBs hak untuk mengeloLa 1anah dan mendEmiKebun nt mIkMTRAUSAHA

SuEt pemyaran da KOPEBAS unluk menlual has prodlks TBS hanya k€pada MTBA
usAl lA berdasarkan harca yans diretaFk n o err insians tBrkail

7. Sual pernyarsan da KOPERASI dan alau anqlola anlqotanF unluk tdak akan menjua hak
keFemrkan ahan Areal xebui P4ma kepada prrak lain slrma langka Mnu Perlaijan

PEL4
ABEAL KEBUN PLASMA

KoPERISI msyedhkan tueal Kabln Plmma sebagamaia dperakd didaam Lamp€n 3
berkLrt seuruh lanaman yang tufibuh dislanya kepada [llFA USAHA unluk dkeola
dmsm penye€ha. Arcal K€bu Pasma leGebul adalah pada saal Pedmliai Keiaema n
diranda langan kedua bebn phak drn alas penyqahai re6ebut KOPECAS baik sekaGng
mauDun di kemud an hai lidak m6nqsdakan tuntuhn ouoElan maupun pem nlan gmli rugi

deioan dasa dan alasan apapun dalam b€ntuk apapun kepada M IflA usaHA

Area Kebun Plasma tersebul akan d lata uranq lokasidan penguaeannya, dmgan kelefiuan
Al€a KeSun Pr6ma s€ uas 132,77 Ha (seEtus t ga pu uh dua kma lutuh puuh tuiuh) heldar
arau sebesar r00 % (sralls p€6en)dad area terbuka sebagaiar*lkebun keapa ewn
sbaga mana dz'lam LamD €n 3 yan! d serahkan o eh KOPEFIiS kepada M TRA USAHA untuk
dibmgun dlkeo a dan d polha€ oeli MTRArlSAHA.

Mfiea USAHA menlamin kepada KoPERAS u uk melak anal,an pembsngunan pengeloen
dan p€mdha@n pada Arml kebun Pasma b,aikut pmbanau.an praeram pendukungnla

berupa pemb uaran !a an, lembatan saluran (s orcns soro ns) d a. Fagar h ama

4 KOPEFAS menjam n kepada M ITFA USAHA s€ am a m asa Peda ni an Ke4asama in KOP ER,S
tdak akm menjue area Kebun Plasma dan aset KoPEBAS . seda TBS oleh 6eb€b apapun

seda kepada p hak manapun

Danar Anggola KOPEF,ASI sobagai peseda
dan/atau akai dielaDkan.leh Bupalidan arau

Pb$an Retitalcsi Pqkeb@n y6a .can
insians vanq dituniuk sesua denoan peratumn

P{4lruk'jasm!a6€Prr uLPss !er



KOPEFAS meijam . bah\€ Area Pe*€bunan ymg disohhkan kapada MITBA LISIHA untuk
dibaigui d keoa dan dpe hara:
a Tdak €Ganqkd ped€E dan/atau sengkela. tdak dilamink2n atau dgadaikan kepada

pihak manapun l!ga, iemasuk L€pada peiduduk penslaGp lnsransi pemer ntah
b B€b6 s lam olerr p hak nanalun lLoa_dal .- .Fd|.' ob/dr eia riddoqd' osaL 'dnap., 

j.q.
d BahM d kemudan hari KOPEFAS lidak al€n pernah mLnrnlul Arerl K€bun Pasma

yang dserarrkan orerr KoPEFAS kepada MTR,A USAHA unluk dikemb€ kan kmba
r.€pada KoPERls seama berakuiya Perlanjian KeGsama ni sebaoamana lemy"ra
daam sural Penyalen dad KoPERASI bemere€ cukup tedangga 15 buan Api
lahun 2014, yans i.1o kopinya sebaqEirona tsampir daam Lampi€n 4 Porlanlan

S€gaa lunturan, Ouqatm p€mnl&n garni ruoidenoan dasar aasan dan daam ber'tuk
apapui sehubunqan dengan penyerarran penqeloae dan pembang
dan KoPEFAS k€pada MrTBA USAHA daam €ngka peaksen P€4anlian Kela*ma ni.

ba k s6ka€n! malFln d km ud an hari men ad tan!! unq lawab drn €slko sepenuh nya darl
KOPERAS, karenanya KOPER!€r wajb dan dengan n mengkalkan dir u.nuk
menyol6akaniya dan sekalgus membdkan pembebasan sepenuhnya kepada MTBA
usAlala.outet.nah s4dat s nqant ru! 1e6ebut.

7. Paa Pirrak lelah sepakal baliwa loks Aed Kebun Prasma ierpsah dar Pe*ebunan hr yang
d mik M]IFA USAHA dai Arer Kebun Pasma rercebut r6ah d rerapkan dan d sDakari o€h

Pes
STAIUS ABEAL KEBUN PLASMA

siaius hak ard t6ah Area Kebun Pasma adalah sedipikat Hak Mik (sHM) al4 nama Angqota

Pasal6
PEMBAYMN DAN AGUNAN

1 Biaya unruk Pefrba.gunan Area Kebun Pasma dan Pemelirraraan Area Kebun Plasma pada
masa TBM akan dimbl dad Krcdl nvetas Kebui yaig d peroeh KOPERASI melau hsiLlla
pinjman dar MIRA LISAHA yang diusahakan bersha oeh MTBA USAIIA dan KOPEFAS,
dimana bmamya kedt nvesrasiKebun rereebut al6 d t€nlukan oloh MTBA USAHA s6uai
denoan p orjani an ked t y€dc akan d ianda tan gan or6h M|TRA u sAH a dan KoPEBIS

2. Alas pinjman kedir da MITFA USAHA KOPERIS be €Mlban untuk menye€hkm
d.kumen aiau serr i kat hak aGs Ar4 Keb un P asma sebaqa ag u nan kedil

3 Nia (r6dit nv€slas Kebun tersebul darN dapat betubah setap waktu to€anlung keb'Iuhan
arauDun oeny€uaan karena adanva perubahan kebFkan pemeftah, msanya perubahan

rta nata@na asna \M/etut kena k3n harsa pupuk dan bahan bakar m ryak (BBM), roka
penambahan baya.biaya teGebd akai dtambahkan s{a€ anosuno pada K@dil l@tmi

FgrilEi k4eam! lihE Prr4 MG Pe6& e4ar



MEKANISME PENGELOL-AAN

Pembaiounan dan Pei€eoaan Arft Kebun Pl6ma akan d kuasal dan diaksmarai
sepenuhiya secad ekskusl oeh MIRA USABA s€suaistandar penqeohan seha Jangr€
wakru Keisama yanq disebutkan daam Pasa s P6rlanjian Kedema ni, dengm biaya
pambangunan. ponaeoMn dan Baya umun t4sebd dbebankan

nq behubungan d€ngan Aredxebun Pasma dan p€mmaahan
intefial KOPERASI merupakan ingkup k€la dan langgung jauab KOPEBAS sopenuhnya

l.

5.

Harga yang digunakan daam
Pemer dahan Kabuoatm [rus

PENDAPATAN DAN B AYA

men a hasl penluaan TBS b€rpedoron pada kelentuan dar
Banyu.s n dan alau Pemer riahan Prop nsi Sumale€ S€ slan

Has penjuaan TBS keapa swl pada Masa Pembangumn s€1€alr dkuranq dengan Biaya
Managemen (Menagemenl F€e) Baya Pombangunan dai Pemelharaan Biaya Psen Baya
hgkul dan Baya Umum serla baya baya annya yano merupakan k€wrjbm daiiKOPERI€I
(epab a ade), 1 dak al,an d bag kan kopada KOPEFTI] me a ikan akan d simpan prda rckening
KOPEBASI sebaqa dana edangan ope€s onal be[kutn]a y.ng F€nggunaannya trtrus dengan
pehbe'itahuan se.ara reduls kepeda MTFA USAHA Jka Biaya Manacemen lMamgemenl
Fee) dan Biaya Pembanguian dm Pefre haraan sudah temasuk daam prcgEm pnlaman
MTBA USAHA fraka hdl pentuaan TBS hanya aran dikuEiQi dengm Baya Panen dan
Anokul serla baya biaya af yas menlad ktuaiiban dar KOPEBTs

Pe,la.lr (er4ama k6PrhD ks Pe€*4Ne -"f I

!6pek aqrc.omi lerd r dai. sebaqai beikut :

a. Masa P€mbangunan Areal Kobun Pasma sampa densan t!.aman borumur aB lemJrat
puuhd€apan)buian(unluks€anldnyadsobu MasPembaisunan')
Pada Mae Pembangunai ln, MTBA USAHA b.drak mendaparkai Biay? Managemen
(Manaoemenr Fee) dan Baya umun

b. Mas Poduksi Arca Kebu n P asma adalah serak se 6a nya Masa Pem banqunan d mu a
pada waktu laman borumur as lempar puruh semb tao) buran smpa denoan ranamai
b€rumur 30 [iga pu !rr) lah un (unluk seran]ur nya drsebul 'Ma* Pmdutc ' )
Pada Masa Produk in M'RA USAHA be rek m€ndapalka. Baya MacQsei

MIEA USAHA menqarur dan merencanakan pencadmgan dada E plantng dengm
peEetuluan KoPERAST selearr dunasnya pnlaman pokok MTRA USAHA sefta

IVIRA USAHA menjann KOPERASI bahwa sdfra Janoka Waktu Kei4ama akan
memperoeh perakuan peDoeoan l,ebun y€no sma d€nqan kebun kebun tainnya yang
d ke ola M TRA USAHA, s6uai d€ngan standa penge oren yan! tetah d sepakat Para P hak.

Pembayad awal ArealK€bun Pasma dan baya an yang dipedukan KOPEBAS (akan dan
arau) re ah d danai me a u dana iarangan dar MTFA USAHA. Pembayan awatleGebut d ai6
(aran dan atau)lerah dire,oa oeh KoFEBASI dan atas dana laanqai ii KoPEF/.s walb
membual surai ponoakuan huraio kepada MTRA USAHA dan akan d perhiruiokai oell
M IRA USCH A. AtN dana hurana dan ra anqan 1e6ebur, maka KOPEFAST meiyer uju bahwe
dana taangan akan dikenakan blnqa lidak meebhider l ngkat suku blnga yang ditetapkan
obn M|IFA USAHA untuk Kebun P asma n.nt nya



5.

Hasi penluaan TBS keapa saw( pada r2 ldua ber6) buan penm
sebaga mana d arur da am Peianl ai Kedit antara KoPERAST dan M TFA usaHA (mana yano
ebfr darru!), setearr dikurans denoan bunoa. Bala Mana9em6n (Manaqemenl Fee), Baya
P€mbangunan dan P6me haman, B,aya Pmen dan Angkd B aya umum sena biaya-b aya
a nnya yanq merup€kan kewaliban da KoPEFAS lapab ra ada) lidak akan dibagikan kopada
Phak Penama melankan akan dsmpan pada rckenno KoPERns sebaglidana cadangan
operdiona berkutnya yang F€ngqunennya lrarus denqan perslujuan reduis da MITBA

H mi penlua an 18 S ke apa swir pada usia tanaman berumur 6l (eiam puru h salul buran seiak
lanam dan solanjurnya akan dllrturu alas d6ar P€ndapatm Be6ih penruara rBs dengan
ket€nlum hasi penjualan TBS kelapa sawit seleah dkuranlli dengan b€ya.baya alnad ain :

angsu€n pokok Finlamai besei€ bunqa (empa seuruh pinlamn den bunga drun6i), Biara
Managemen lManaqenenr Fee). B.ya Pembmouian dan PemeihaEan Baya Pamn dan
Angkul. seda baya-baya annya yaql m€tupakan kewajban dar KOPEBISI lapabh ada)
(untuk seranlutnya d sebut Pendapolan Be6 h '1.

Apab a h6i penluaan IBS dan dana cadanqan operas ona yanq reEmpan d dalm Gk€n nO
KOPERAS pada Masa Pr.luks rdak men.ukup uniuk pembayaran angslrd pokok p njm4
dan atau bunoanya, maka KOPEBAS akai memb-4 kan kuasa kepada MlmA USAHA u uk
hei€r fas ita kedrpinraman baru dan abu penjadwaan ulang las itas kredvplnlaman baru
untuk freiLnup keku€ngan dana tersebrn Ate lasi16 kredrpnlaman baru ie66bd. mara
KOPEBASI akan menyduiu bahua pinraman akan dkenakan bunga sosuai d€ngan yang

KOFERASI waj b menan gg u ng b aya b aya *baga mana rercebut di bawah n :

0 Biaya pembanc u nan dai pei ge olaan Ar*l K€b un P asma temasuk b aya pembualan dai
pemeL haraan saEna d an p@rana yang d per ukan baya peme harMn bnaman termasuk
biaya pupuk dan pemupukan, b@ya panen, dan tansporlG serta bar€ baya a nnya yang
merupakan kewaliban dar KOPEFAS lapabile ada).

I ) B aya l,,lanageden (Ma.agehent Fee) *b6ar ba k psda Mae Pembangumn maupun
pada Mas Poduksi Kebun Hasma

M Palak Bum dan Bangunan (PBB) dan alau palak p3lak an.ya )6ng berkalan a1e A@l

7 Atas bq€ KOPEFAS sepenuhnya, MmA USAHA akan membamu KOPEFI"g daram mengurus
sen o kal sHM Alear Kebui P asro atas .ama Anqqola KoPEFAST.

3 B€rkatan dengen Pasa ii KOPEPAS denqan inl men alakan *€ra tegas akan menyelujui
smua pehlungan ylng al,€n dlakul,€n oerr MIIRA USAHA s€cara lransramn lrp

3.

Pasar s
JANGKA WAKIU KEBJT€AMA

FelJanlian Keda*ma .i beraku uftuk langl,a Mklu :O (liga puluh) lahun, rGrhitung @iak
Perimllan Kelasama n ditandalangan oeh Pd€ Phak (unluk $lanjutnya d*bd Jegka

Jangka Waktu K€4Nma dapal dpepanlang kembali dengan kelentuan dan sya@i sya61
yaio dsetulu dan disepakarl k€mudian oerr Para Pirrak yanq akan dsampakan paino ambal
2 €ual rahun sebe um Pe,anj an Kedasama ft beEkh r
Seama Janqka wakru K€@Mma, Para Plrak ldak dapal menghe kan k4lema sea@



PMllo
HAK DAN KEW}"] BAN KOPEFASI

a Pada waku IBM me iPLni :

li) Mempeoeh nirrmasidar MIIFA USAHA lenradg h4i peiaraan uang aras A@d
Pe(ebuian yang diakukan oreh M TRA USAHA

li) Memosoeh inromasi dad MrTFA LISAHA renrang ' penye saian pembansunan
Areal Kebu. Pasma antaE an pe*embanQan pembanqunan pEerana
p6ndukung seperl pembangunan jaan l€mbaia. sauEn lgoronq qorong) dan
paga rrma ssna Enanaman keLaFa $w t.

b. Pada waktu lM meipdil
0 Memperclerr inirrm4idm menema aporan pada setap buran rre{aran m6ns€na

Fengeoraan dai pemerharmn Ar€a Kebun Prasa dan hmrpm6n keapa ewt
dar MrFA LISAHA, l€masuk Ferhitungan hasi penluaan TBS sesua d€ngan
kerentuan FNI 3 Peianl ad Kerr4ama ini

() Mener na Peidapatan B.rcirr da MTFALJSAHASdapsebu
raporan rereerrd selraqamana dtur pada ayat t huruf (b) 0 %sd 10 ni.

2 r esal'ban toPEBAS|.

. Meaksanakan m€ns€€ksi caon P€sefta Petan Pasma luntuk
seanlurnyads.but oPPPI anqgora KoPEFAS berdasa an kt$a yanq dilotspkan
lntuk menladi p6$rta Prcgan Belikli,*i fb*ebumn bedasrkan P€rianlan

- Membeakan kuma dm w€wonmg pengoloaan sepo.uhnya alas dana k€dit ,ang
dpercl€h KOPEFIS kepada MTRA USAHA unluk Pembanounan Are K€bun

M ela!,€anakan dan menye esa kan 6-kav ing Arel Kebu d F46 ma
- Memberkan kuae penurr da ptua anggota KOPEHASI ui1uk menourE

pembaiounan dan peng6oaan k€bun d6ma yang dikeola oeh MITFA USAHA. Jka
lerrad perubarran pengurus, maka tuasa lercebut smara olomals akan b6ra rr

Membayar mgsu€n raangai dadalau hdanq berkd bunga sellao buan kepada
MTBA USAHA denqm aa sebagaimana dalur daam Fasl 3 s6mi dengm
kerentuan yang lera um daam p,pdanlan penqakuan hulans dan alau p€ranjan

Menlua slurulr TBS kopada MITBA USAHA dengan harco yang berpedohai pada
ket€nruan yano dk€luarkm o€h onas Perkebunan PrcvnsiSumat€€ Sealan dan
KOPEBAS dra€ng unluk menjua TBS k€pada phak lan s€ama Jangka Waltu

Menanggunq b 4a'b aya yang dmak€ud dalam Pasl 3 ayat (7) Fefanlian xedasama

M€mba kan kuasa dan wewenan! p6nuh kepada MIIBA UMHA uillk Pembanlunan
a* Kebun Pasma dan Pemerrr remasuk p€mmenan dan
pengangkuran IES selana Janqka Waku Kermama berlangsunq.
Dengan pdsetujum MTBA USAHA beke4a sma deogan MiBA USMA untuk
mencegah dan manqmankm Aea Perkebumn dan luea Kebun Pasmada gang€uan
yang limbul *ama Jangke waktu Kerjasma, dengan kelentuan apabla qEngguan
ieGebut diaras adaah gmgguan aktal alau sehubu.gan ileigan hal hal sebagairona
dimar€ld ddm Pasal 4 ayal 5 dan ayal 6 Pelanllan Kerlema n mar,c denlad
ranggung law6b sepenuh.ya dtu KoPERAS dan KOPERAS meindung sefia
mefr bd kan pembebaMn sopen uhnya kepad a M TRA USAHA dar gengguan te.sebul



HAK IIAN KEWPJ BAN MTNA USAHA

. B€Eama.sam. dan den€an banluan sep€nuhnva da KOPERASI mengurus pros6

aedilil€si SFrM alas Tanah Anggola KOPERASL denqan bebai b ava dar XOPERASI'

r,r""***r." o-*am ,",rq 
"t6 

aea Pe ebunan vanq ds€rahkan KoPEFAS

yanir akan d bangun menladi Areal Kebun P asma
i"r"rik*-r- pi*oa"q,*" Area Kebun Pasma sebaqaimana ,6ns lemak'ub

daam Pael 4 aval I lesebut di aras berkul odsama Fendukung varu
pembanou nan ra an. lembaran kav u Mlu ran (oorcn q qorong) dan pagar h ama

h hds Mrdu TM meLout
dpaod ioDLa^!'pooc b d bdruno'Flerah

KOPEAISI men€rlma apoEn buLanan bulan seboumnva sebagaimana dmaksud

pada Pasal I o ayal t hurur lb) 0 berdasa an pelhtungan vaig dimaksud pada Pae

- Membe se uruh TBS .lai fte kebun Pasm dengan ha€a vanq beDedomsn pada

keie uan vanq d keLuarrian o eh Pem& nrarr Daerah setempar

Meq€o" ";d r"o.n -ra5.a "q re rr'p.egaL ocYe.'a@' L6bn.

*-;rr:^ ..manenan dan oenarnqru rn rBS
n.".* -",*ra, " %,r o;,a ,-o r€nFga'o' 'a'garako'*l,i. e,*' re", Drd -c oo' qa'qq'an ,"'o I'o. e'a'6 "'sl. w"

PNll2
KEGAGAL-AN PEMBANGUNAN AREAL KEBUN PI'SMA

d.' oo ld !.od' 91oo d ga'oo'dn dd a"'
,;i,.,,," -" oot".:" oq .ooEo} | dngqoL .oq oo oar oeo'an@n 'a..,; :;.", -." ; "' 

''dla' a-o dbrL' d'dard '
;;;;",;";..*, " i --,v,*
""" 

"-1.,. 
"onrm" /a'ordnooa . e apobb a or; d'erra''- oFnv q usrr !d5'

irnne uiAre bgn"r..",i, m, ernk untuk menqEmbi anskah anskah huku m vanq d per ukan

Monerma Alm Kebun Pl4ma dengad hak ufiuk mombanqun menqeloa'

m 6me ih da Tenah Anggole KOPEBTSI sebagaimana rermaklub dalam PasL4 avat l

. MIRA USAHA m€nerma ku6a dai wswenaig daam melake'akan Pembsngunan

Area Ksbui P asma dan Pome ihadan Ar@l Kebu n Flasma

*-lremneno"o;q.diB .da o ro qu 
^d 

' '614a a

. itl""",i*" *.o"reia -ei"v" p.mbansunan dan P€meiharen, Bava Panen dan

d arur Fda t erentuan Pasa e Perian ian rei6rma 
'n

* tt



FaellS
FOFCE MAJEURE

Selap kegagalan bak oleh KOPEFAS maupLn MIRA USAHA daam melal€anakm

keqagaan apabla keladian te6ebul dis€babkan oeh s€smlu kedaan meroksa /Fffi
Maa .' a'au addaa d | '' 

Le' ol o d' 'e'ddlFo o o oL

Apabia daam peaksacan kewajibm dan/alau tidakan teftunda terambal atau teiraang
oeh sebab ebaoamana dsebd daam ayat 1 P6a n. maka janoka waktu yang ierbuaig
akibat tdrundanya arau 1€ ambatnya alau lsharanq pelakMnMn suaru kew4b.n dar/6rau
tndakan akan anqsung dssuaikan dan m€namban Jangka waktu Keimama

K9tJe nenaksa (Fd@ tl1ut4 yang d maksud da am PoGnlian Kel]asama in me plni hlru
rrara perano pombdontakan, kerusuhan kerusuhan pmdlduk, peblatan terc( kekacauan
kekacauan yang beElt Foirik kebirakai pflerdan dibidang monerer yang
menmburkanheioakbaran kegaqaan o€da proyek in seranoai rrama dai penyakit yang
bec lar eksplos I yan g lidak dapal d 51as akbal be!mdiomukannya obat ant hamrpsl sida.
kebal,a€n dan b€ncana aam s€perlr banlr, k€marau panlmg, g€mpa bum lel!tr gunung
b6rap, anqn puyuh atau s$uaru oelaa qeolo! arau m€leorologidan kmdan !€ng tdak
dapat dikuasa/dikendaikan mnusa. ymo berakbal dapar menghambat atau memperambar
peaksan@n suaru keajban atau lindrkan b€rdasa&an P€@nlia. Ke4asma nioeh Paa
Pihak, dmana perstwa ter*bul berada dluar kemampuan phak yang menqalami untuk
mengatdinya, yang akan meng€kibarkan tenunda, ielhambal teirarang phak )ang m€ngaam
untuk meaksanakan k alban ktualbannya telap pada waklunya berdasarkan Pertanjan
Kotasama n, maka pilrak yang ain lidak dapar menuniul peaks

P lrak yang mengaram kead@n menakea lFo@ MatuA \t4tb frefrberiahul,an kepada p hak
annya seora letuis menqena sebab-sebabnya seambar mbaiiya 2 x 24 (dua kai dua
puruh empat) lam seterah lerjad i$ keaxaan nenake \F@e Maboa leEebur, kemudan
Para Phak akan be.usaha daam b engatasi sebab sebab

Pe 14
EKSKLUSIV TAS

KOPERASI dengan inl betanj dan mengk lkan dn untuk ridak menunjuk dan/atau bereryd
sama dongan p hak hin u uk kepenringan apap u. sehubungan dencan Area Kebu n Prasm
r€msuk darah oenqoraian h4 r TBs se a n denoan M TRA lr SAHA.

2. Jka terlad pea.ggaEn k€rBntuan Pasa 14 ayat r dl alas o€h Anggota KoPERcsr maka
KOFEFT€| berkewal ban seJEnuhnya uituk freigaffb 1 ndakan yang s6ua dengan hukufr
yaiq ber ak! dan mensqant k€rus an M TFA USAHA akibat p6 anssaran lerceb ut.

Pelanlim Keda6ama in b€mkh apabia:
1 Janqka Waln! K€rlasfra be€kh r dan t dak diperpdlano atau
2 Dakli r ssua kesepakaian Para Phak s€ca€ t€rluls



Selama daam Jangka Wartu K€dasama ni,
pinlanan baru ranpa pembeftahuan tertuh
betanggu.q jawab lerhadap segaa lindakan
ssad resm' dan t€nu s oleh M IPla USAHA

KOPERAST tdak boeh mGrakukan rsmbahan
dA[ MIFA USAHA MIT6A L]SAHA tdAK
d$ KoPEFAS, kecua yanq leah dsetuiul

5

Daam ha DenqeoaaiAred Kebun Pasma oeh MmA USAHAyang memorukan kel€dbalan
Dhak an rermasuk KOPEBASL, maka semua phak mendapatkan k€sempalan yano sama,

dengan ketefiuan hatus memenu hi peByaralan yan! diletapk n oeh MmA USAHA

seoaa sesualu yang beum cLkup d atur daam Perlail6. Ke,asama n akan datur kemldian

P rrak yans merupakan satu kesatuan yaio I dak leloisarrkan der P€ianlia. Kerldama ni

M€ngena pembala an/pensakh ran Perranlian K€qaMma in Pa€ Phak melepaskan ket6niuan
yaio lemaKub ddm Pasal 1266 da ktab undang undaio Hukum Pedala. s€panlang

mengenai disyaElk€nnya keputusn rradan perad lan untuk pengakhidi suaru pehnlian vsng
. enqr.' 16 'a'g re a.ad 6 Juoeie ir
Peranlian Kerlasama ln lidak dapat diubah dan/atau dilambah k4ual atas k€s€pakaEn Pa.a

Pihak dan akar dituan! kzn seaG ied ul s daam suatu amandemen dan/alau addendum yang

merupal€n bas an yans fiesd dan lidak to@sahkan da Perlanlian rGrlaema n.

6 JudLldarloasa oasa daam Peianian Keiasama nihanya dimaksudkan unluk rcJer€ns sala

dan idak dimaksudkan untuk dladkan acuai dalam penarsdn ketmluan pasa pae
beGangkdan alau uduk menQubah 6ipasa p6a lereebut

PEM/ELESAAN MASALAH

seqala peEels han yang t mbu sohubungai denqan Perjanjan K64asama n alan d selesa kan
;ti d a'"r oe c q'cl

Apabra perceishan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasa in ridak dapal dseeekan
o err PaE P hak secara m usyawarah untu k neicapa mLfakal maka akan d se ffi kan me alui

suaru Albt6€ yang akan melakukan tugasnya ses@i denlan peEruran Arbt6€ dad Bade
arbtds N6iona! lndonera (BAN ), dan oerr karenanya Para Phak $eE legas seluju da.
mdakat balrwa t dak ada badadpe Ed ladpengad lan ain yano beMnmo u ntuk me[ks dai
mengadil pe6oa an leGebut selaln Aft 16e d maksud

Aoabla dalam anqka waktu 14 lempal bal6) har kaender sereah salah satu phak
monyalakan maksudnya seca€ t€fruis uluk msnyampakan peGoaan lecebut kepada
Alb l6e dan Para Phak ri.lak m'rakat dengan adanya Arb lElor Tungga maka Arbitrase ak n
16rdt dar 3lioa) orang Ablralor Masiq-manq pihak akan menunruk Adrt€tor dm
Arb tEror ket ga yang berl i dak sebaga k61M Lr€wan kbilralor akan d p irr atas perm ufakalm
keduaArbldtoryangdtunlukDaamhasualuphakleahmenunrukAlbilEtom,€$dangkan
phakyanOlainlaauntukmenlnlukArbtEtordpihaknyadaamwahur,l(enpalbem)har
kalender seleLah plhak d maksud meiuniuk Alb lratomya maka Arbitralor yanq Glah dLlunluk

teB€bul akan m€ru@kan Abt€ror Tunqqal dm d6n0an demkan adaleh behak untuk
memedku dan oemutus poBmlan t€rsebut Dalam t€radian kedua lnbilrator yang diunruk
o eh Pa.a Pihak r dak mencapai mulakat u uk mmi h Arb trald kei ga daLam waktu I 4 lmpat
beas) hai kalends sirk Arbitralor te€*nr dtunjuk, maka libirraior ketoa ters€bul akan



5

Arblraso ak n diselenssarakan dl JalG..a kecuai Pa@ Hliak secad muakar dai lenuls
m€nFtuju 1€mpa1lan, dengan mempergunakad E6h6a lndones a dan H lkum ndonesia

Abilrase akan menetapkan Gpurusannya s6.a€ Gnds dan memuar segaa ha.ha yano

meng kar (rnaldd b nd ng)dan karenanya PaE Phak lidak dipe*enankan unluk m€nqalukan
oaidr o oc' ra.' €ngau. a' bd' b_a ..2" dl6 o€aksd oa" ator Lr,o dd' td'F' d.d
oa-'.th '.Tar'i dd r-dL c'oka' reptlt,n le -elr: dd opoblc dipe'-L!'
peaksnaan dari ksputu$n d maksud akan d ake@kad dengEn baituan Peigad an Negs

Baya biaya yeno dikeuarkan unluk kopentngan pony€onggtuan Albiras€. akan dlangung
oL€rr PaG P hak uduk mas na-mas nq set€nq ah bagiaf (scara propors om!).

Unruk p€aksanmn keputusan kb(€se PaB Flrrak memilh domsn hukum ,€ng lelrp dan
rdak baubah d kanror Pantea Pengad an Nell€r Paembang, dan peaksaneannya dapal
me batkan Paiire6 Penqadian Nes€ri ain yans rewan denean k€pr]1lsan albilGse.

Pdanjian Kei4ama nidiblal dan d landatanoan oeh %ra Hhah daam r4okap 2 ldM), ros no-
6rera cukuD, dan mem0un!6 kekuatan lrukum yano saro

Kopaa Dn6 Perkebunan
Tanaman Pangan P€temakan

Kabupat€n Musi Eanyuas n
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PERATURAN MENTERI PERTANIAN 
NOMOR : 33/Permentan/OT.140/7/2006 

 
TENTANG 

 
PENGEMBANGAN PERKEBUNAN 

MELALUI PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

MENTERI PETANIAN, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pertumbuhan sektor riil, 
khususnya meningkatkan kesempatan kerja, 
pendapatan masyarakat, daya saing, dan 
meningkatkan penguasaan ekonomi nasional serta 
pengembangan wailayah, dilaksanakan 
pengembangan perkebunan melalui program 
revitalisasi perkebunan; 

  b. bahwa berdsarkan hal tersebut diatas, dipandang 
perlu menetapkan Pengembangan Perkebunan 
melalui Program Revitalisasi Perkebunan; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara 
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 2043); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang 
Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara 
Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3478); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3502); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang 
Ketransmigrasian (Lembaran Negara Tahun 1997 
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3682); 

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang 
Perkebunan  (Lembaran Negara  Tahun 2004 



Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4411); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3839); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 
tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3718); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 
tentang Kewenangan Pemerintah, Kewenangan 
Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran 
Negara Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3952); 

9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 
tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu; 

10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi 
dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik 
Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 
Tahun 2005; 

11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang 
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian 
Negara Republik Indonesia; 

12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/Kpts/-
OT.210/10/1997 tentang Pedoman Kemitraan 
Usaha Pertanian; 

13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 74/Kpts/-
TP.500/2/98 tentang Jenis Komoditi Tanaman 
Binaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan 
Hortikultura dan Direktorat Jenderal Perkebunan; 

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/-
OT.140/7/2005 tentang Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Departemen Pertanian; 

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/KPts/-
OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi 
dan Tata Kerja Departemen Pertanian. 

 
Memperhatikan  : Hasil rapat Wakil Presiden dengan Menteri Negara 

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Negara 
Badan Usaha Milik Negara, Menteri Pertanian, Menteri 
Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Menteri 
Riset dan Teknologi, Deputi Menteri Koordinator 



Perekonomian Bidang Koordinasi Pertanian, Direktur 
Utama Bank Rakyat Indonesia, ASKRINDO, Dewan 
Jagung Nasional, Gubernur Gorontalo dan wakil dari 
Departemen Pendidikan Nasional tanggal 22 Juni 2006 
mengenai Perluasan Kredit Kelapa Sawit, Karet, Kakao 
dan Jagung; 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG 
PENGEMBANGAN PERKEBUNAN MELALUI 
PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN; 

 
 

BAB  I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
 
1. Program Revitalisasi Perkebunan adalah upaya percepatan 

pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan dan 
rehabilitasi tanaman perkebunan yang didukung kredit investasi 
perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah dengan melibatkan 
perusahaan dibidang usaha perkebunan sebagai mitra dalam 
pengembangan perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil. 

2. Tanaman Perkebunan adalah tanaman yang menjadi binaan Direktorat 
Jenderal Perkebunan yang dalam program revitalisasi ini pada tahap 
awal terbatas pada komoditi kelapa sawit, karet dan kakao. 

3. Perluasan adalah upaya pengembangan areal tanaman perkebunan 
pada wilayah bukaan baru atau pengutuhan areal disekitar 
perkebunan yang sudah ada dengan menggunakan teknologi. 

4. Peremajaan adalah upaya pengembangan perkebunan dengan 
melakukan penggantian tanaman tua/tidak produktif dengan tanaman 
baru baik secara keseluruhan maupun secara bertahap dengan 
menggunakan teknologi. 

5. Rehabilitasi adalah pengembangan perkebunan untuk mengembalikan 
potensi produksinya dengan cara perbaikan mutu tanaman melalui 
perbaikan bahan tanaman dan pemeliharaan yang dilaksanakn baik 
secara keseluruhan maupun secara bertahap dengan menggunakan 
teknologi. 



6. Subsidi bunga adalah selisih bunga komersial dengan bunga yang 
dikenakan kepada petani yang menjadi beban pemerintah dan harus 
dibayar kepada bank dalam rangka Program Revitalisasi Perkebunan. 

7. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha 
menengah dan/atau usaha besar disertai pembinaan dan 
pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan 
memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan 
saling menguntungkan. 

8. Mitra Usaha adalah perusahaan besar swasta, Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak 
dibidang perkebunan dan telah memenuhi Izin Usaha Perkebunan 
(IUP) dan/atau Izin Usaha Industri maupun koperasi yang berbadan 
hukum dan bergerak dibidang perkebunan. 

9. Petani peserta adalah pekebun dan/atau penduduk setempat yang 
ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagai penerima fasilitasi Program 
Revitalisasi Perkebunan. 

10. Pekebun adalah Perorangan warga negara Indonesia yang melakukan 
usaha perkebunan dengan skala usaha kurang dari 25 Ha.  

11. Penduduk setempat adalah penduduk lokal atau pendatang yang telah 
terdaftar dan memiliki identitas. 

 
Pasal  2 

 
Program Revitalisasi Perkebunan dilakukan untuk memperluas, 
meremajakan dan merehabilitasi tanaman perkebunan rakyat di wilayah 
pengembangan baru maupun lama dengan  teknologi maju agar mampu 
meningkatkan lapangan kerja baru, meningkatkan produksi dan daya 
saing dengan mewujudkan sistim pengelolaan usaha yang memadukan 
berbagai kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil. 

 
Pasal  3 

 
(1) Revitalisasi Perkebunan merupakan paket pengembangan 

perkebunan yang terdiri atas komponen utama dan komponen 
penunjang. 

(2) Komponen utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 
a. perluasan perkebunan; 
b. peremajaan perkebunan; dan 
c. Rehabilitasi perkebunan. 

(3) Komponen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 
a. unit pengolahan; 
b. infrastruktur; dan 
c. sarana dan prasarana. 



(4) Komponen sebagimana dimaksud dalam ayat (1) harus terjamin 
keterpaduannya, baik dalam tahap persiapan, pelaksanaan, 
penyelesaian maupun lanjutan pembinaannya. 

(5) Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c 
dipergunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
 

BAB II 
O R G A N I S A S I 

 
Pasal  4 

 
(1) Direktur Jenderal Perkebunan bertanggung jawab atas pelaksanaan 

operasional pengembangan perkebunan melalui Program Revitalisasi 
Perkebunan dengan bekerjasama dan dukungan instansi terkait. 

(2) Pelaksana Program Revitalisasi Perkebunan yaitu : 
a. Perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) 

dan/atau Izin Usaha Industri; dan 
b. Koperasi dan atau pekebun. 

(3) Koordinasi pembinaan Program Revitalisasi Perkebunan dilaksanakan: 
a. di Pusat dilakukan oleh Tim  Koordinasi Program Revitalisasi 

Perkebunan (TKPRP) yang dibentuk oleh Menteri Pertanian; 
b. di Provinsi, Pembinaan Program Revitalisasi Perkebunan 

dilaksanakan oleh Tim Pembina Pembangunan Perkebunan 
Provinsi (TP3P) yang dibentuk oleh Gubernur. 

c. di Kabupaten/Kota, Pembinaan Program Revitalisasi Perkebunan 
dilaksankan oleh Tim Pembina  Pengembangan Perkebunan 
Kabupaten (TP3K) yang dibentuk oleh Bupati/Walikota. 

 
 

BAB   III 
MITRA USAHA 

 
Pasal  5 

 
(1) Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 

(2) huruf a sebagai mitra usaha dalam pelaksanaan program 
revitalisasi perkebunan. 

(2) Mitra usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan 
program revitalisasi perkebunan melakukan kerjasama kemitraan 
dengan koperasi/kelompok tani dan/atau pekebun. 

(3) Kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat 
dalam bentuk perjanjian yang diketahui oleh Bupati/Walikota. 

 



Pasal  6 
 

Untuk menjadi calon mitra usaha dalam pengembangan perkebunan 
melalui pelaksanaan program revitalisasi perkebunan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) perusahaan perkebunan mengajukan 
permohonan secara tertulis kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas 
yang membidangi perkebunan di Provinsi, dengan tembusan disampaikan 
kepada Direktur Jenderal Perkebunan. 
 

Pasal 7 
 

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilengkapi 
persyaratan : 
a. memiliki perizinan dan legalitas di bidang perkebunan; 
b. berpengalaman di bidang usaha perkebunan; 
c. harus memberikan jaminan avalis; 
d. Memiliki perjanjian kerjasama dengan petani/kelompok tani/koperasi; 

dan 
e. proposal kemitraan dalam rangka pelaksanaan program revitalisasi 

perkebunan. 
 

Pasal 8 
 

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam waktu 
paling lambat 12 (dua belas) hari kerja ditetapkan sebagai calon mitra 
usaha oleh Gubernur dalam hal ini Dinas yang membidangi 
Perkebunan dalam bentuk Keputusan dengan salinan yang 
disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan dan Bank 
Pelaksana. 

(2) Dalam menetapkan calon mitra usaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas yang membidangi 
perkebunan di Provinsi harus memperhatikan usulan dari 
bupati/walikota dalam hal ini Dinas yang membidangi perkebunan di 
kabupaten/kota. 

(3) Penetapan mitra usaha dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkebunan 
setelah mendapat persetujuan dari Bank Pelaksana. 

 
Pasal 9 

 
(1) Perusahaan yang ditetapkan sebagai mitra usaha sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 bersama-sama dengan Dinas yang 
membidangi perkebunan di kabupaten/kota menyusun Rencana 
Operasional Tahunan. 

(2) Untuk pembinaan dan pengawalan pelaksanaan program Revitalisasi 
Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan dan Dinas yang 



membidangi perkebunan di provinsi dan kabupaten, mengajukan 
usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai ketentuan yang 
berlaku. 

 
Pasal 10 

 
Mitra Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berkewajiban : 
a. memiliki perkebunan dan/atau fasilitas pengolahan yang dapat 

menampung hasil perkebunan; 
b. melaksanakan pengembangan perkebunan petani peserta sesuai 

dengan petunjuk operasional dan standar teknis yang ditetapkan oleh 
Departemen Pertanian cq. Direktur Jenderal Perkebunan; 

c. bertindak sebagai avalis untuk pembiayaan pengembangan 
perkebunan; 

d. mengikutsertakan pekebun secara aktif dalam proses pengembangan 
perkebunan; 

e. membina secara teknis dan manajemen para pekebun agar mampu 
mengusahakan kebunnya, baik selama masa pengembangan maupun 
selama tanaman menghasilkan serta memfasilitasi peremajaan 
tanaman; 

f. membeli hasil kebun dengan harga sesuai ketentuan yang berlaku 
dan/atau kesepakatan bersama antara mitra usaha dan pekebun  

g. menyelenggarakan proses pelaksanaan dan pengembalian kredit 
pekebun. 

 
 

BAB IV 
PETANI PESERTA 

 
Pasal  11 

 
(1) Petani peserta Program Revitalisasi Perkebunan terdiri atas : 

a. pekebun; dan/atau 
b. penduduk setempat. 

(2) Penetapan pekebun dan/atau penduduk setempat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sebagai Petani peserta dilakukan oleh 
bupati/walikota dalam hal ini Kepala Dinas yang membidangi 
perkebunan di kabupaten/kota. 

 
Pasal  12 

 
Petani peserta yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) sebagai pekerja dalam masa 
pengembangan perkebunan. 



 
Pasal 13 

 
Petani peserta secara bersama-sama mendirikan badan hukum dalam 
bentuk koperasi. 
 

Pasal 14 
 

(1) Untuk pengembangan perkebunan diberikan kredit investasi oleh bank 
pelaksana yang akan ditunjuk Menteri Keuangan. 

(2) Kredit sebagaimana dimaksud pad ayat (1) diberikan kepada Petani 
peserta dan/atau melalui koperasi/mitra usaha. 

 
Pasal 15 

 
Petani peserta mempunyai kewajiban : 
a. membayar biaya pengembangan perkebunan termasuk bunganya, 

atas kredit yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 
(2); 

b. mengusahakan kebun dengan bimbingan dari mitra usaha dan/atau 
instansi yang membidangi perkebunan sesuai standar teknis; dan 

c. menjual hasil kebun kepada mitra usaha dengan harga sesuai 
ketentuan yang berlaku dan/atau kesepakatan bersama antara mitra 
usaha dengan pekebun. 

 
Pasal 16 

 
Untuk meningkatkan dan memperkuat kesinambungan kemitraan usaha, 
Petani peserta dan/atau koperasi petani dimungkinkan untuk memiliki 
sebagian saham dari perusahaan mitra. 

 
 

BAB V 
TANAH 

 
Pasal 17 

 
(1) Tanah untuk pengembangan perkebunan untuk masing-masing petani 

peserta paling luas 4 (empat) hektar. 
(2) Tanah untuk pengembangan perkebunan sebagaimana dimaksud 

pada ayat 1 berasal dari tanah petani, tanah adat/ulayat, tanah negara 
termasuk hutan konversi serta tanah lainnya yang dimungkinkan untuk 
pengembangan perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 



(3) Tanah pengembangan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) merupakan tanah hak milik petani dan atau tanah yang akan 
menjadi hak milik petani. 

 
Pasal 18 

 
Sertifikasi perolehan hak milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 
ayat (3) menjadi tanggung jawab Petani peserta. 
 
 

BAB VI 
BIAYA PENGEMBANGAN PERKEBUNAN 

 
Pasal 19 

 
Biaya pengembangan kebun dan/atau fasilitas pengolahan milik 
perusahaan menjadi beban perusahaan mitra. 
 

Pasal 20 
 

(1) Kredit Program Revitalisasi Perkebunan diberikan dan dikelola oleh 
perusahaan mitra dan/atau koperasi/ pekebun setelah disetujui oleh 
bank. 

(2) Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialihkan kepada Petani 
peserta setelah tanaman dinilai layak secara teknis.  

 
Pasal 21 

 
Untuk pengembangan tanaman perkebunan yang belum ada mitranya, 
kredit diberikan secara langsung kepada Petani peserta dan/atau melaui 
koperasi. 
 

Pasal 22 
 

(1) Kredit Program Revitalisasi Perkebunan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 20 ayat (1) menjadi beban Petani peserta dengan rincian 
sebagai berikut : 
a. biaya pengembangan perkebunan mulai dari tahap pengembangan 

sampai dengan penyerahan kebun kepada petani jumlahnya 
mengacu kepada plafon satuan biaya yang ditetapkan setiap 
tahunnya oleh Direktur Jenderal Perkebunan; 

b. satuan biaya sebagaimana dimaksud pada butir a termasuk 
didalamnya jasa manajemen sebesar 5 persen yang diberikan 
kepada mitra usaha; 



(2) Realisasi satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
merupakan hasil kesepakatan antara bank dengan mitra 
usaha/koperasi dan/atau Petani peserta dan jumlahnya tidak melampui 
plafon satuan biaya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal 
Perkebunan. 

(3) Selain satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pekebun 
dibebani bunga sebesar 10 persen selama masa pengembangan 
perkebunan yaitu maksimal 5 (lima) tahun untuk kepala sawit dan 
kakao sedangkan untuk karet maksimal 7 (tujuh) tahun. 

(4) Selisih bunga komersial dengan bunga yang dibebankan kepada 
Petani peserta selama masa pengembangan perkebunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi beban pemerintah 
sebagai subsidi bunga, dan setelah masa pengembangan perkebunan 
petani peserta dibebani bunga komersial. 

 
 

BAB VII 
PENGALIHAN KEBUN DAN PENGEMBALIAN KREDIT 

 
Pasal 23 

 
(1) Kebun dialihkan kepada Petani peserta pada saat tanaman 

mencapai umur menghasilkan sesuai jenis tanaman dan memenuhi 
standar teknis. 

(2) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan 
penyerahan sertifikat tanah sebagai agunan dan penandatanganan 
akad kredit dengan perbankan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis pengalihan kebun 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur 
Jenderal Perkebunan. 

 
Pasal 24 

 
(1) Pengalihan kebun dari mitra usaha kepada Petani peserta dilakukan 

setelah ada penilaian secara teknis oleh Tim Penilai atau konsultan 
independent yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perkebunan dan 
Bank. 

(2) Hasil penilaian Tim Penilai atau konsultan independent sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal 
Perkebunan sebagai bahan pertimbangan pengalihan kebun. 

(3) Direktur Jenderal Perkebunan berdasarkan hasil penilaian Tim 
Penilai atau konsultan independent sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) menetapkan kebun yang memenuhi syarat teknis untuk 
dialihkan dari mitra usaha kepada Petani peserta. 



(4) Kebun yang telah ditetapkan memenuhi syarat teknis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), dilakukan penyerahan kebun dan sekaligus 
pengalihan beban kredit investasi dari mitra usaha kepada petani 
peserta. 

 
Pasal  25 

 
(1) Untuk kebun yang belum memenuhi standar teknis sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) Direktur Jenderal Perkebunan 
menunda penetapan pengalihan kebun dari mitra usaha kepada 
petani peserta. 

(2) Selama masa penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
mitra usaha berkewajiban untuk memperbaiki kebun atas beban 
biaya mitra usaha. 

(3) Akibat penundaan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) terhadap hasil kebun menjadi hak petani yang akan 
diperhitungkan dalam pengembalian kredit. 

  
Pasal 26 

 
(1) Untuk pengembangan perkebunan yang tidak mempunyai mitra 

usaha, penilaian kebun dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi 
perkebunan di kabupaten/kota dengan supervisi dari Dinas yang 
membidangi perkebunan di provinsi. 

(2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
kepada Direktur Jenderal Perkebunan untuk ditetapkan sebagai 
kebun yang mulai melaksanakan pengembalian kredit. 

 
Pasal 27 

 
Kebun yang telah memenuhi persyaratan teknis tetapi belum dapat 
diserahkan, mitra usaha wajib mengelola kebun dan melakukan 
pencatatan hasil kebun, biaya eksploitasi dan kewajiban perbankan.  
 

Pasal 28 
 

(1) Selama masa pembangunan kebun, petani peserta tidak melakukan 
pembayaran pengembalian kredit investasi dan bunganya (grace 
period). 

(2) Pengembalian kredit dilakukan oleh petani peserta setelah kebun 
dialihkan kepada petani peserta, paling lambat mulai tahun ke 6 
(enam) sampai dengan tahun ke 13 (tiga belas) untuk kelapa sawit 
dan kakao, dan paling lambat mulai tahun ke 8 (delapan) sampai 
dengan tahun ke 15 (lima belas) untuk karet (repayment period). 



(3) Setelah kredit petani lunas, sertifikat yang berada di Bank sebagai 
agunan diserahkan kembali kepada petani peserta. 

 
 

BAB VIII 
KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 29 

 
Pengembangan perkebunan dengan Pola Kemitraan (Inti-Plasma) yang 
telah ada sebelum ditetapkan peraturan ini yang tanamannya belum 
menghasilkan sampai tahun pertama (TMB 1), dapat dipertimbangkan 
untuk mengikuti Program Revitalisasi Perkebunan. 
 
 

BAB IX 
PENUTUP 

 
Pasal 30 

 
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
 
      Ditetapkan di Jakarta 
      Pada tanggal; 26 Juli 2006 
 
      MENTERI PERTANIAN, 
 
             ttd. 
 
      ANTON APRIYANTONO 
 
 
SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth ; 
 
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 
3. Menteri Keuangan; 
4. Menteri Negara Perencanaan Pengembangan/Kepala Badan 

Perencanaan Pengembangan Nasional; 
5. Menteri Dalam Negeri; 
6. Menteri kehutanan; 
7. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 
8. Menteri Pekerjaan Umum; 
9. Menteri Perdagangan; 



10. Menteri Perindustrian; 
11. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara; 
12. Menteri Negara Lingkungan Hidup; 
13. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 
14. Menteri Negara Riset dan Teknologi; 
15. Kepala Badan Pertanahan Nasional; 
16. Gubernur Bank Indonesia; 
17. Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia; 
18. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pengembangan; 
19. Para Gubernur Seluruh Indonesia; 
20. Para Bupati/Walikota Seluruh Indonesia; 
21. Pimpinan Unit Kerja Eselon I lingkup Departemen Pertanian. 
22. Para Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi dan 

Kabupaten/Kota.  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 

                                        NOMOR 98/Permentan/OT.140/9/2013 

 
TENTANG 

PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang : a.  bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 10 ayat (1), Pasal 17 ayat 

(3), Pasal 17 ayat (7) dan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan telah ditetapkan 
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/ 

2007; 

  b. bahwa dengan adanya perkembangan tuntutan pembangunan 
perkebunan, dan memperhatikan asas manfaat dan 

berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan serta 
berkeadilan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
26/Permentan/OT.140/2/2007 tidak sesuai dan perlu ditinjau 

kembali; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 
(Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3274); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3790) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran 
Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3472); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3817); 

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4412); 
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6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 
Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151); 

7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha 

Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297); 

8. Undang-Undang  Nomor 18  Tahun 2004 tentang Perkebunan 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4411); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara  Nomor 4437); 

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 
Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4633); 

11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua 
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4842); 

12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4724); 

13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756); 

14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 

15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 
2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059); 

16. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara 
Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5068); 

17. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi 
Geospasial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5214); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang 

Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan 
Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3330); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak 
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Pakai Atas 

Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3643); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang 

Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 97, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718); 
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4593); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi 

Papua Barat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 56, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4718); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4737); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin 

Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara  Nomor 5285); 

25. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan 

Energi Nasional; 

26. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang 

Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; 

27. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 

28. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian 
Negara; 

29. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar 

Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka 
Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal; 

30. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/ 

9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat 
Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, 

dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah 
diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 
3599/Kpts/PD.310/10/ 2009;  

31. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3480/Kpts/HK.300/ 
10/2009 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pertanian 
Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Kepala Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM); 

32. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Kpts/ OT.140/10/ 

2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Pertanian; 

 

Memerhatikan : 1.  Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan 
Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; 

  2. Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penanganan 

Gangguan Keamanan Dalam Negeri; 

  3. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan 

Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan  

Alam Primer dan Lahan Gambut; 
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MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan :  PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN 

PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN. 

 
BAB   I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 

1. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu  pada 

tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah 
dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan 

kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. 

2. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa 
perkebunan. 

3. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan 
pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, 

penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk 
perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman. 

4. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan 

penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman 
perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan 

memperpanjang daya simpan. 

5. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang 
mengelola usaha perkebunan. 

6. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha 
perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu. 

7. Perusahaan Perkebunan adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum 

Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan 
dengan skala tertentu. 

8. Kelompok (group) Perusahaan Perkebunan adalah kumpulan orang atau badan 
usaha perkebunan yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal 
kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan. 

9. Skala Tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan 
lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas 

pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha. 

10. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut IUP-B adalah 
izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan 

perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan. 

11. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disebut IUP-P 

adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh 
perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil 
perkebunan. 

12. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin tertulis dari 
Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang 
melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri 

pengolahan hasil perkebunan. 

13. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya 

disebut STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun. 
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14. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Industri Pengolahan Hasil 
Perkebunan yang selanjutnya disebut STD-P adalah keterangan industri yang 
diberikan kepada pekebun. 

15. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk 
melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh 
penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.  

16. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan 
usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam 
modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang 
berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.  

17. Perencanaan Pembangunan Perkebunan Nasional adalah rencana strategis 
pembangunan perkebunan nasional 5 (lima) tahunan yang ditetapkan oleh 
Menteri Pertanian.  

18. Perencanaan  Pembangunan Perkebunan Provinsi adalah rencana strategis 
pembangunan perkebunan provinsi 5 (lima) tahunan yang merupakan 
penjabaran Perencanaan  Pembangunan Perkebunan Nasional yang ditetapkan 
oleh gubernur.  

19. Perencanaan  Pembangunan Perkebunan Kabupaten/Kota adalah rencana 
strategis pembangunan perkebunan kabupaten/kota 5 (lima) tahunan yang 
merupakan penjabaran Perencanaan  Pembangunan Perkebunan Provinsi yang 
ditetapkan oleh bupati/walikota.  

20. Perusahaan Inti Rakyat – Perkebunan selanjutnya disebut PIR-BUN adalah pola 
pelaksanaan pembangunan perkebunan dengan menggunakan perkebunan 
besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat di 
sekitarnya berupa plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling 
menguntungkan, utuh dan berkesinambungan. 

21. Perusahaan Inti Rakyat – Transmigrasi selanjutnya disebut PIR-TRANS adalah 
pola pelaksanaan pembangunan perkebunan dengan menggunakan perkebunan 
besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat di 
sekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling 
menguntungkan, utuh dan berkesinambungan yang dikaitkan dengan program 
transmigrasi. 

22. Perusahaan Inti Rakyat – Kredit Koperasi Primer untuk Anggota selanjutnya 
disebut PIR-KKPA adalah pola PIR yang mendapat fasilitas kredit kepada 
koperasi primer untuk anggota. 

23. Diversifikasi Usaha adalah penganekaragaman usaha untuk memaksimalkan 
keuntungan dengan mengutamakan usaha di bidang perkebunan. 

24. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi di 
bidang perkebunan. 
 

Pasal 2 

(1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pemberian pelayanan 
perizinan dan pelaksanaan kegiatan Usaha Perkebunan, dengan tujuan untuk 
memberikan perlindungan, pemberdayaan Pelaku Usaha Perkebunan secara 
berkeadilan dan memberikan kepastian dalam Usaha Perkebunan. 

(2) Ruang lingkup Peraturan ini meliputi: 

a. jenis dan perizinan usaha perkebunan;  
b. syarat dan tata cara permohonan izin usaha perkebunan;  
c. kemitraan;  
d. perubahan luas lahan, jenis tanaman, dan/atau perubahan kapasitas 

pengolahan, serta diversifikasi usaha;  
e. rekomendasi teknis usaha perkebunan;  
f. kewajiban Perusahaan Perkebunan; 
g. pembinaan dan pengawasan; dan  
h. sanksi administrasi. 
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BAB II 

JENIS DAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN 
 

Pasal 3 

(1) Jenis Usaha Perkebunan terdiri atas: 

a. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan; 

b. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan; dan 
c. Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri 

pengolahan hasil perkebunan. 

(2) Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di 
seluruh wilayah Indonesia oleh Pelaku Usaha Perkebunan, sesuai Perencanaan  

Pembangunan Perkebunan Nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. 
 

Pasal 4 

Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan Usaha 
Perkebunan wajib bekerjasama dengan Pelaku Usaha Perkebunan dalam negeri 
dengan membentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. 

 
Pasal 5 

(1) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (1) huruf a dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dilakukan 
pendaftaran oleh bupati/walikota. 

(2) Pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) paling kurang berisi keterangan pemilik dan data kebun data 

identitas dan domisili pemilik, pengelola kebun, lokasi kebun, status 
kepemilikan tanah, luas areal, jenis tanaman, produksi, asal benih, jumlah 
pohon, pola tanam, jenis pupuk, mitra pengolahan, jenis/tipe tanah, dan tahun 

tanam.  

(3) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang terdaftar sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diberikan STD-B sesuai format seperti tercantum dalam Lampiran I 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

(4) STD-B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama Usaha Budidaya 

Tanaman Perkebunan masih dilaksanakan.  
 

Pasal 6 

(1) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (1) huruf b dengan kapasitas kurang dari batas paling rendah 
seperti tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan ini dilakukan pendaftaran oleh bupati/walikota. 

(2) Pendaftaran Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi data identitas dan domisili pemilik,  
lokasi, kapasitas produksi, jenis bahan baku, sumber bahan baku, jenis 
produksi, dan tujuan pasar. 

(3) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang terdaftar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diberikan STD-P sesuai format seperti tercantum dalam 

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

(4) STD-P sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama Usaha Industri 
Pengolahan Hasil Perkebunan masih dilaksanakan.  

 
Pasal 7 

 

Perizinan Usaha Perkebunan terdiri atas IUP-B, IUP-P dan IUP. 
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Pasal 8 

Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan luas 25 (dua puluh lima) hektar atau 
lebih wajib memiliki IUP-B. 
 

Pasal 9 

Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan kelapa sawit, teh dan tebu dengan 
kapasitas sama atau melebihi kapasitas paling rendah unit pengolahan hasil 
perkebunan seperti tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan ini, wajib memiliki IUP-P. 
 

Pasal 10 

(1) Usaha Budidaya Tanaman kelapa sawit dengan luas 1.000 hektar atau lebih, teh 
dengan luas 240 hektar atau lebih, dan tebu dengan luas 2.000 hektar atau 
lebih, wajib terintegrasi dalam hubungan dengan Usaha Industri Pengolahan 
Hasil Perkebunan. 

(2) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang  terintegrasi dengan Usaha Industri 
Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib 
memiliki IUP.  

 
Pasal 11 

(1) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan untuk mendapatkan IUP-P 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus memenuhi penyediaan bahan 
baku paling rendah 20% (dua puluh per seratus) berasal dari kebun sendiri dan 
kekurangannya wajib dipenuhi dari kebun masyarakat/Perusahaan Perkebunan 
lain melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan.  

(2) Masyarakat/perusahaan perkebunan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
yaitu masyarakat/perusahaan perkebunan yang tidak memiliki unit pengolahan 
dan belum mempunyai ikatan kemitraan dengan Usaha Industri Pengolahan 
Hasil Perkebunan. 

 
Pasal  12 

(1) Kemitraan pengolahan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
ayat (1) dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, terbentuknya 
harga pasar yang wajar, dan terwujudnya peningkatan nilai tambah secara 
berkelanjutan bagi Pekebun. 

(2) Kemitraan Pengolahan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis dan bermeterai cukup untuk jangka 
waktu paling kurang 10 (sepuluh) tahun sesuai format seperti tercantum dalam 
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

(3) Isi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali paling 
singkat setiap 2 (dua) tahun sesuai dengan kesepakatan. 

 
Pasal 13 

(1) Dalam hal suatu wilayah perkebunan swadaya masyarakat belum ada Usaha 
Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dan lahan untuk penyediaan paling 
rendah 20 % (dua puluh perseratus) bahan baku dari kebun sendiri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak tersedia, dapat didirikan Usaha 
Industri Pengolahan Hasil Perkebunan oleh Perusahaan Perkebunan.  

(2) Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki 
IUP-P. 

(3) Untuk mendapatkan IUP-P sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan 
Perkebunan harus memiliki pernyataan ketidaktersediaan lahan dari dinas yang 
membidangi perkebunan setempat dan melakukan kerjasama dengan koperasi 
pekebun pada wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
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Pasal 14 

Perusahaan industri pengolahan kelapa sawit yang melakukan kerjasama dengan 
koperasi pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3),  wajib melakukan 
penjualan saham kepada koperasi pekebun setempat paling rendah 5% pada tahun 

ke-5 dan secara bertahap menjadi paling rendah 30% pada tahun ke-15. 
 

Pasal 15 

(1) Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua 
ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan 

kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per 
seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP. 

(2) Kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berada di luar areal IUP-B atau IUP. 

(3) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan: 

a. ketersediaan lahan; 
b. jumlah keluarga masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta; dan 

c. kesepakatan antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar dan 
diketahui kepala dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi 

perkebunan sesuai kewenangannya. 

(4) Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada    
ayat (2): 

a. masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan 
dan berpenghasilan rendah sesuai peraturan perundang-undangan; 

b. harus bertempat tinggal di sekitar lokasi IUP-B atau IUP; dan  
c. sanggup melakukan pengelolaan kebun 

(5) Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan usulan dari camat setempat. 

(6) Pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan 
penerima IUP-B atau IUP didampingi dan diawasi oleh gubernur atau 

bupati/walikota sesuai kewenangan yang meliputi perencanaan, pemenuhan 
kewajiban dan keberlanjutan usaha. 

(7) Gubernur, bupati/walikota dan Perusahaan Perkebunan memberi bimbingan 
kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk penerapan 
budidaya, pemanenan dan penanganan pascapanen yang baik. 

 
Pasal 16 

(1) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan memanfaatkan kredit, bagi hasil 
dan/atau bentuk pendanaan lain sesuai dengan kesepakatan dan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap badan hukum yang 

berbentuk koperasi. 
 

Pasal 17 

(1) IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, untuk 1 (satu) Perusahaan atau 
Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan diberikan dengan batas paling luas 

berdasarkan jenis tanaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 
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(2) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), untuk 1 (satu) Perusahaan 

atau Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan diberikan dengan batas paling 
luas berdasarkan jenis tanaman seperti tercantum dalam Lampiran VI yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

(3) Batas paling luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak 
berlaku untuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi  

dan Perusahaan Perkebunan dengan status perseroan terbuka (go public) yang 
sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat. 

(4) Batas paling luas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jumlah dari 

izin usaha perkebunan untuk 1 (satu) jenis tanaman perkebunan 
 

Pasal 18 

IUP-B atau IUP di Provinsi Papua dan Papua Barat dapat diberikan 2 (dua) kali dari 
batas paling luas seperti tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 
 

Pasal 19 

IUP-B, IUP-P, atau IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 atau Pasal 10 
yang lokasi lahan budidaya dan/atau sumber bahan baku berada: 

a. dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota diberikan oleh bupati/walikota; 
b. pada lintas wilayah kabupaten/kota, diberikan oleh gubernur. 
 

Pasal 20 

(1) IUP-B, IUP-P, atau IUP berlaku selama perusahaan masih melaksanakan 

kegiatan sesuai dengan baku teknis dan peraturan perundang-undangan.  

(2) IUP-B, IUP-P, atau IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai 
format seperti tercantum dalam Lampiran VII, VIII dan IX yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 
 

BAB III 
SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PERKEBUNAN 

 

Pasal 21 

Untuk memperoleh IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Perusahaan 
Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada 

gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19, dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 

a. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan  terakhir yang telah 
terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan 
saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan; 

b. Nomor Pokok Wajib Pajak; 

c. Surat Izin Tempat Usaha; 

d. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan  Pembangunan Perkebunan 
kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP-B yang diterbitkan oleh 
gubernur; 

e. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan  Pembangunan Perkebunan 
Provinsi dari gubernur untuk IUP-B yang diterbitkan oleh bupati/walikota; 

f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi 

dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan 

pada pihak lain;  
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g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, 

apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan; 

h. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan 
kebun masyarakat sekitar, rencana tempat hasil produksi akan diolah; 

i. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;  

j. Pernyataan kesanggupan: 

1). memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk 
melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT); 

2). memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk 

melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;  
3). memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sesuai Pasal 15 yang 

dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan 
4). melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar 

perkebunan; 

dengan menggunakan format pernyataan seperti tercantum dalam Lampiran X yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

k. Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai 

usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum 
menguasai lahan melebihi batas paling luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

17, dengan menggunakan format Pernyataan seperti tercantum dalam Lampiran 
XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

 

Pasal 22 

Untuk memperoleh IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Perusahaan 

Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada 
gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19, dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 

a. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah 
terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan 
saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan; 

b. Nomor Pokok Wajib Pajak; 

c. Surat Izin Tempat Usaha; 

d. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan  Pembangunan Perkebunan 
kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP-P yang diterbitkan oleh 
gubernur; 

e. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan  Pembangunan Perkebunan 
Provinsi dari gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh bupati/walikota; 

f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi 

dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000, dalam cetak peta dan file elektronik 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang 

diberikan pada pihak lain, kecuali lokasi yang diusulkan untuk pendirian industri 
pengolahan hasil perkebunan; 

g. Jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format seperti tercantum 

dalam Lampiran IV dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan ini; 

h. Rencana kerja pembangunan usaha industri pengolahan hasil perkebunan; 

i. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;  

j. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan dengan menggunakan format 

seperti tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan ini; 
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Pasal 23 

Untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Perusahaan 
Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada 
gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 19, dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 

a. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan  terakhir yang telah 

terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan 
saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan; 

b. Nomor Pokok Wajib Pajak; 

c. Surat Izin Tempat Usaha; 

d. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan  Pembangunan Perkebunan 

kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP yang diterbitkan oleh gubernur; 

e. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan  Pembangunan Perkebunan 
Provinsi dari gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh bupati/walikota; 

f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital  calon lokasi 
dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan 

pada pihak lain; 

g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, 

apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan; 

h. Jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format seperti tercantum 
dalam Lampiran IV dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan ini; 

i. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan 

termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar; 

j. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;  

k. Pernyataan kesanggupan: 

1. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk 
melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT); 

2. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk 

melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;  

3. memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar sesuai Pasal 15 

yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan 

4. melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan Masyarakat Sekitar 
perkebunan. 

dengan menggunakan format Pernyataan seperti tercantum dalam Lampiran X yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

l. Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai 

usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum 
menguasai lahan melebihi batas paling luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

17, dengan menggunakan format Pernyataan seperti tercantum dalam Lampiran 
XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

 

Pasal  24 

Dalam hal tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan berasal dari tanah hak 

ulayat masyarakat hukum adat, maka sesuai peraturan perundangan pemohon izin 
usaha perkebunan wajib terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan 
masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah 

yang bersangkutan, dituangkan dalam bentuk kesepakatan penyerahan tanah dan 
imbalannya dengan diketahui oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai 
kewenangan. 

 
 



 12 

Pasal 25 

Untuk permohonan izin usaha perkebunan yang menggunakan tanaman hasil 
rekayasa genetik, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
21,  Pasal 22, atau Pasal 23 harus melampirkan rekomendasi keamanan hayati 

sesuai peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 26 

(1) Gubernur atau bupati/walikota dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) 
hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan telah selesai 

memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21,  Pasal 22, atau Pasal 23 dan wajib memberikan jawaban 

menyetujui atau menolak. 

(2) Apabila hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah 
lengkap dan benar gubernur atau bupati/walikota paling lambat dalam jangka 

waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak memberikan jawaban menyetujui harus 
mengumumkan permohonan pemohon yang berisi identitas pemohon, lokasi 
kebun beserta petanya, luas dan asal lahan serta kapasitas industri pengolahan 

hasil perkebunan kepada masyarakat sekitar melalui papan pengumuman resmi 
di kantor kecamatan, bupati/walikota atau kantor gubernur dan website 

pemerintah daerah setempat selama 30 (tiga puluh) hari sesuai kewenangan. 

(3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
masyarakat sekitar memberikan masukan atas permohonan secara tertulis yang 

dilengkapi dengan bukti dan dokumen pendukung.  

(4) Gubernur atau bupati/walikota setelah menerima masukan atau tidak ada 

masukan dari masyarakat sekitar, dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) melakukan kajian paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.  

(5) Permohonan disetujui dan diterbitkan  IUP-B,  IUP-P atau IUP sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pengkajian atas masukan masyarakat 
sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tidak ada sanggahan selama 

jangka waktu pengumuman resmi dan website pemerintah daerah setempat. 

(6) IUP-B,  IUP-P atau IUP yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
wajib diumumkan melalui papan pengumuman resmi di kantor kecamatan, 

bupati/walikota atau kantor gubernur sesuai kewenangan dan website 
pemerintah daerah setempat. 

 
Pasal 27 

(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) apabila 

setelah dilakukan pemeriksaan dokumen, persyaratan tidak lengkap dan/atau 
tidak benar. 

(2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis 
kepada pemohon dengan disertai  alasan penolakannya. 

 

Pasal 28 

Dokumen IUP-B, IUP-P dan IUP yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
26 ayat (6), dapat diakses masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.  

 
BAB IV 

KEMITRAAN 
 

Pasal 29 

(1) Kemitraan Usaha Perkebunan dilakukan antara Perusahaan Perkebunan dengan 
Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan. 
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(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam 

bentuk perjanjian sesuai format seperti tercantum dalam Lampiran IV yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

(3) Perjanjian Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan paling singkat selama 4 (empat) tahun.  
 

Pasal 30 

(1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j angka 4, Pasal 22 
huruf j, dan Pasal 23 huruf k angka 4 dilakukan berdasarkan pada asas 

manfaat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, 
saling bertanggung jawab, dan saling memperkuat. 

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemberdayaan 
dan peningkatan pendapatan secara berkelanjutan bagi Perusahaan 
Perkebunan, Pekebun, karyawan Perusahaan Perkebunan dan masyarakat 

sekitar. 

(3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban 
memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15. 
 

Pasal 31 

Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) 
dilakukan melalui pola kerjasama: 

a. penyediaan sarana produksi; 

b. produksi; 

c. pengolahan dan pemasaran; 

d. transportasi; 

e. operasional; 

f. kepemilikan saham; dan/atau 

g. jasa pendukung lainnya. 
 

BAB V 
PERUBAHAN LUAS LAHAN, JENIS TANAMAN, DAN/ATAU  PERUBAHAN KAPASITAS 

PENGOLAHAN, SERTA DIVERSIFIKASI USAHA 
 

Pasal 32 

(1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukan 
perubahan luas lahan melalui perluasan atau pengurangan, harus mendapat 
persetujuan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan. 

(2) Untuk mendapat persetujuan perubahan luas lahan melalui perluasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara 

tertulis, bermeterai cukup dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 atau Pasal 23, dan Hasil Penilaian Usaha Perkebunan 
berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan, 

laporan kemajuan fisik dan keuangan Perusahaan Perkebunan. 

(3) Untuk mendapat persetujuan perubahan luas lahan melalui pengurangan luas 

areal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan 
secara tertulis, bermeterai cukup dengan dilengkapi alasan pengurangan, dan 
laporan kemajuan fisik dan keuangan Perusahaan Perkebunan. 

(4) Persetujuan perubahan luas lahan melalui perluasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diberikan kepada Perusahaan Perkebunan yang menurut Penilaian 
Usaha Perkebunan tahun terakhir masuk kelas 1 atau kelas 2. 
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Pasal 33 

(1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukan 
perubahan jenis tanaman, harus mendapat persetujuan dari gubernur atau 
bupati/walikota sesuai kewenangan. 

(2) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon 
mengajukan permohonan secara tertulis, bermeterai cukup dengan dilengkapi 

persyaratan sebagai berikut: 

a. IUP-B atau IUP serta SK HGU; 

b. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah 

terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi 
kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan; 

c. Rekomendasi dari dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi 
perkebunan sesuai kewenangan; 

d. Rencana kerja tentang perubahan jenis tanaman; 

e. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan; dan  

f. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian 
tentang Penilaian Usaha Perkebunan. 

(3) Bupati/walikota dalam memberikan persetujuan perubahan jenis tanaman 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Perencanaan  

Pembangunan Perkebunan Provinsi. 

(4) Gubernur dalam memberikan persetujuan perubahan jenis tanaman 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Perencanaan  

Pembangunan Perkebunan Nasional. 
 

Pasal 34 

(1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-P atau IUP dan akan melakukan 
penambahan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan, harus mendapat 

persetujuan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan. 

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan apabila  
penambahan kapasitas lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) dari kapasitas 

yang telah diizinkan. 

(3) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon 

mengajukan permohonan secara tertulis, bermeterai cukup dengan dilengkapi 
persyaratan sebagai berikut: 

a. IUP-P atau IUP; 

b. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah 
terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi 
kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan; 

c. Rekomendasi ketersediaan bahan baku dari dinas provinsi atau 
kabupaten/kota yang membidangi perkebunan sesuai kewenangan; 

d. Rencana kerja tentang perubahan kapasitas; 

e. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan; dan 

f. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian 

tentang Penilaian Usaha Perkebunan. 

(4) Bupati/walikota dalam memberikan persetujuan penambahan kapasitas industri 

pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman 
pada Perencanaan  Pembangunan Perkebunan Provinsi. 

(5) Gubernur dalam memberikan persetujuan penambahan kapasitas industri 

pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman 
pada Perencanaan  Pembangunan Perkebunan Nasional. 
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Pasal 35 

(1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukan 
diversifikasi usaha, harus mendapat persetujuan dari gubernur atau 
bupati/walikota sesuai kewenangan. 

(2) Untuk memperoleh persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dengan tidak menghilangkan fungsi utama di bidang perkebunan, 

pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, bermeterai cukup dengan 
dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 

a. IUP-B atau IUP; 

b. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah 
terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi 

kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan; 

c. Rencana kerja tentang diversifikasi usaha; 

d. Surat dukungan Kepala Dinas yang membidangi perkebunan 

Kabupaten/Kota;  

e. Surat dukungan diversifikasi usaha dari Instansi terkait;  

f. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan; dan 

g. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian 
tentang Penilaian Usaha Perkebunan. 

(3) Bupati/walikota dalam memberikan persetujuan diversifikasi usaha 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Perencanaan  
Pembangunan Perkebunan Provinsi. 

(4) Gubernur dalam memberikan persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Perencanaan  Pembangunan 

Perkebunan Nasional. 
 

Pasal 36 

(1) Bupati/walikota atau gubernur dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga 
puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan dengan 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, atau  

Pasal 35 harus memberi jawaban menyetujui atau menolak. 

(2) Permohonan yang diterima dan memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diterbitkan persetujuan perubahan luas lahan, 
perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas industri pengolahan hasil 
perkebunan, atau diversifikasi usaha. 

 
Pasal 37 

(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) apabila 

setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannya tidak benar, 
usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau 

perencanaan  pembangunan perkebunan. 

(2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis 
kepada pemohon dengan disertai  alasan penolakannya. 

 
Pasal 38 

Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, 
Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dan 
Persetujuan Diversifikasi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, 

Pasal 34, atau Pasal 35 diterbitkan sesuai format seperti tercantum dalam Lampiran 
XIV,XV,XVI dan XVII  yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 
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BAB VI 
REKOMENDASI TEKNIS USAHA PERKEBUNAN 

 
Pasal 39 

(1) Pemberian rekomendasi teknis Usaha Perkebunan dalam rangka penanaman 
modal asing atau penanaman modal dalam negeri yang izin investasinya 
diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dilaksanakan oleh 
Direktur Jenderal. 

(2) Persyaratan dan tatacara pemberian rekomendasi teknis Usaha Perkebunan 
ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal. 

 
BAB VII 

KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN 
 

Pasal 40 

(1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP sesuai 
Peraturan ini wajib: 

a. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan 
lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 

b. menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber 
daya alam secara lestari; 

c. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian 
organisme pengganggu tanaman (OPT); 

d. menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya 
Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) 
sesuai peraturan perundang-undangan; 

e. menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP skala 1:100.000 atau 
1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang 
lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat 
Jenderal yang membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospasial 
(BIG); 

f. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan 
pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat 
diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun; 

g. melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar; 
serta 

h. melaporkan perkembangan Usaha Perkebunan kepada pemberi izin secara 
berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan  kepada: 
- Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan gubernur apabila izin 

diterbitkan oleh bupati/walikota; 
- Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan bupati/walikota apabila 

izin diterbitkan oleh gubernur. 

(2) Perusahaan perkebunan yang memiliki  IUP-B, IUP-P atau IUP sesuai Peraturan 
ini wajib menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan 
perundang-undangan di bidang pertanahan. 

(3) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP wajib 
merealisasikan pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil 
perkebunan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan peraturan 
perundang-undangan.  

 
Pasal 41 

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, Perusahaan Perkebunan 
yang memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP apabila melakukan perubahan kepemilikan dan 
kepengurusan, Perusahaan Perkebunan wajib melaporkan dengan menyampaikan 
akte perubahan kepada pemberi izin paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal 
perubahan dengan tembusan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal. 
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Pasal 42 

Perusahaan Perkebunan yang melakukan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 35, wajib menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian 
fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah 
berjangkitnya organisme pengganggu tanaman (OPT). 
 

Pasal 43 

Perusahaan Perkebunan wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan 
Lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan. 
 

BAB VIII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 
Pasal 44 

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan usaha perkebunan 
dilakukan oleh Direktur Jenderal, gubernur dan bupati/walikota sesuai 
kewenangan. 

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
Direktur Jenderal paling sedikit 1 (satu) tahun sekali terhadap pemberian izin 
dan pelaksanaan usaha perkebunan. 

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
oleh gubernur atau bupati/walikota dalam bentuk evaluasi kinerja perusahaan 
perkebunan dan penilaian usaha perkebunan. 

(4) Evaluasi kinerja Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan 
berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan. 

(5) Penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 
sesuai dengan pedoman penilaian usaha perkebunan. 

 
Pasal 45 

(1) Gubernur atau bupati/walikota dalam menerbitkan IUP-B, IUP-P, IUP, 
Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, 
Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan atau 
Persetujuan Diversifikasi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 atau 
Pasal 36, harus menyampaikan tembusan kepada Menteri Pertanian melalui 
Direktur Jenderal dengan menggunakan media elektronik tercepat.  

(2) IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan 
Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil 
Perkebunan dan Persetujuan Diversifikasi Usaha yang diterima oleh perusahaan, 
selanjutnya di copy untuk disampaikan kepada Menteri Pertanian melalui 
Direktur Jenderal dengan menggunakan media elektronik tercepat. 

 
Pasal 46 

STD-B dan STD-P yang diterbitkan oleh bupati/walikota dicatat dan dibuat 
rekapitulasi serta harus dilaporkan paling kurang 6 (enam) bulan sekali kepada 
Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan gubernur provinsi bersangkutan. 

Pasal 47 

(1) Menteri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian izin usaha 
perkebunan.  

(2) Berdasarkan pengawasan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Menteri memberikan rekomendasi tindakan yang perlu dilakukan kepada 
pemberi izin. 

(3) Dalam hal pemberi izin tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan 
pelanggaran masih terus terjadi, Menteri memberikan peringatan terhadap 
pemberi izin dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri. 
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(4) Apabila pemberi izin tidak menindaklanjuti peringatan Menteri paling lambat 30 
(tiga puluh) hari kerja sejak diberikannya peringatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), Menteri dapat mengambil alih wewenang pemberi izin dan 
mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi terhadap 
pejabat pemberi izin sesuai peraturan perundang-undangan. 

 
BAB IX 

SANKSI ADMINISTRASI 
 

Pasal 48 

(1) Dalam hal Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-P atau IUP melakukan 
kemitraan dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku yang mengakibatkan  
terganggunya kemitraan yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
ayat (1), dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 
(empat) bulan untuk melakukan perbaikan.  

(2) Apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, 
IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang 
berwenang untuk dibatalkan. 

 
Pasal 49 

(1) Perusahaan Perkebunan yang memperoleh IUP-P, tidak melakukan penjualan 
saham kepada koperasi pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenai 
sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan 
untuk melakukan penjualan saham kepada koperasi pekebun.  

(2) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, 
IUP-P dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang 
untuk dibatalkan. 

 
Pasal 50 

Perusahaan Perkebunan yang terbukti di kemudian hari memberikan pernyataan 
bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari 
Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas 
paling luas yang tidak benar sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 atau Pasal 23, 
maka IUP-B atau IUP Perusahaan bersangkutan dicabut tanpa peringatan 
sebelumnya dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk 
dibatalkan.  

Pasal 51 

(1) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan 
Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan 
Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan atau Persetujuan 
Diversifikasi Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 40 huruf  a, c, e, f, g dan/atau h dikenai sanksi peringatan tertulis 
3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan. 

(2) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP yang 
mengalihkan kepemilikan perusahaan, tidak melaporkan perubahan 
kepemilikan dan kepengurusan Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 41 dikenakan sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing 
dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan. 

(3) Apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) 
tidak dipenuhi, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan 
kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan. 

 
Pasal 52 

Perusahaan Perkebunan yang memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan 
Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan 
Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan atau Persetujuan Diversifikasi 
Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 
huruf b dan/atau huruf d, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah 
diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan. 
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Pasal 53 

(1) Perusahaan Perkebunan yang telah mendapat persetujuan diversifikasi usaha 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak menjamin kelangsungan usaha 
pokok, menjaga kelestarian lingkungan dan keragaman sumber daya genetik 
serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tanaman (OPT) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) 
kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan. 

(2) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, 
IUP-B atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang 
berwenang untuk dibatalkan. 

 
Pasal 54 

Pengusulan pembatalan hak atas tanah kepada instansi yang berwenang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 atau   
Pasal 53 dilakukan oleh Menteri atas usul gubernur atau bupati/walikota. 

 
Pasal  55 

(1) IUP-B, IUP-P atau IUP yang diterbitkan gubernur atau bupati/walikota dilarang 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

(2) IUP-B, IUP-P atau IUP yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicabut oleh pemberi izin. 

 
BAB X 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 56 

(1) Izin Usaha Perkebunan (IUP), Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP), Izin 
Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP), atau Izin Tetap Usaha Industri 
Perkebunan (ITUIP),  yang diterbitkan sebelum peraturan ini diundangkan 
dinyatakan tetap berlaku. 

(2) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah, izin usaha perkebunan yang telah 
diterbitkan, dinyatakan tetap berlaku dan pembinaan selanjutnya dilakukan 
oleh kabupaten/kota yang merupakan lokasi kebun berada. 

(3) Apabila pemekaran wilayah mengakibatkan lokasi kebun berada pada lintas 
kabupaten, maka pembinaan selanjutnya dilakukan oleh provinsi. 

(4) Izin usaha yang telah diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal 
dalam rangka penanaman modal sebelum diundangkannya Peraturan ini 
dinyatakan tetap berlaku. 

 
Pasal 57 

(1) Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh hak atas tanah, belum memiliki 
Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP), Izin Tetap Usaha Industri 
Perkebunan (ITUIP), Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP), atau Izin 
Usaha Perkebunan sebelum peraturan ini diundangkan, wajib memiliki IUP-B, 
IUP-P atau IUP paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan ini 
diundangkan. 

(2) Untuk memperoleh IUP-B, IUP-P atau IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
permohonan harus dilengkapi persyaratan: 

a. Fotocopy sertipikat hak atas tanah; 

b. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan  terakhir yang 
telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi 
kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan; dan 

c. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan. 
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(3) Dalam hal perusahaan perkebunan tidak melaksanakan perolehan IUP-B, IUP-P 

atau IUP dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur 

atau bupati/walikota sesuai kewenangan mengusulkan pembatalan hak atas 

tanah kepada Direktur Jenderal untuk disampaikan kepada instansi yang 

berwenang di bidang pertanahan. 

 

Pasal 58 

(1) Untuk Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-P sebelum Peraturan ini 

diundangkan, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun harus telah memiliki kebun 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.  

(2) Dalam hal lahan untuk pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada    

ayat (1) tidak tersedia, Perusahaan Perkebunan wajib bekerjasama dengan 

koperasi perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14, 

paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan ini diundangkan. 

(3) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang tidak memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dikenai peringatan tertulis  

sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk 

melaksanakan ketentuan. 

(4) Jika peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) tidak 

dipenuhi, IUP-P dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang 

berwenang untuk dibatalkan. 

 

Pasal 59 

Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP sebelum Peraturan ini 

diundangkan dan sudah melakukan pembangunan kebun dan/atau Industri 

Pengolahan Hasil Perkebunan tanpa memiliki hak atas tanah, dikenai peringatan 

untuk segera menyelesaikan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan 

di bidang pertanahan. 

 

Pasal 60 

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak berlaku untuk 

Perusahaan Perkebunan yang memperoleh izin usaha perkebunan sebelum 

tanggal 28 Februari 2007 dan telah melakukan pola PIR-BUN, PIR-TRANS, PIR-

KKPA, atau pola kerjasama inti-plasma lainnya. 

(2) Perusahaan Perkebunan yang tidak melaksanakan pola PIR-BUN, PIR-TRANS, 

PIR-KKPA, atau pola kerjasama inti-plasma lainnya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), wajib melakukan kegiatan usaha produktif untuk masyarakat sekitar 

sesuai kondisi wilayah setempat berdasarkan kesepakatan bersama antara 

Perusahaan dengan masyarakat sekitar dan diketahui gubernur atau 

bupati/walikota sesuai kewenangan. 

(3) Usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan yang 

dapat menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar. 

 

Pasal 61 

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak berlaku untuk 

Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh hak atas tanah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 57. 

(2) Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan 

kegiatan usaha produktif untuk masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 60 ayat (2). 
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BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 62 

Pelaksanaan pelayanan perizinan usaha perkebunan di Provinsi Aceh dan Papua 
dengan otonomi khusus sesuai peraturan perundang-undangan.  

 
Pasal 63 

Dengan diundangkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
Pasal 64 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan ini diundangkan dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 

 
Ditetapkan di  Jakarta 

pada  tanggal 30 September 2013 
 

MENTERI PERTANIAN 

REPUBLIK INDONESIA, 
 

 
 

SUSWONO 

 
 
Diundangkan di Jakarta 

Pada tanggal 2 Oktober 2013  
 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 

 

 AMIR SYAMSUDIN 
 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013  NOMOR 1180 
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LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR : 98/Permentan/OT.140/9/2013 
TANGGAL : 30 September 2013 

 
SURAT TANDA DAFTAR USAHA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN (STD-B) 

          Kabupaten/Kota ........................ 

 Kecamatan ................................ 

 

Nomor:    

A. Keterangan Pemilik 

1. Nama : ........................................................................... 

2. Tempat/ tanggal lahir : ........................................................................... 
3. Nomor KTP : ........................................................................... 

4. Alamat : ........................................................................... 

B. Data Kebun 

I. Kebun 1 

- Lokasi/Titik Koordinat kebun 
  (desa/kecamatan) : .............................................................. 
- Status kepemilikan lahan : (sertipikat hak milik/ girik / SKT /sewa/…)  

- Nomor : .............................................................. 

- Luas areal : ................................................... hektar 

- Jenis tanaman : ................................., ..............................,  

- Produksi per ha per tahun : .............................................................. 
- Asal Benih : .............................................................. 

- Jumlah Pohon : …………………………………………….. 
- Pola Tanam : (monokultur/campuran dengan tanaman …) 

- Jenis Pupuk : ........................................................... 
- Mitra pengolahan : …………………………………………….. 
- Jenis tanah : (mineral/gambut/mineral+gambut) 
- Tahun tanam : …………………………………………….. 
- Usaha lain di lahan kebun  : …………………………………………….. 

 

II. Kebun 2 *) 

- Lokasi (desa/kecamatan) : .............................................................. 
- Status kepemilikan lahan : (sertipikat hak milik/SKT/girik/sewa/…) 

- Nomor : .............................................................. 

- Luas : ................................................... hektar 
- Jenis tanaman : ................................., ..............................,  

- Produksi per ha per tahun : .............................................................. 

- Asal Benih/Bibit : .............................................................. 

- Jumlah Pohon : …………………………………………….. 
- Pola Tanam : (monokultur/campuran dengan tanaman …) 

- Jenis Pupuk : ........................................................... 
- Mitra pengolahan : …………………………………………….. 
- Jenis tanah : (mineral/gambut/mineral+gambut) 
- Tahun tanam : …………………………………………….. 

- Usaha lain di lahan kebun  : …………………………………………….. 

 

III.  (dan seterusnya) 

STD-B ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan terhadap informasi tersebut di atas. 

.........................., ....................... 20...... 

Bupati/ Walikota.......... 

 

....................................... 
Keterangan: 
*) diisi apabila kepemilikan lebih dari 1(satu) lokasi 

 
MENTERI PERTANIAN 

REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
 

SUSWONO 
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LAMPIRAN II   :        PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : 98/Permentan/OT.140/9/2013 
TANGGAL : 30 September 2013 

  
 

 
 
 

KAPASITAS PALING RENDAH  
USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN 

YANG MEMERLUKAN IUP-P* 
 

No. Komoditas Kapasitas Produk 

1 2 3 4 

1. Kelapa Sawit 5 ton TBS per jam CPO, inti sawit (palm 
kernel), tandan kosong, 
cangkang, serat (fiber), 
sludge 

2. Teh 1  ton pucuk segar per hari Teh Hijau 

10  ton pucuk segar per hari Teh Hitam 

3. Tebu 1.000 Ton Tebu per hari 
(Ton Cane Day /TCD) 

Gula Kristal Putih 

 
 
*) Untuk izin usaha industri pengolahan komoditas perkebunan selain kelapa 
sawit, teh dan tebu diberikan oleh instansi yang membidangi perindustrian. 
 

 
MENTERI PERTANIAN 

REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
 
 

SUSWONO 
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LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  : 98/Permentan/OT.140/9/2013 
TANGGAL : 30 September 2013 
  
 
 

SURAT TANDA DAFTAR USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN  
HASIL PERKEBUNAN (STD-P) 

 

  Kabupaten/Kota .............................................  

   Kecamatan .....................................  

 

Nomor:    

 

A. Keterangan Pemilik 
1. Nama : .................................................................. 

2. Tempat/ tanggal lahir : .................................................................. 

3. Nomor KTP : .................................................................. 

4. Alamat : .................................................................. 

 

B. Data Unit Pengolah 
I. Unit Pengolah 1 

1. Nama : ............................................*) 

2. Lokasi : (desa/kecamatan/kabupaten) 
3. Kapasitas produksi : (terpasang/terpakai menurut satuan) 

4. Jenis bahan baku : (TBS/...............) 

5. Sumber bahan baku : (desa/kecamatan/kabupaten) 
6. Jenis produksi : (CPO/........) 

7. Tujuan pasar : .................................................... 

 

II. Unit Pengolah 2 

1. Nama : ..................................................... 
2. Lokasi : (desa/kecamatan/kabupaten) 
3. Kapasitas produksi : (terpasang/terpakai menurut satuan) 

4. Jenis bahan baku : (TBS/................) 

5. Sumber bahan baku : (desa/kecamatan/kabupaten) 

6. Jenis produksi : (CPO/...........) 

7. Tujuan pasar : ………………………………………….... 
 

III.  (dan seterusnya) 

 

......................, ....................... 20...... 

 

Bupati/ Walikota......... 

 
 
 

............................... 
*) untuk seluruh komoditas perkebunan 

 
 
 
 

MENTERI PERTANIAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
 
 
 
 

SUSWONO 
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LAMPIRAN  IV : PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : 98/Permentan/OT.140/9/2013 
TANGGAL : 30 September 2013 

 
 

 
SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN PENGOLAHAN BERKELANJUTAN 

INDUSTRI PENGOLAHAN ................. 

 
Pada hari ini............. tanggal.......... tahun............ bertempat di........................, kami 

yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

N a m a : .......................................................... 

Jabatan : .......................................................... 

Alamat  : .......................................................... 

Bertindak untuk dan atas nama PT. .................yang selanjutnya disebut PIHAK 

KESATU. 

N a m a : .......................................................... 

Jabatan : .......................................................... 

Alamat  : .......................................................... 

Bertindak untuk dan atas nama ............ (koperasi perkebunan) yang selanjutnya 

disebut PIHAK KEDUA. 

 

Selanjutnya atas dasar kesepakatan bersama, para pihak dengan ini sepakat untuk 

membuat perjanjian pasokan bahan baku dengan syarat-syarat sebagai berikut: 

Pasal 1 

HAK DAN KEWAJIBAN  

 

(1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:  

a. menerima bahan baku dari pihak kedua yang volume, mutu, frekuensi dan 

waktunya sesuai dengan kesepakatan; 

b. melakukan pembayaran kepada pihak kedua sesuai dengan harga, volume, 

mutu, dan waktu yang telah disepakati bersama. 

c. bersama-sama dengan bupati/walikota memberikan pembinaan teknik 

budidaya, teknik dan penetapan waktu pemanenan, pengenalan kualitas, 

penanganan pascapanen,...........dsb. 

(2) PIHAK KESATU mempunyai hak: 

a. menolak bahan baku yang dikirimkan pihak kedua apabila tidak sesuai dengan 

mutu, yang telah disepakati; 

b. mendapatkan mutu bahan baku yang sesuai dengan yang telah disepakati; 

c. .....................................  

(3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban: 

a. memberikan bahan baku kepada pihak pertama yang volume, mutu, frekwensi 

dan waktu pengiriman sesuai dengan kesepakatan; 

b. melakukan teknik budidaya yang sesuai dengan baku teknis sehingga 

memperoleh kualitas bahan baku yang baik; 

c. melakukan panen pada waktu yang tepat dan sesuai dengan teknik pemanenan 

yang benar; 

d. ...................................... 

(4) PIHAK KEDUA mempunyai hak: 

a. menerima pembayaran dari pihak pertama sesuai dengan harga, volume, mutu 

dan waktu yang telah disepakati bersama 

b. mendapatkan bimbingan dari pihak pertama tentang teknik budidaya,  teknik 
dan penetapan  waktu pemanenan, pengenalan kualitas, penanganan 

pascapanen; 

c. ................................... 
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Pasal 2 

SANKSI 

(1) Apabila PIHAK KESATU tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 ayat (1), maka....................(ditentukan bersama oleh para pihak)  

(2) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 ayat (2), maka............................ (ditentukan bersama oleh para 

pihak) 

 

Pasal 3 

MASA BERLAKU 

Perjanjian ini berlaku paling kurang selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat ditinjau 

kembali paling singkat setiap 2 (dua) tahun sesuai dengan kesepakatan. 

Pasal 4 

Evaluasi atau penilaian ulang terhadap (harga, mutu, dsb) dilakukan secara berkala 
setiap ............ bulan/tahun sekali. 

 

Pasal 5 

(dst sesuai kebutuhan) 

 

Pasal ....... 
PENYELESAIAN SENGKETA 

 

(1) Penyelesaian sengketa yang muncul antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA 

dilakukan secara musyawarah. 

(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah antara PIHAK KESATU dan PIHAK 
KEDUA tidak berhasil dilakukan, maka dilakukan penyelesaian dengan 

melibatkan pihak Pemerintah kabupaten/kota sebagai mediator. 

(3) Apabila penyelesaian dengan mediasi pihak pemerintah kabupaten/kota tidak 

berhasil dilakukan, maka dilakukan penyelesaian melalui Pengadilan Negeri 

............................ sesuai peraturan perundang-undangan.   

 
Pasal ...... 

PENUTUP 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam kesepakatan ini akan diatur kemudian sesuai 

dengan kesepakatan para pihak. 

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam tiga rangkap bermeterai cukup, masing-
masing pihak mendapat satu rangkap yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang 

sama dan ditandatangani oleh para pihak dengan diketahui oleh bupati/walikota. 

Para pihak: 

PIHAK KEDUA        PIHAK KESATU 

 

 

(......................)   Mengetahui,   (........................) 

     Kepala Dinas...... 

 

 

     (........................) 

 

 
MENTERI PERTANIAN 

REPUBLIK INDONESIA, 
 

 
 
 

SUSWONO 
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LAMPIRAN V : PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : 98/Permentan/OT.140/9/2013 
TANGGAL : 30 September 2013 

 
 

BATAS PALING LUAS PEMBERIAN IUP-B UNTUK 

1 (SATU) PERUSAHAAN ATAU KELOMPOK (GROUP)  
PERUSAHAAN PERKEBUNAN 

 
 

No. Tanaman 
Batas Paling Luas 

(ha) 

1 2 3 

1 Kelapa 40.000 

2 Karet 20.000 

3 Kopi 10.000 

4 Kakao 10.000 

5 Jambu Mete 10.000 

6 Lada 1.000 

7 Cengkeh 1.000 

8 Kapas 20.000 

 
 
 

MENTERI PERTANIAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
 
 
 

SUSWONO 
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LAMPIRAN VI : PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR : 98/Permentan/OT.140/9/2013 
TANGGAL : 30 September 2013 

 
 

BATAS PALING LUAS PEMBERIAN IUP UNTUK 

1 (SATU) PERUSAHAAN ATAU KELOMPOK (GROUP)  
PERUSAHAAN PERKEBUNAN 

 
 

No. Tanaman 
Batas Paling Luas 

 (ha) 

1 2 3 

1 Kelapa Sawit 100.000 

2 Teh 20.000 

3 Tebu 150.000 

 
 
 

MENTERI PERTANIAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
 
 
 

SUSWONO 
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LAMPIRAN VII :  PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR : 98/Permentan/OT.140/9/2013 
TANGGAL : 30 September 2013 

 

 

 
 

KOP GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA 
 
 

  

KEPUTUSAN  GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ............ 

                                         NOMOR : 

TENTANG  

IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP-B)   
PT............................................. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA............ .............., 

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan Saudara Nomor.............. tanggal 

..............perihal Permohonan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) 
PT...............; 

b. bahwa sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 

Menteri Pertanian Nomor ......... tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan 

telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya 

(IUP-B); 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan IUP-B 
PT............, dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota..............; 

 Mengingat  : 1.  ......... 

2. ......... 

3. dst 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  

KESATU : Memberikan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Kepada PT........  yang 

telah memenuhi persyaratan: 

1. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan  terakhir yang telah 

terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi 

kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan tanggal 
.............; 

2. Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor............... 

3. Surat Izin Tempat Usaha Nomor................. tanggal......... 

4. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan  Pembangunan Perkebunan 

kabupaten/kota dari Bupati/Walikota.............. Nomor................. 
tanggal.........;*) 

5. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan  Pembangunan Perkebunan 

Provinsi dari Gubernur.......... Nomor................. tanggal.........;**) 

6. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon 

lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.; 

7. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi 

kehutanan;***) 

 

 

 



 30 

 

 

 

8. Rencana kerja pembangunan kebun PT. ......... (termasuk rencana fasilitasi 

pembangunan kebun Masyarakat Sekitar); 

9. Izin Lingkungan Bupati/Walikota Nomor .......... tanggal...........; 

10. Surat Pernyataan Direktur PT......................... tentang kesanggupan             

PT. .................  untuk: 

a. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk 

melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT); 

b. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk 
melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian 

kebakaran;  

c. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi 

dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan 

d. melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan/atau 
masyarakat sekitar perkebunan. 

11. Surat Pernyataan dari PT. ......... bahwa status Perusahaan Perkebunan 

sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (group) Perusahaan 

Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas yang diatur 

dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha 

Perkebunan. 

 

KEDUA : Jenis tanaman yang diusahakan dalam IUP-B adalah: 

1. Jenis Tanaman : ......................... 

2. Luas areal Netto :......................... ha berdasarkan Izin Lokasi 

Nomor.......tanggal ............ 

3. Lokasi : 

a. Desa : 

b. Kecamatan: 

c. Kabupaten : 

d. Provinsi : 

4. Produksi diolah di :  
  

 

KETIGA : PT........................ wajib mentaati ketentuan sebagai berikut: 

1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan 

lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 

2. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber 

daya alam secara lestari; 

3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian 

organisme pengganggu tanaman (OPT); 

4. Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya 
Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) 

sesuai peraturan perundang-undangan; 

5. Menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP skala 1:100.000 atau 
1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal 

yang membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BIG); 

6. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan 
pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat 

diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun; 

7. Melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar; dan 
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8. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada pemberi izin secara 

berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri 
Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal yang membidangi perkebunan dan 

gubernur atau bupati/walikota.****) 

9. Menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-

undangan di bidang pertanahan; 

10. Merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan 

studi kelayakan, baku teknis, dan peraturan perundang-undangan.  

 
KEEMPAT :   Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) berlaku selama perusahaan 

masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baku teknis dan perundang-

undangan. 

 

KELIMA : Dalam hal Perusahaan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud 

pada Diktum KETIGA, IUP-B dicabut. 
 

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di ............................. 

pada tanggal,  ........................... 

 
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ............ 

 

 

 

........................................... 

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: 

1. Gubernur/Bupati/Walikota..........................; 

2. Direktur Jenderal Perkebunan. 
 
*)  Dicantumkan apabila IUP-B diterbitkan oleh gubernur. 
**)  Dicantumkan apabila IUP-B diterbitkan oleh bupati/walikota 
***) Dicantumkan apabila lahan berasal dari areal hutan 
****) gubernur apabila IUP-B diterbitkan oleh bupati/walikota 
 bupati/walikota apabila IUP-B diterbitkan oleh gubernur 

 
 
 

MENTERI PERTANIAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
 
 

 
 

SUSWONO 
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LAMPIRAN VIII  : PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 
 NOMOR : 98/Permentan/OT.140/9/2013 
 TANGGAL : 30 September 2013 
 

 
KOP GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA 

  

 

KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ............ 

                                         NOMOR : 

TENTANG  

IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK PENGOLAHAN (IUP-P)   
PT............................................. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA........................, 

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan Saudara Nomor .......... tanggal 

.................perihal Permohonan Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) 
PT.................; 

  b. bahwa sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 

Menteri Pertanian Nomor ......... tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan 

telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Usaha Perkebunan Untuk 

Pengolahan (IUP-P); 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan IUP-P 
PT................, denganKeputusan  Gubernur/Bupati/Walikota..........; 

 Mengingat  : 1. ......... 

2. ........ 

3. dst 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  

KESATU : Memberikan Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) Kepada PT........  yang 

telah memenuhi persyaratan: 

1. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah 

terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan 

saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan, tanggal ............; 

2. Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor............... 

3. Surat Izin Tempat Usaha Nomor................. tanggal......... 

4. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan  Pembangunan Perkebunan 

kabupaten/kota dari Bupati/Walikota....... Nomor................. tanggal.........;*) 

5. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan  Pembangunan Perkebunan 
Provinsi dari Gubernur..... Nomor................. tanggal.........;**) 

6. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi 

dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan;***) 

7. Surat Pernyataan Jaminan Pasokan Bahan Baku Untuk Industri Pengolahan PT 

........  Nomor ...... tanggal .......dan Surat Perjanjian Jaminan Pasokan Bahan 
Baku Industri Pengolahan antara PT ..... dengan ........... Nomor................. 

tanggal.........; 

8. Rencana kerja pembangunan usaha industri pengolahan hasil perkebunan         

PT. .........; 
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9. Izin Lingkungan (Gubernur/Bupati/Walikota Nomor .......... tanggal...........; 

10. Surat Pernyataan Direktur PT.............untuk melaksanakan kemitraan dengan 

Pekebun, Karyawan dan masyarakat sekitar Perkebunan Nomor........ tanggal 

.......... 

 

KEDUA : Jenis usaha dalam IUP-P adalah: 

1. Jenis Usaha : ......................... 

2. Luas areal Netto : ........................ha berdasarkan Izin Lokasi   

Nomor.......tanggal 

3. Lokasi : 

a. Desa : 

b. Kecamatan : 

c. Kabupaten : 

d. Provinsi : 

4. Kapasitas Industri  
 Pengolahan : ......................... 

5. Pemenuhan bahan 

 Baku dengan cara :  

 

KETIGA : PT........................ wajib mentaati ketentuan sebagai berikut: 

1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan 
lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 

2. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber 

daya alam secara lestari; 

3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian 

organisme pengganggu tanaman (OPT); 

4. Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya 

Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) 

sesuai peraturan perundang-undangan; 

5. Menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP skala 1:100.000 atau 

1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal 
yang membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BIG); 

6. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan 

pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat 
diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun; 

7. Melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar; dan 

8. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada pemberi izin secara 
berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri 

Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal yang membidangi Perkebunan dan 

gubernur atau bupati/walikota.****) 

9. Menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-
undangan di bidang pertanahan; 

10. Merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan 

studi kelayakan, baku teknis, dan peraturan perundang-undangan. 

11. Melakukan penjualan saham kepada koperasi pekebun setempat paling rendah 

5% pada tahun ke-5 dan secara bertahap menjadi paling rendah 30% pada 

tahun ke-15. *****); 
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KEEMPAT :   Izin Usaha Perkebunan (IUP-P) berlaku selama perusahaan masih melaksanakan 

kegiatannya sesuai dengan baku teknis dan ketentuan perundang-undangan. 

 
KELIMA : Dalam hal Perusahaan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud 

pada diktum KETIGA, IUP-P dicabut. 

 

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di ............................. 
pada tanggal,  ........................... 

 

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ............ 

KEPALA DINAS PERKEBUNAN....... 

 
 

 

 

........................................... 

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: 

1. Gubernur/Bupati/Walikota; 
2. Direktur Jenderal Perkebunan. 

 
*) Dicantumkan apabila IUP-P diterbitkan oleh gubernur. 
**)  Dicantumkan apabila IUP-P diterbitkan oleh bupati/walikota 
***) Tidak dicantumkan apabila lokasi industri pengolahan hasil berada di dalam wilayah IUP-B 
****) gubernur apabila IUP-P diterbitkan oleh bupati/walikota 
 bupati/walikota apabila IUP-P diterbitkan oleh gubernur 

*****) dicantumkan khusus untuk industri pengolahan kelapa sawit yang seluruh pasokan bahan bakunya 

 berasal dari koperasi pekebun. 
 

 
 
 

MENTERI PERTANIAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
 
 
 
 

SUSWONO 
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LAMPIRAN IX : PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 
 NOMOR : 98/Permentan/OT.140/9/2013 
 TANGGAL : 30 September 2013 
 

KOP GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA 
 

 
KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ............ 

                                         NOMOR : 

TENTANG  

IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP)   

PT............................................. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA............ .............., 

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan Saudara Nomor..................... tanggal 

.................perihal Permohonan Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT...............; 

  b. bahwa sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 

Menteri Pertanian Nomor ......... tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan 
telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP); 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan IUP 

PT........., dengan Keputusan  Gubernur/Bupati/Walikota......; 

 Mengingat  : 1. ........ 

2.  ........ 

3.  dst 
 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  

KESATU : Memberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT........  yang telah memenuhi 
persyaratan: 

1. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah 

terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan 

saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan, tanggal ............; 

2. Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor............... 

3. Surat Izin Tempat Usaha Nomor................. tanggal......... 

4. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan  Pembangunan Perkebunan 

kabupaten/kota dari Bupati/Walikota.............. Nomor................. tanggal.........;*) 

5. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan  Pembangunan Perkebunan 

Provinsi dari Gubernur.......... Nomor................. tanggal.........;**) 

6. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital  calon lokasi 

dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan; 

7. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi 

kehutanan;***) 

8. Jaminan pasokan bahan baku dari kebun milik sendiri dan kebun masyarakat; 

9. Rencana kerja pembangunan kebun PT. ......... (termasuk rencana fasilitasi 
pembangunan kebun masyarakat sekitar); 

10. Izin Lingkungan Bupati/Walikota Nomor .......... tanggal...........; 
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11. Surat Pernyataan Direktur PT......................... tentang kesanggupan                  

PT. .................  untuk : 

a. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk 
melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT); 

b. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk 

melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;  

c. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi 

dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan 

d. melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar 
perkebunan. 

12. Surat Pernyataan dari PT. ......... bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai 

usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (group) Perusahaan Perkebunan 

belum menguasai lahan melebihi batas paling luas yang diatur dalam Peraturan 

Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. 

KEDUA : Komoditi yang diusahakan dalam IUP adalah: 

1. Komoditas : ......................... 

2. Luas areal Netto :......................... ha berdasarkan Izin Lokasi 

Nomor.......tanggal 

3. Lokasi : 

a. Desa : 

b. Kecamatan : 

c. Kabupaten : 

d. Provinsi : 

4. Kapasitas Unit  

 Pengolahan : ......................... 
 

KETIGA : PT........................ wajib mentaati ketentuan sebagai berikut: 

1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan 

tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 

2. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya 

alam secara lestari; 

3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian 

organisme pengganggu tanaman (OPT); 

4. Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya 

Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai 

peraturan perundang-undangan; 

5. Menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP skala 1:100.000 atau 1:50.000 

(cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal yang 

membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BIG); 

6. Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan 

kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama 
dalam waktu 3 (tiga) tahun; 

7. Melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar; dan 

8. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada pemberi izin secara berkala 

setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri Pertanian dalam 

hal ini Direktur Jenderal yang membidangi Perkebunan dan gubernur atau 
bupati/walikota.****); 

9. Menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-

undangan di bidang pertanahan; 
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10. Menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-

undangan di bidang pertanahan; 

11. Merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan 

studi kelayakan, baku teknis, dan peraturan perundang-undangan. 
 

KEEMPAT :   Izin Usaha Perkebunan (IUP) berlaku selama perusahaan masih melaksanakan 

kegiatannya sesuai dengan baku teknis dan perundang-undangan. 

 

KELIMA : Dalam hal Perusahaan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud 

pada diktum KETIGA, IUP dicabut. 
 

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di ............................. 

pada tanggal,  ........................... 
 

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ............ 

KEPALA DINAS PERKEBUNAN....... 

 

 

.......................................... 

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: 

1. Gubernur/Bupati/Walikota; 

2. Direktur Jenderal Perkebunan. 

 
*)  Dicantumkan apabila IUP diterbitkan oleh gubernur. 
**)  Dicantumkan apabila IUP diterbitkan oleh bupati/walikota 
***) Dicantumkan apabila lahan berasal dari areal hutan  
****) gubernur apabila IUP diterbitkan oleh bupati/walikota 
 Bupati/walikota apabila IUP diterbitkan oleh gubernur 

 
 
 
 
 
 

MENTERI PERTANIAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
 
 
 
 

SUSWONO 
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LAMPIRAN X : PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR  : 98/Permentan/OT.140/9/2013 
TANGGAL : 30 September 2013 

 
 

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN 

Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 

N a m a : ................................................................................................. 

Jabatan : ................................................................................................... 

Alamat  : .................................................................................................... 

 

Bertindak untuk dan atas nama PT. .............................. yang akan membangun kebun di wilayah 

desa................... kecamatan.................. kabupaten/kota.......................... provinsi.................  dengan 

jenis komoditi............................. seluas..............ha, menyatakan kesanggupan untuk: 

a. memiliki sumber daya manusia sesuai keahlian yang diperlukan, sarana, prasarana dan sistem 

pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), serta melakukan perlindungan tanaman 
dengan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) di lokasi usaha perkebunan di atas; 

b. memiliki sumber daya manusia sesuai keahlian yang diperlukan, sarana, prasarana dan sistem 

untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta melakukan pengendalian kebakaran 

di lokasi usaha perkebunan di atas; 

c. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan 
rencana pembiayaan membangun kebun bagi masyarakat sekitar berlokasi di 

kabupaten/kota............., dengan jenis komoditi................ seluas ........ha dengan pola (kredit, bagi 

hasil atau pola......)*; dan 

d. melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan melalui 

salah satu atau beberapa pola sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang 

Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang akan dituangkan lebih lanjut dalam bentuk perjanjian 
antara PT............. dengan masyarakat sekitar perkebunan yang diketahui oleh bupati/walikota. 

Apabila kesanggupan sebagaimana tercantum dalam butir 1 sampai dengan butir 4 tersebut di atas 

tidak dilaksanakan, maka pemberi izin dapat membatalkan izin usaha perkebunan yang telah 

dikeluarkan tanpa pemberian ganti rugi. 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 

 

       ...................., .................................. 20...... 

 

                      materai 

 
                  ( nama jelas) 

*coret yang tidak perlu 

 
 

MENTERI PERTANIAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

 

 
 
 

 
SUSWONO 
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LAMPIRAN XI  : PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR : 98/Permentan/OT.140/9/2013 
TANGGAL : 30 September 2013 

 
 

SURAT PERNYATAAN 

PERUSAHAAN ATAU KELOMPOK (GROUP) PERUSAHAAN PERKEBUNAN  

BELUM MENGUASAI LAHAN MELEBIHI  
BATAS PALING LUAS 

 

Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 

N a m a : ................................................................................................. 

 
Jabatan : ................................................................................................... 

 

Alamat  : .................................................................................................... 

 

Bertindak untuk dan atas nama PT. ............................../ Kelompok (group) Perusahaan 

Perkebunan........ yang akan membangun kebun di wilayah desa............. kecamatan................. 
kabupaten.......................... provinsi............. dengan jenis komoditi............................. 

seluas..............ha,  saat ini memiliki kebun: 

 

No. Komoditi 
Lokasi Kebun 

(desa/kec/kabupaten/provinsi) 
Luas areal (ha) 

1.    

2.    

3. Dst......   

Dengan ini menyatakan bahwa PT............................./ Kelompok (group) Perusahaan Perkebunan.... 

belum melampaui batas penguasaan lahan untuk komoditi.................... 

Apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, maka kami bersedia IUP 
yang diterbitkan dibatalkan dan diproses secara hukum. 

 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

 

       ...................., .................. 20.... 
 

                   materai 

               ( nama jelas) 

 
 

 
 
 

MENTERI PERTANIAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
 

 
 

SUSWONO 
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LAMPIRAN XII: PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : 98/Permentan/OT.140/9/2013 
TANGGAL : 30 September 2013 

 
 

SURAT PERNYATAAN 

JAMINAN PASOKAN BAHAN BAKU UNTUK INDUSTRI PENGOLAHAN ............................... 

 

Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 

N a m a : ................................................................................................. 
 

Jabatan : ................................................................................................... 

 

Alamat : .................................................................................................... 

Bertindak untuk dan atas nama PT. .............................. yang akan membangun Industri Pengolahan 

....................... di wilayah desa............ kecamatan....................... kabupaten........................  
Provinsi...................... menyatakan bahwa industri pengolahan dengan kapasitas* ..................., 

penyediaan bahan bakunya bersumber dari: 

 

No. Sumber Bahan Baku 
Lokasi bahan baku 

(desa/kec/kab/kota) 

Luas Kebun 

(Ha) 
Volume (satuan*) 

1. Kebun Sendiri    

2. Perkebunan besar lainnya 

(PT .....) 

   

3. Koperasi    

4. Kelompok Tani    

 

Terlampir disampaikan perjanjian dengan masing-masing sumber bahan baku di atas. 

 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

 

       ...................., …………....................... 20.... 

                   materai 
 

               ( nama jelas) 

 

*Sesuai dengan satuan kapasitas industri  

  pengolahan hasil perkebunan pada Lampiran II 

 
MENTERI PERTANIAN 

REPUBLIK INDONESIA, 
 

 
 
 
 

SUSWONO



 41 

LAMPIRAN XIII : PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : 98/Permentan/OT.140/9/2013 
TANGGAL : 30 September 2013 

 

 
 

SURAT PERNYATAAN 

KESEDIAAN UNTUK MELAKUKAN KEMITRAAN 

 

 

Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 

N a m a : ................................................................................................. 

 

Jabatan : ................................................................................................... 

 
Alamat : ........................................................................................... ......... 

 

 

Bertindak untuk dan atas nama PT. .............................. yang akan membangun kebun di 

wilayah desa............ kecamatan.................. kabupaten.......................... provinsi............. 

dengan jenis  komoditi............................. seluas..............ha, menyatakan kesanggupan untuk 
melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan berupa 

kemitraan: penyediaan sarana produksi/produksi/pengolahan dan 

pemasaran/transportasi/operasional/kepemilikan saham/jasa pendukung lainnya.* 

Dalam pelaksanaannya, kemitraan ini akan akan dibuat dalam bentuk perjanjian antara 

PT............. dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan yang diketahui 
oleh bupati/walikota. 

Apabila dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya izin usaha 

perkebunan, kami belum melakukan kemitraan seperti dimaksud dalam pernyataan ini, 

pemberi izin dapat membatalkan izin usaha perkebunan yang telah dikeluarkan tanpa 

pemberian ganti rugi. 

 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan 

sebagimana mestinya. 

 

 

       ...................., ................. 20.... 
 

 

                   materai 

 

 

               ( nama jelas) 

 
 
 
 
 

MENTERI PERTANIAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
 

 
 
 

SUSWONO 
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LAMPIRAN XIV :  PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR : 98/Permentan/OT.140/9/2013 
TANGGAL : 30 September 2013 

 
KOP GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA 

 

 

PERSETUJUAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ............ 
                                         NOMOR : 

TENTANG  

PERUBAHAN LUAS LAHAN   
PT............................................. 

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA............ ..............,(sesuai kewenangan) 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor …………… tanggal ………… perihal 
Permohonan Perubahan Luas Lahan Usaha PT. …………………. dan memperhatikan: 

1. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan  terakhir yang telah 
terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan 
saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan tanggal .............; 

2. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan  Pembangunan Perkebunan 
kabupaten/kota dari Bupati/Walikota.............. Nomor................. tanggal.........;*) 

3. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan  Pembangunan Perkebunan 
Provinsi dari Gubernur.......... Nomor................. tanggal.........;**) 

4. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi 
dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan; 

5. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi 
kehutanan;***) 

6. Rencana kerja pembangunan kebun PT. ......... (termasuk rencana fasilitasi 
pembangunan kebun Masyarakat Sekitar); 

7. Izin Lingkungan Bupati/Walikota Nomor .......... tanggal...........; 

8. Surat Pernyataan Direktur PT......................... tentang kesanggupan             PT. 
.................  untuk: 

a. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan 
pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT); 

b. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan 
pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;  

c. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan 
rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan 

d. melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan/atau masyarakat 
sekitar perkebunan. 

9. Surat Pernyataan dari PT. ......... bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai 
usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (group) Perusahaan Perkebunan belum 
menguasai lahan melebihi batas paling luas yang diatur dalam Peraturan Menteri 
Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. 

10. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian 
tentang Penilaian Usaha Perkebunan. 

11. Laporan Kemajuan fisik dan keuangan Perusahaan 

(Untuk pengurangan luas lahan persyaratan hanya memerlukan persyaratan butir 1 
dan butir 11 serta alasan usulan untuk pengurangan lahan) 
 
Dengan ini kami menyetujui penambahan/pengurangan luas lahan dari semula 
………… ha menjadi ………….. ha untuk komoditi ………….. yang berlokasi di desa 
…………., kecamatan ………….., kabupaten/kota ……….., provinsi ……………..  
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Setelah memperoleh surat persetujuan penambahan/pengurangan luas lahan, 
perusahaan Saudara wajib:  
1. Menyelesaikan perolehan/penyesuaian hak atas tanah untuk perubahan luas 

lahan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). 
2. Menyampaikan laporan kegiatan dan tahapan pembangunan kebun sesuai rencana 

kerja seperti tertera pada butir 1. 
3. Menyampaikan perkembangan perusahaan secara berkala paling kurang 1 (satu) 

kali 6 (enam) bulan kepada pemberi persetujuan. 

Apabila kewajiban tersebut di atas tidak dipenuhi maka persetujuan 
penambahan/pengurangan Luas Lahan ini dapat ditinjau kembali. 

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-
baiknya. 
 

Ditetapkan di ............................. 
pada tanggal,  ........................... 

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ............ 
KEPALA DINAS PERKEBUNAN....... 

 
........................................... 

 

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: 
1. Menteri Pertanian; 
2. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN); 
3. Direktur Jenderal Perkebunan. 

 
MENTERI PERTANIAN 

REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
 
 

 
SUSWONO 
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LAMPIRAN XV : PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 
 NOMOR : 98/Permentan/OT.140/9/2013 
 TANGGAL : 30 September 2013 
 
 

KOP GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA 

 

 

PERSETUJUAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ............ 

                                         NOMOR : 

TENTANG  

PERUBAHAN JENIS TANAMAN 
PT............................................. 

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA............ ..............,(sesuai kewenangan) 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor …………… tanggal ………… perihal Permohonan 

Perubahan Jenis Tanaman PT. …………………. dan memperhatikan: 

1. IUP-B atau IUP serta SK HGU; 

2. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan 

pengurus dan bidang usaha perusahaan; 

3. Rekomendasi dari dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi perkebunan 

sesuai kewenangan; 

4. Rencana kerja tentang perubahan jenis tanaman; 
5. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan. 

6. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang 

Penilaian Usaha Perkebunan 

Dengan ini kami menyetujui perubahan jenis tanaman dari semula ………… menjadi 

………….. pada areal perusahaan seluas …… ha yang berlokasi di desa …………., kecamatan 

………….., kabupaten/kota ……….., provinsi ……………..  

Setelah memperoleh surat persetujuan perubahan jenis tanaman ini, perusahaan Saudara 

wajib menyampaikan laporan tentang: 

a. Perkembangan kegiatan pembangunan tanaman yang baru sesuai rencana kerja seperti 

tertera pada butir 1. 

b. Perkembangan produksi jenis tanaman yang baru secara berkala paling kurang 1 (satu) 
kali 6 (enam) bulan kepada pemberi persetujuan. 

Apabila kewajiban tersebut di atas tidak dipenuhi maka Persetujuan Perubahan Jenis 

Tanaman ini dapat ditinjau kembali. 

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

 

Ditetapkan di ............................. 
pada tanggal,  ........................... 

 

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ............ 

KEPALA DINAS PERKEBUNAN....... 

 
........................................... 

 

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: 

1. Menteri Pertanian; 

2. Direktur Jenderal Perkebunan. 

 
 

MENTERI PERTANIAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
 
 
 

 
SUSWONO 
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LAMPIRAN XVI :  PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR : 98/Permentan/OT.140/9/2013 
TANGGAL : 30 September 2013 

 
KOP GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA 

 

 

PERSETUJUAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ............ 

                                         NOMOR : 

TENTANG  

PENAMBAHAN KAPASITAS INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN  

PT............................................. 

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA............ ..............,(sesuai kewenangan) 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor …………… tanggal ………… perihal Permohonan 

Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan (kelapa sawit/teh/tebu) PT. …………………. dan 

memperhatikan: 

1. IUP-P atau IUP; 

2. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar 

di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan 

pengurus dan bidang usaha perusahaan; 

3. Rekomendasi ketersediaan bahan baku dari dinas provinsi atau kabupaten/kota yang 
membidangi perkebunan sesuai kewenangan; 

4. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan. 

5. Rencana kerja perusahaan untuk penambahan kapasitas unit pengolahan (kelapa 

sawit/teh/tebu) dari yang semula …….. {(ton TBS/jam)/(kg kering/hari)/(ton cane/day)} 

menjadi ………. {(ton TBS/jam)/(kg kering/hari)/(ton cane/day)} sesuai surat nomor……. 

6. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang 
Penilaian Usaha Perkebunan. 

 

Dengan ini kami menyetujui penambahan kapasitas unit pengolahan dari semula ………… 

{(ton TBS/jam)/(kg kering/hari)/(ton cane/day)} menjadi ………….. {(ton TBS/jam)/(kg 

kering/hari)/(ton cane/day)} untuk komoditi (kelapa sawit/teh/tebu) yang berlokasi di desa 
…………., kecamatan ………….., kabupaten/kota ……….., provinsi ……………..  

Setelah memperoleh surat persetujuan penambahan penambahan kapasitas unit pengolahan, 

perusahaan Saudara wajib menyampaikan laporan tentang: 

a. Perkembangan penyelesaian pembangunan unit pengolahan. 

b. Perkembangan produksi unit pengolahan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali 6 

(enam) bulan kepada pemberi persetujuan. 

Apabila kewajiban tersebut di atas tidak dipenuhi maka Persetujuan Penambahan Kapasitas 

Unit Pengolahan ini dapat ditinjau kembali. 

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

 

Ditetapkan di ............................. 
pada tanggal,  ........................... 

 

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ............ 

KEPALA DINAS PERKEBUNAN....... 

 

........................................... 

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: 

1. Menteri Pertanian; 

2. Direktur Jenderal Perkebunan. 
 

MENTERI PERTANIAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
 
 

 
 

SUSWONO 
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LAMPIRAN XVII : PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 
 NOMOR : 98/Permentan/OT.140/9/2013 
 TANGGAL : 30 September 2013 
 
 

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA    

 

 

PERSETUJUAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ............ 
                                         NOMOR : 

TENTANG  

DIVERSIFIKASI USAHA 

PT............................................. 

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA............ ..............,(sesuai kewenangan) 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor …………… tanggal ………… perihal Permohonan 

Diversifikasi Usaha PT. …………………. dan memperhatikan: 

1. IUP-B atau IUP; 

2. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan 

pengurus dan bidang usaha perusahaan; 
3. Rencana kerja tentang diversifikasi usaha; 

4. Surat dukungan Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten/Kota  

5. Surat dukungan diversifikasi usaha dari Instansi terkait; dan 

6. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan. 

7. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang 
Penilaian Usaha Perkebunan. 

Dengan ini kami menyetujui diversifikasi usaha ………… pada perusahaan perkebunan yang 

berlokasi di desa ………., kecamatan ………….., kabupaten/kota ……….., provinsi ……………..  

Setelah memperoleh surat persetujuan diversifikasi usaha ini, perusahaan Saudara wajib 

menyampaikan laporan tentang: 

a. Perkembangan kegiatan diversifikasi usaha sesuai rencana kerja seperti tertera pada  
butir 3. 

b. Perkembangan produksi usaha tanaman pokok/utama dan  usaha diversifikasi secara 

berkala paling kurang 1 (satu) kali 6 (enam) bulan kepada pemberi persetujuan. 

Apabila kewajiban tersebut di atas tidak dipenuhi maka Persetujuan Diversifikasi Usaha ini 

dapat ditinjau kembali. 

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

 

Ditetapkan di ............................. 

pada tanggal,  ........................... 

 

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ............ 
KEPALA DINAS PERKEBUNAN....... 

 

........................................... 

 

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: 

1. Menteri Pertanian; 
2. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN); 

3. Direktur Jenderal Perkebunan. 

 
MENTERI PERTANIAN 

REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
 
 
 

SUSWONO 

 


